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ABSTRAK

Nama + ADE SUKRON
Program Smdi  © Hmu Administrasi
Judul : Evaluasi Implementasi Program Pendanaan Kompetisi Indeks

Pembangunan Manusia (PPK 1PM) Kota Bekasi Tahun 2007

Salah satu tugas pemerintah  adalah menciptakan pembangenan  yang
. mensejahterakan masyarakat. Dengan berbagai kebijakan dan wewenang yang dimiiiki,
pemerintah merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi sogala kebijakan
yang bertujuan untuk meningkatkan kessjahtergan masyarakatnya,

Dalam era otonomni daerah, pemerintah Kota Bekasi membuat kebijskan yang

komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu kebijakan vang

didesain untuk kesejahterasn masyarckat Bekasi adalah dengan menyelenggacskan
Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK [PM). Program
yang sudah berjalan ssjak tahun 2007 dimaksudkan untuk mensinergikan sumber daya
baik dans, tenaga, pemikitan, alat dan laingyz antara pemerintah, sekior swasta dan
masyarskat serfa stakeholder imzznya guna memperoleh peningkatan kualitas hidup
masyarakat,

. Program PPK IPM dz Kota Bekasl didesain uzmzis: pemerataan pendidilan,
kualitas pelayanan keschatan serta kemampusn masyarakat dalam meningkatksn daya
beli sehagai roda penggerak perckonontian, Program Ini memiliki posist yang sangat
strategis dalam upaya uatuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi,

Dalam suatu kebijakan, salah satu faktornya adalsh implementasi program.
Keberhasilan implementasi program dinilai melalul target yang sesuai dengan harapan.
Begitu juga sebaliknya, implementasi yang mengalami hambatan berakibat pada tidek
atau korang maksimalnyz kesuksesan scbuah kebijakan, sehingga antara keberhasilan
implemeniasi program dengan hasil akhir vang dicapa{ akan berbanding lurus pada
sistem kebijakan secara kescluruban,

Penelitian yang difokuskan pade pelaksana (‘mpiwnentor) kebilakan di level
operasional {operational level) menggunakan dua pendekatan, yakni kuantitatif dan
kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaren tentang . faktor-faktor veng
mendukung keberhasilan dan kendala dalam implementasi bagi pelaksana yang
ditugaskan menjalanken kebijakan tersebut, hasil penelitian menunjukan bahwa pola
komunikas? yanp baik dan konsisten serta kesemaan pemahaman antare Executive level
dengan operational level menjads faktor yang mendukung keberhasilan implementasi
program. Dan juga struktur birokrasi serfa sikap pelaksana menjadi dua faktor yang
tidak kelal penting untuk keberhasilan implementnsi kebijakan.
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Faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan program adalah fakior sumber
daya. Dalam faktor ini ada 3 {(tiga ) komponen yang menjadi ukuran, yakni sumber days
manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana, Dari ketiga fuktor tersshut,
kendala dalam sumber daya angaran telah mengakibatkan kendale yang culaup berarti
dalam implementasi kebijakan. Hal ini fepta saja karena keberadaan anggaran masih
menjadi kunci dalam implementasi program epalagi bila divkur dengen ketepatan
jadwsl peleksanaan. :

Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebilakan, pola komunikasi, sumber days, sikap
pelaksana dan skruktur birokrast.
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ABSTRACT

Name : ADE SUKRON

Department  : Administration Studies

Title : The evaluation of the implementation of the program of the human
development of index financial competition (PPK IPM) at Bekasi ¢ity in
2007,

One of the government obligations is to create the development which is (o give
the soolety prosperous, With the policy and authority in hand, the government plans, do
the implementation and evaluated .every polxoy which intends o improve the society
prosperous.

In the aumnomy era, the government of Bekasi ity makes the poizz;y
comprehension fhrough tmproving their societies prosperous, One of policy which is
designad to give the prosperous of Bekasi society is operating the program of the human
development of index financial competition (PPK IPM). This program has been nunning
in 2007 which is intended to stabilize the source, such as finance, skill, interpretation,
things of the govemment and else. In the sector private and the society and also okiwr
stakeholder to get imp:mrencss of social fife quality,

The PPK IPM program at Bekasi city is deigned to distribute evenly in the
education, the serve of social quality and the ability of soclety in improving in the
economic matters. This program has the strategic position to cfforts the socxa‘i
prosperous of Bekasi city.

In one policy, one of the factors is the implementation. The successful target in
implementation is appraise through the tarpet before. In other words, the obstacle
implementation influences the maximal efforts of policy. 8o that between the susosssful
implementation program arnd the final things would be compared .well as a system
policy comprehension.

The observation s focused at implementer policy in the operational leve! usage
two approaches. The Quantitative and gqualitative propose to got the view factors which
is supported the successful and obstacles implementation of actors who do this policy.
The result is showed in the well communication pattern and consistent and also whole
understanding between Exgcutive level and Operational fevel holding the support
factors in the implementation program. And then the buresucracy strictural and the
behaves aclors become the two factors which is the important things to run the
succassful policy implementation,

The other factor which is the kay of success pmgmm is rescuree. In this factor,
there are 3 factors component which becomes measurs. Here are human resources, tools
and financial resources. In those factors, the problem in the financial resources has

xi Univorsitas indoneska
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affected the obstacle which is enough in the implementation policy. This thing is sure

because of the financial still being the key in the implementation program and also’

controlled with on time.

Passwords: policy, policy implementation, communtication patiers, resources, behaves
gofors, and structural bureaucracy. ’
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BABT
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu bangsa dityjukan untuk menciptakan kesejahteraan
bagi rakyatnya. Hal ini karena pembangunan adalah upaya suatu masyarakat
bangsa dalam welakukan perubaban sosial yang besar diberbagai bidang

kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan

pandangan masy&akat bangsa tersebut.

Pembangunan merupakan suaiu usaha atau pra&carsa, baik masyarakat
maupun pemeriniah dalam rangka memperbaiki kondisi ckonomi, sosial dan
budaya. Effendl mengemukakan (1991:36) pembangunan dapat diartiken sebagai
transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik uniuk
meningkatkan icapasi%as; dan  kessjahteraan masjzamkat dalam memenuhi
kepentingan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi  kepentingan mereka. Origntasi pembengupan ini  memerlukan
dukungan sejumlab inﬁ‘astmi{mr,-temmsuk sistem administrasi yang sclalu
dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan fungsi dan lingloungan yang
sétaly berubak. ‘ :

Dalam konteks pembangunan i Indonesia, berbagai macam kebijakan

telah diterapkan untuk meningkathan pembangunan di Indonesia. Kriteria

pengurangan kemiskinan, pemberantasan buta huruf dan peningkatan daya beli
masyarakat menjadi prioritas pembangunan. Program Nasional Pemberdayasn
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan leinnya
merupakan beberapa program  yang  diharapken mampu meningkatkan
kesejshteraan masyarakat di Indonesiz, Bahkan konsensus pasional untuk

] ' Universitas Indonesta
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peningkatan pembangunan manusia Indonesia telah dilakukan melalui Kongres
Nasional Pembangunan Manusia Indonesia vang dilaksanakan pada bulan
November 2006. Kongres tersebut telah menghasilkan dokumen permufakatan
pombangunan manusia Indonesia menuju Indonesia yai‘:g lebih sejahtera, adil,
dan makmur, piagﬁm pembangunan manusia Indonesia, dan rencana aksi
nasional permbangunan manosia Indonesia 2006 (Sekretariat TKPK, 2006:2).

Sebagai suatu konsep disadari bahwa pembangunan merupakan konsep
yang sarat dengan nilal (value loaded), sehingga sejak perumusan kebijakan,
implementast kebijjakan, hingga evaluast kebijakan bukanlah merupakan
persoalan sederhana. Konsekuensi atas konstruksi demikian adalah, sciak awal
harus sudab disadari bahwa pembangunan merupakan pilikan yang \sei&ia
memiliki karakter multidimensional (Moeljarto T, 1985:16)

Dalam konteks otonomi daerah, maka pembangunan manusia tidak hanys
diinisiasi oleh pusat tapi juga dacrah dengan amanat yang diberikan mexmiliki
kewsjiban  untuk mendesain pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarskatnya. Keberhasilan pembangunan manusia suatu daerah ditentukan
oleh kualitas tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan manusia adalah modal penting dalam membangun dacrah,
sehingga mendorong pemmmah termasuk pemerintah daerah menaruh perbatian
pada belanja uptuk membilayal program dan  kegiatan vang berfwjuan
meningkatkan pembangunan manusia. Sébagaimana dikemukakan oleh Hoessein
(2001:5) bahwa otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan
‘pemerintahan vang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspi;asi ‘masyarakat. Dengan demikian deseniralisasi sebeparnya menjelmakan
otopomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan
pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang
bersanghkutan. Desenfralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daersh
diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada dasrah atau pemeriatah daersh.
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Dalam kerangka menjelmakan otomomi daerah di tingkat lokal,
pemerinlah Kota Bekasl membuat kebijakan vang komprehensif dalam
meningkatian kessjabteraan warganya, Salah satu kebfjakan yvang didesain untuk
kesejahteraan masyarakat Bekasi adalah dengan menyelenggarakan program
pendanaan kompetisi indeks pembangunan manusia (PPX 1PM). Program yang
sudah berjalan sejak tahun 2007 dimaksudkan untuk mensinergikan sumber daya
baik dana, tenaga, pemikiran, alat dan lainnya antara pemerintah, sektor swasta
dan masyarakat serta stakeholder lainnya puna memperoleh peningkatan kualitas
hidup masyarakat. _

Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK-~
IPM) adalah salah sain upays dari pemerintah Kota Bekast dalam meningkatkan

pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ?emcrimah.

Kota Bekasi menyusun program dan kegiatan yang menuxijukan tahapan
penanganan permasalahan sesual }eﬁis dan tingkatan masalah serta keldmpek

sasaran p«:nenma, yang diharapkan menghasitkan manfast dalam menurunkan

tingkat kemiskinan dan pcnganggumn Kota Bekasi.

Program PPK [PM di Kota Bekasi didesain univk pemerataan pendidikan,
kualitas pelayanan kesehatan seria kemampuan masyarakat dalam meningkatkan
daya beli sebagai roda penggerak perckonomian. Program yang dalam
;pcmmusannw melibatkan masyarskat ini memiliki posisi yang sangat strategis
dalam upaya untuk meningkatkan keseja&im masyarakat Kota Bekasi.

~ Sckalipun program terscbut dapat meningkatkan indeks pembangunan
manusia di Kota Bekasi, dalam implementasinya t&fdapat hambatan yeng
dibadapi oleh pelaksana, Berdesarkan wawancara awal ditemukan babwa,
implementasi program belum mencapai bastl yang maksimal. Program yang
didesain untuk peningkatan pendidikan, keschatan dan daya beli masyarakat
dalam tataran implemen{asiaéa sering mengalami hambatan antar instansi.
Hambatan program tersebut terjadi karena program PPK IPM merupakan dana
hibah yang dikelola oleh satwan teknis yang dalam  implementasinya
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membutuhkan koordinasi dan ketjasama yang baik dengan instansi terkait yang
mendukung akselerasi peningkatan Indeks Perabangunan Manusid,

Program yang mensinergiken antara pemerintoh dacrah, masyarakat dan
pihak pengusahz juga 'xivihadapi hambatan efektifitas, dimana harapan pencapaian
penyelesaian program f{ersebut tidak - sesvai dengan harus sesual jadwal,
Misalnya, kegiatan pengembangan usaha boneka mengalami bambatan karena
pendanaan (urun tidak sesuai jadwal schingga berakibat kwang maksimalnya
pencapaian implementasi program.

Dalam suatu kebijakan, salah satu fakiomya adalah implementasi
program. Keberhasilan implemientasi program dinilai melalui target yang sesuai
dengan harapan. Begitu juge sebaliknya, implemeniasi yang m&ngslami
bambatan berakibat pada tidak atau kurang maksimalnya kesuksesan sebuah
kebijukan, schingga antara keberhasilan implementasi program dengan hasil
akhir vang dicapai akan berbanding Jurus pada sistem kebijakan secara
keseluruhan, ‘ n :

Dari hambatan tersebut, peneliti fergerak untuk mengkaji lebih lagiut
faktor yang mendokung dan hambatan yang dibadapi dalam implementasi
Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IFM) di
Kota Bekasi, sehingga hasil kajian dapat dijadiken acuan dalam membuat
kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

1.2 Pemn}usan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemnikirin di atas, maka dapat diajukan beberapa
pertanyaad yang dijadikan sebagal fokus dalam penelitian ini adalah;
1. Bagaimana ngra;;q Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia
(PPK IPM) Tahun 2007 di Kota Bekasi? |
2. Faktor-fakior apa saja yang mendukung keberhasilan Program Pendansan
Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM} Tahun 20077
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3. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengimplementastan Program
Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) Tahun 2007
di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian
Dengan peramusan yang telah disebutkan di atas, maka tojuan penelitian
ind adalakh:
1. Ut;tuk mengetahul bagaimana proses Implementasi Program Pendansan

Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) Tzhun 2007 Di Kois
Bekasi a

2. Menganalisa faktor-fakior yang mendukung keberhasilan implementsst
Program Pendapnan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM)
Tahun 2007 di Kot Bekasi

3. Mengetahut hamtbatan yang dihadapi dalam pengimplementasian Program
Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK. IPM) Tabun 2007
di Kota Bekasi. :
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1.4 Signifikansi Penelitian
Hasil penelitian tentang Implementasi Program Pendanaan Kompetisi Indeks
Pembangunan Manusia (PPX IPM) Tahun 2607 Di Kota Bekasi:
a. Hasil penelittan dapat digunakan sebagai in put bagi pemérintak

x Kotamadysa Bekasi dalam perbatkan program.

b. Menambah kajian tentang pelayanan publik sehingga bermafaat bagi

akademist

1.5 Sistematika Laporan
Ragii penelitian fenfang Evaluasi Implementasi Program Pendanaan
Kompetisi indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) Tahun 2007 Di Kota
Bekasi dituangkan dalam bentuk tesis yang disusun secara sistematis dan logis.
Tesis ini terdirl dari 5 (lima) bab, Tiap bab terdiri dard subbab-subbab dengan
tincian sebagai berikut

Bab I

» PENDARULUAN yang berisi pendabuluan  yang mencakup latar
belakang, rumusan masalah, tujuan, dan signifikansi hasil penelitian.

Bab II : TINJAUAN LITERATUR. Pada bab ini disajikan berkaitan dengan teori

Bab HI:

yang berkaitan dengan penclitian, kerangka berfikic dan variabel-
variabel vang diteliti dalam fesis ini. Teori-teori yang dikaji dalam
penelitian ini antara lain  konsep-konsep tentang pembangunan,
pengertian kebijakan publik, teori implementasi kebijakan dan svaluasi
dalam kebijakan.

secara sistematis didalam melakukan penelitian. Penclitian tesis ini
dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep yang mencakup jenis
dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, feknik pengumpulan
data dan rencana analisis datn, operasionalisasi konsep, serte

penyusunan instromen pengumpulan data penelitian.
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Bab IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. Bab ini berisi gambaran

Bab V

umum obyek pengamatan yang berisi tentang gambaran kota Bekasi,
struktur organisasi pelaksana kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan
gambaran program PPK IPM di Kots Bekasi. Dan juga pada bab ini
dipaparkan. tentang hasil peneliion yang telah dioleh melalui
metodologi yang telah ditentukan antok kemudian ditampilkan sebagai
hasil dari penelitian vang dilakukan

: KESIMPULAN DAN SARAN. Bab peautup ini berds! jawaban atas
pertanysan penefitian yang selanjutaya dijadiken sebagai simpulan.
Sementara itu, saran merupakan jawaban nyata terhadap pemecahan
masalah atay perfanyaan-perfanyaan penelitian,
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BAB1I
TINJAUAN LITERATUR

2.1. Hakikat Pembangunan

' Pembangunan adalah karva terstruktur yang mempunyai implikasi luas
terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdir
atas serangkaian ektivitas vang direncapakan untuk memajukan kondisi
kehidupan manusia. Hal ini yang dimaksud oleh Abidin (2008:34), bahwa tujuan
pembangunan adalah mewujudkan masa dépan manusia yang lebih baik daripada
sebelumnya, dalam arti lebih sejahtera, lebih benmartabat, dan lehih mandiri.

Hakikat pembangunan delam landasen teologi difitikberatian kepada
sumber daya manusia itu sendiri yakni perubshan yang Iebih baik dad

sebelummya (walal akhiratu khairullaka minal wla, QS:93:4). Landasan tersebut
« menempatkar pembagunan dalam posisi yé.z‘ig dinamis, artinys pembangunan
tersebut tidak berada sebagal sesuatu yang tetap, tefapi berada dalam posisi yang
selalu berubah secara terus meonsrus {sustginable chonge).

Analogi ind menyiratken bahwa karya tersteuktur yang dilakukan melalui
pembangunan dalam berbagai bidang kehidupen selama ind, temyata telah
mengantarkan bangss Indonesta memasuki millenium ketiga dengan berbagai
konsekuensinga. Hingga saat ind, bangsa Indonesia masih tetap diliadapkan pada
permasaia&aii kenﬁskinéa, ketcrlantaré.a? keterbelakangan dan tindak kekerasan,
dan juga belum sepenubnys ferjangkau 6Ieh proses pembangunan kesejshteraan
sosial. '

Pembangunan merupakan svatu usaha atau prakarsa, baik masyarakat

maupun pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan
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budaya, Effendi mengemukakan (1991:36) pembangunan dapat diartikan sebagai
transformasi progresif terhadap struldur sosial, ekonomi dan politik untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kepentingan saat inf tanpa
mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenshi kepentingan
mercka, Orientast pembangunan  ini  memerlekan  dukungan  sejumlah
infrastrulctur, termasuk system administrasi yang selalu dinamis dan mampu
menyesuaikan diri dengan fungst dan lingkungan yang selaln berubah,

2.1.1  Paradigma Pembangunan Mangsia
Pada masa lalo E}ényak Negara - berkembang yang menputamakan
pembangunan ekonomi dan mempercayai teori “menetes ke bawah” atau
trickie down effect. Teori “menetes ke bawah™ mengasumsikan bahws
pe:iztzangmaa akan secara langsung berdampak pada peningkatan
kescjahteraan masyarakat dengan penysrapan  temaga keia (Sulistyastudi,

2007:164), |
Dalam proses pembangima.u, menurut Tiokroamidjojo (1988:135) terdapat

5 (lima) dimensi. Pertama, adalah kescjahteraan ekonomi, terutama indikator

pertumbuban ekonomi, karena lebih mudah dihitung (quanrifiable). Ukuran~
uvkuran seperti produksi nssionsl, laju perrumbuhan ckonomi, pendapatan
perkapita, keadilan sosial ekonomi, tingkat keterpaduan ekonomi, tingkat
harapan hidup, perluasan kescrmpatan béiajar dan lam-lain. Dimensi :‘:ed_'m,
transformasi sostal dari masyarskat tradisional ke arah masyarskat vang maju
{modern). Dalam irarzsfarmasi sosial ke arsh modermisasi ini fidak hanya
dmiwz dengan perk::mbangsﬂ Hm ange’iahuan dan teknologi, tetapz juga
building concept). Disini dapa_t dilihat dari arsh perkembangan masyarakat
yang belum bersatu menuju masyarakat yang memmpunyai fujuan yang sama
yaitu pembanguan bangsa #eutuimya. Proses integrasi nasional dengan
- mengembangkan kepribadian, ideologi dan wawasan kebangsaan, termasuk
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integrasi, stabilitas dan partisipasi politik. Dimensi keempay, menempatkan
antara manusia dan lingkungannya, dalam proses pembangunan, Manusia
mengolab linglamgan dan sumber days alam yang terbatas untuk
pembangunan, Negare-negara baru  berkembang mengalami masalah
Yingkungan karena justru adanya kemiskinan dan keterbelakangan yang harps
ditanggulangi dengan pembangunan. Dimensi kelima, adalah manusia sebagai
pusat perhatian proses pembangunan. Proses pembangupan bertujuan agar
manusia lebih dapat melakukan pembangunan diri seutuhnya menuju
transformasi sosial vaitu pembangunan kualitas diri dan kualitas hidup dan
kehidupan. .

Upaya untuk mewujudkam pembangunan manusia seutuhnya (the grea:
society) tidak terletak pada “seberapa banyak® {quantity of life} akan tetapi
“seherapa baik” (quality of life) dan 6idak mempersoalkan kuaniitas barang
yang dimiliki ofeh masyarakat akan fetapi mengutamakan pada “kuatitas
hidup” manusia secama berkesinambungan (Tjokrowinoto, 2006: 27). Kualitas
hidup tersebut harus mencakup tiga komponen yaitu penopang hidup (fife-
sustenance), harga dirl (self-esicem), dan kebebasan (freedom).

Mahbub ul Haq, ckonom i}exkebﬁngsaan Pakistan membuat refleksi
mendalam tentang paradigma pembangunan Barat yang sangat materialistik,
yang seriz-merte diterapkan di négm»mgara berkembang. Paradigma
pembangunan barat vang materislisk itw mengukur pencapatan  hasil
pembangunan hanya dari aspek fisik semata, yang ézkuanhﬂkas: dalam
perhitungan matematik dan angka statistik. Hasil pembangunan adalah deretan
simbol-simbol numerikal dalam tabel dan grafik, yang melambangkan sukses
pencapaian dimensi fisik dan materi. Tak heran, bila paradigma ini cenderung
mengébaikm dimensi manusia schagal subyek utama pembangunan den
menegasikan harkal dan martabat kemanusinan yang paling hakiki. Haq
menuangkan hasil renungsnnya itu dalam buku terkenal berjudul, yang
. sekalipus menandai pergeseran paradigma pembangunan dar “national
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income accounting” ke “people-centered policy.” Haq (1995) mengﬁngl@pm
rumusan paradigma itu: ‘

“The hwman development puradigm is concerned both with bmldmg up
human vapabilities through investment in peaple and with using those human
capabilities  fully through an enabling framework for growth and
employment.” Paradigma pembangunan manusia sangat erat kaitannya dengan
pembangunan etos kerja manusia secara kesehwuhan batk  melaui
kemampuannya dalam berinvestasi terhadap masyarakat maupun melahly cara
%;crpxlur mereka vang memungkinkan unfuk pertumbuhan dan pekerjaan

manusia.

Secara konvensiconal, paradigma tersebut mengarah pada pernbangunan
daya manusia vang diartikan sebagai investasi hwman capital yang harus
dilakukan scjalan dengan investasi phvsical capital. Cakupan pembangunan
sumber daya manusia ini meliputi pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi,
penurunan fertilitas, dan pengembangan entrepxeneaﬁai' yang kesemuanya
bermuara pada peninékatan produktivitas manusia (Tjokrowinoto, 2007:24).

Paradigma ini mempunyai empat komponen esensial. Pertama,
kesetaraan yang merujuk pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber
daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara. Ini
mensyaratkan sejumlah hal yaitu: () distribusi aset-aget ckonomi produkfif
sééara 2dil; (if) distribusi pendaﬁatan melalui perbaikan kebijakan fiskai; (i)
menata kredit perbankan nntuk memberi kesempatan bagi kelompok kecil
dan m@:;engah dalam mengembangkan assha: (iv) menata sistem politk
demokratis guna menjamin hak dan kebebasan politik; (V) menata sistem
hukum guna menjamin tegakuaya keadilan.

Kedua, produktivitas yang merujuk pada usaho-nsaha sistematis yang
bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya ini mepsyaratkan investasi
\di bidang sumber daya manusia, infrastruktur, dan finansial guna mendukung
pertumbuhan ekonomi, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan
masyzrakat. Agar kapasitas produksi bisa msksimal, meka investast haros
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lebik difokuskan pada upayas peningkatan mutu SDM, yang ditandai oleh
peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta penguasaan teknologi. SDM
berkualitas miemainkan peranan sentral dalam proses pembangunan suatu
bangsa.

Ketiga, pemberdaysan yang merujuk pada setiap upaya membangun
kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan
kemampuan, sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi, dan oforitas
dalam melaksanakan pekerjaan dan menéatzsi permasalshan sosial. [alam
konteks ini, pembangunan ménem;zatkan manusia sebagai pusat segala
perhaﬁan yang beriujusn bukan saja meningkatkan pertwmbuhan dan
pendapatan, melainkan jupa memperluas piliban-pilihan publik ' (public
choices) schingga manusia mempunyid peluang mengembangkan segenap
potensi yang dimitiki.

Keempat, berkelanjutan yang memjuk pads strategi dalam mengelola dan
merawat modal pembangunan: fisik, manusia, finansial, dan lingkungan sgar
bisa dimanfaatkan guna mencapai tmjvan utama pembangunan: kesejahteraan
rakyat. Untuk itu, penyegaran, pembaruan, dan pelestarian  modal
pembangunan sangat penting dan perlu guna menjaga kesinambungan proses
pembangunan di masa depan

Dari paradigma fersebut, maka muncul istilah Indeks Perabangunan
Manusia (IPM) yang wmermpaksn indeks komposit yang digunakan untuk
meaguiair pencapaian rata-rata suatu mgamf@ilayah dalam tiga hal mendasar

" pembangunan manusia, yaitu: Jama hidup, yang divkur dengan aagka harapan '

hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekalah
dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke aiss; dan standar hidup
yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telsh disesuatkan menjadi
prioritas daya beli.

Dengan ukuran yang telah dité_fapkzm dan dijadikan - standar dalam
mengukur kemampuan Negara di bidang peningkatan pembangunan manusia,
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maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan pariisipatif yang berpibak
pada rakyat. Pembangunan yang berprinsip pads ukuran HDI menjadikan
kebijaken yang diciptakan barus merupakan kebijakan yang efekdif, efesien
tepat sasaran dan tentu saja menghasilkan kemajuan bagl pembangunan
sumber daya masyarakat,

Dalam hal ini lah, Tjokrowinoto menyatakan (2007:79) administrasi
kebijakan publik atau administrasi Negara memiliki peran yang signifikan,
Peran kebijakan publik menciptakan delivery mechanism yang bukan hanya
dapat menjangkau rakyat sebanyak mungkin melsinkan juga, mempunyai
kualitas pelayanan yang eukup baik f)ai;am hal ini tentu kualitas cakupénnya
meliputi bidang kesehatan, pendidikan, nutrisi, Hngkunpen dan sebagsinya,
Peran kebijakan publik dalam pembangunan kualitss manusia non-fisik dapat
digeneralisir untuk menciptakan milliney yang memungkinkan berfungsinya
reward - and punishment .éysfem vang dapat mombentuk ‘jz@_zti dif yang
berkualitas, karena jati diri terbentuk melalui proses sosialisasi dan interaksi,

2.2, Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu 'bentuk rencana dan sebagai keputusan
untik masa Yang akan datang. Kebijakan dibuat untuk menjadi landasaq suatu
organisasi dalam mencapai tujuannya. Tentunya definisi kebijakan menjadi
lamdasen awal untuk dapat mengetahui lebih javh konsep tentang kebijakan
publik. j '

Uintuk memahari secars mendalam pengertian dari kebijakan publik, perlu
diveaikan terlebih dahulu beberapa pengertian dan pandangan dart berbagai pakar
ilmu kebijekan mengenai terminclogi ini. Menurut Kamus Besar Bahosa
Indonesia, kebijakar dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi
garis den dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara
bertindak. ' '
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Menurut Anderson (1974:4) kebijekan merupakan arah tindakan yang
mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh scorang aktor atau sejumlah akior
dalam mengatasi suatu masalah atay suatu persoalan. Konsep kebijakan ini
diangga;}. fetap kerena memusatkan perhatian pada apa vang sebenarnya
dilakukan dan buken pada apa yang diusulkan stau dimaksudkan, Selain itu,
konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan
di antara berbagai alternatif yang ada. )

Mustopadidjaja (1992: 16} menjclaskan bahwa istilah kebijakan lazim
digunakan dalam kaitannys dengan (indakan dan kegiatan pemerintah serta
perilaku negara pada vmumnya. Kebijakan'bersehut biasanya dituangkan dalam
bentuk peraturan. ' |

Parsons mengutip pendapat Hogwood dan Gurm (2005:15) menyebutkan
10 penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu: (a) sebagai
Iabel untuk sebuah bidang aktivitas, (b) sebagai ekspresi tujnan umum atag
aktivitas pegara yang diharapkan, (¢} sebagai proposal spesifik, {d) sebagai
keputusan pemerintah, {e) sebagai otorisasi formal, (f) sebagai sebuah program,
() sebagai output, (h} sebapai hasil {outcome), (i} sebagai teosrd atau madel, 4}
sebagal sebuah proses. :

Merujuk definisi kebijakan yang diberikan oleh Anderson, kousep
kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi. Pertama, titik
perhatian dalam membicarzkan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau
tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas

dalam sistem politik modern bukan sesuatn yang terjadi begite saja, melainkan

direncanekan oleh aktor-akior yang ferlibat di dalam sistem politik. Kedua,
kebijaka;'x merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-
pejabat pemerintzh dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri,
Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk imenetapkan undang-
andang mengenal suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan begerta dengan
pelaksanaannys. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya difakukan oleh
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pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan
publik mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah  yang jelas untuk
mempengarihi svatu masalah tertentu.

Kebijakan publik ‘dalam kepustaksan internasional disebut sehagal public
policy, Istilah kebijakan secara luss dipergunakan dalam kaitanoya dengan
kegiatan-kegiatan pemerintzh sebagai pedoman bertindak serta perilaku negara
pada umumnya. Jetnodiprodjo (1988: 8) berpendapat bahwa kebijakan edalah
ketetapan ataupun ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi
yang berwenang, yang berfunpsi sebagai pedoman, pegangan, petunjuk, dan
bimbingan untuk mewujudkan suate kesepshaman dan kecocokan tentang
tindakan, langkah-langkah, dan cara-cara f.fang harus ditempuh serta sumber-
sumber dan waktu yang harus dipergunakan dalam rangka melaksanaken
rangkaian kegiatao dari sekelompok manusia yang temrganisasi sehingga terjadi
dan ferpelthara dinamika dan gerak langkah yang terpadu, searah dan seirama
bagi tercapainya tijuan dan sasaran yang sudsh ditetapkan,

‘Dwidjowijoto {2003:4) secara sederhana merumuskan definisi kebijakan
publik sebagai segala sesuatu yang diketjakan dan yaug tidsk dikerjakan oleh
pemerintah, Definisi yang diberikan ini mengutip pendapat Thomas Dye
(1976:1} “anpthing a goveramenmt chooses {0 do or noi fo do”. Hal inl
menunjukkan babwa Dye lebih cenderung mengatakan babwa proses pembuatan
kebijakan publik merupzkan pilihae (Howlelt and Ramesh, 1955:5). Dye
menegaskan babwa ada dua hal yang menggaris bawahi sebush kebijakan publik.
Pertama yang membuat kebijakan adalah pemerintah. Kedua kebijakan publik
merupakan sebuah pilihan yang fundamentai dari bagian pemerintah untuk
bertindak atau tidak berbuat. |

Paparan di atas menjelaskan pendifinisian kebijakan publik dari kerangka
managerial. Dimang kebijakan publik selanjutoyz masuk ke dalam wilayah
adiministrasi yang tentunya mengukar efesiensi, efektifitas dan ckonomi,
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- Amir Santoso (1993: 4-5), membandingkan berbagai definisi mengenai
Public Policy yang telah dikemukakan oleh para -ahli dengan memberikan
kesimpulan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat

dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Perfama pendapat ehli vang menyamakan

kebijakan publik dengan tindakan-tindekan pemerintah. Para shli delam
kelompok ini, mempunyai kecenderungan bahwa semua tindakan pemerintah
dapat disebut sebagai kebijakan publik., Sedangkan pandangan yang kedua
menurut Amir santoso adalah cenderung kepada implementasi dari kebijakan.
Para ahli dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka memandang
kebijakan pubiik sebagal keputusan-keputusan pemerintah mempunyal Riuan
dan maksud-maksud tertentu, dan mereka memandang kebijakan publik schagai
memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan,

| Ada tiga hal penting dalam pemahaman kebijakan publik menurut
Dwidjowijoto '(2003:4)_; kebijakan publik ferbagi atas perumusan kebijakan,
implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Setiap hal di dunia pasti ada
tujuannya, Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu
untuk mengatur kehidupan baz*san;za, seperfi mencapal fujuan misi dan vis
borsams yang telah disepakati, Lebih lanjut Dwidjowiioto (2003: 63)
berpendapat, keix;akaa publik m&mxi;ici dua jenis karakter, y‘a;tiz

1. Keglﬂatzf versus dersgulatf ataw regtriktif versus nan—resmktxf
2. Alokasi versus distributiffredistributif.

Kebijakan jenis pertama adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang
dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Scbagian
besar kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang regulatifirestruktif dan
deregulatifinon restrukif. Kebijakan ini biasanya berupa kebijakan-kebijaken
alokatif dan distributif, Kebijakan ini biésaﬁy& berupa kebijakan-kebijakan yang
berkenm dengan anggaran atau kevangan publik;

Lain halnya dengan Anderson (1969 4-5) memberikan konsep kebxjakan

publik dengan beberapa implikesi, yaitu, Pertama, lcebljakan publik dapat _
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dititikberatkan kepada maksud dan tujuan secara serampangan. Kedua, kebijakan
merupakan ersh atau pola tindakan yamg dilakukan oleh pejabat-pejabat
pemerintah dap bukar merupakan keputusan-keputusan vang tersendiri. Kefiga
kebijakan adalah apa. yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintzh dalam
mengafur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan
rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemeérintah. Keempat, kebijakan
publik mungkin dalam betuknya bersifat positif atau negatif, secara positif,
kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk
mempengaruhi suatu masalal tettents. Secara negatif, keﬁijakm - mungkin
mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintéh, tetapi tidak untuk
mengambil tindakan dan tidek untuk melakukan sesuatu mengenai suatu
persoalan yang memeriukan keterlibatan pemerintah.

Dari berbagai macam definisi tentang kebijakan publik, Dwidjowijoto
{2006:23) membuat mamusan pcmahax_nan 2eéztang kebjakan publik. Pe%tama,
kebiiakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara, ata;iz
administrator publik. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan
dan yang tidak dikerjakan olch pemerintah. Kedua, kebijakan publik adaleh
kebijakan vang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan
kehidupan orang scorang atau golongan. Kefiga, dikatekan sebagai kebijakan
publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguns langsung
dari produk yang dihasilkan janh lebih banysk atau lebih besar dari pengguna
langsungnya. | - |

Kebijakan publik merupakan respon terhadap masalab vang dihadapi ofeh
publik. Masalah publik mempakan faktor kunci dalam pembuatan sebuzh
kebijakan. Masalah publik harus dapat ditejemahkan menjadi permasalahan

kebijaken, Permasalahan kebijakan adalah  konstruksi pikiran yang

dikonseptualisasikan dan keadaan spesifik masalah dengan model kebijakan
berdasarkan hirarki dalam pengambilan kepuotusan, yvaitw figa tiogkatan yang
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berkaitan dengan proses penyusunan kﬁbiiakan; Policy level, organizational
level, dan operational level (Bromley,1989:34).

Ada beberapa sktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang
dikelormpakkan dalam dus kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok
resmi yang termasuk dalam struktur birokrasi vaitu; Badan pemerintahan (agen-
agen pemc;intah), Presiden selaku lembaga ekskekutif, Mahkamah Agung selaku

lembaga yudikatif dan DPR selaly lembaga legislatif. Kedua, kelompok tidak

resmi- yang ‘termasuk didalamnya adalah kelompok-kelompok kepentingan
seperti LSM atau NGO, partai politik dan warga negara secars individy,

2.2.1. Proses dan Tahapan Kebijakan Publik

Dalam membahas proses terbentuknya kebijakan publik, Younis (1990: 3)
memabagi kebijakan publik dalam 3 tahapan: tabap formasi dan design kebijaken,
implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijaken, Sedangkan Gortner (1984:30-
40) menjelaskan, terdapat lima tahap dalam proses terjadinya kebijakan publik:
(1) identifikasi masalah, (2) formulasi, (3) legitimasi, {4) aplikast dan (5)
evaluasi. Bedangkan Starling (1979:13) secara lebih rinci menjelaskan lima
proses tegjadinya kebijakan publik: 1) IHdentificetions of needs yaitu
mengidentifikasi kebutuhan masyargkat dalam pembangunan dengan mengikuti
beberapa criferia antara lain: menganalisa dala, sample, data statistik, model-
model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik peramalan 2) formulasi usulan
kebijakan yang mencakup faldor-faktor strategls, alteratif yang bersifat umum,
kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkunpan 3) adopsi vang x:z_t:ncaiéap
" analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan teknik-teknik
pengaz_:xggaran 4) pelaksansan program yapg mencakup arganisasinya;, model
penjadualan, penjabaran keputusan, dan scenario pelaksanaan 5 evaluasi, yang
mencakap penggunaan metode eksperimental, sistem informasi, audit dan
evaluasi mendadak atan sidak. ‘
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Dari segi struktur, Abidin (2002 : 44-45) mengemukekan terdapat lima
ungur kebijakan. Pertama, tujuan kebijakan. Suatu kebijakan akan dibuat karena
ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidek perlu ada kebijakan,

Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan. Tujuan '

vang baik sekurang-kurengnya memenuhi empat kriteda: diinginkan untuk
dicapai, rasional atau realistis (rafiondl or realistic), jelas {(clear), dan
berorientasi ke depan (Adure oriented).

Kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam
kebijakan. Kesalahan dalam menentukan mesalash secara tepat dapat
menimb}x[kazi kegagalan total dalam seturuh proses kebijakan, Tidak ada artinya
suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan svatu masalah kebijakan
kalau pemecahannya dilakukan bagi masalah yang tidak benar,

Ketiga, tuntutan. Tuntutan masysrakat mupcul karena salah safu dari dua
sehab. Pertama, karena terabaikannya kepentingan suatu goiangm dalam proses
perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintal dirasakan
tidak memenuhi atau merugikan kepcnﬁngm mereka. Kedua, karena munculnya
kebutuhan baru setelah swatu tujuan fercapai atau suatu masalah terpecahkan.
Keempat, dampak atau outcome. Dampak merupakan fujvan lanjutan yang
timbul sebagai pesgarub dari tercapainya suatu tujuan.

Model proses kebijskan yang dikonsepsikan atsu dzmmaskaa SECaTA
sederhana. Konsep ini adalah hasil “ramuan” para flmuwan untuk mempermudah
analisis terhadap problem-problem sosial. Masalah-masalah ita difdentifikasi
kemudian dicari jalan pemecaban sehingga memberikan “falan keluar", meski
tidak menyelesaikan semua parsoalan,

Cagasan mengexzax model proses kcbgakaﬁ yang bertabap perfama kall

dikemukakan oleh Lasswell. Upaya ini merupakan ussha untuk membuat suatu
konsepsi preskriptif multidisiplin dan iimu pengetahuan kebijakan, Menurut
" Lasswell, suatu model proses kebijakan terdid dari tujub tingkat: keterangan
fakta-fakia  (intelligence), promosi  (promotion),  ketentuan-ketentuan
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{prescription), menyampaikan pokok-pokok masalah (imvecation), penerapan
{application), aklir pencapaian (fersrnation), dan penilaian (gppraisal) atau
evaluasi,

Tokoh-tokoh seperti Brewer dan deleon (1983), May dan Wiiéayslcy
(1978), Anderson (1975), dan Jenskin (1978) adalah orang-orang yang
mengadopsi konsep-konsep, Seiring denpan perkembangan flmu pengetahuan,
kini tingkatan-tingkatan dalam proses kebijakan dirumuskan dalam beberapa
kategori, yaitw: agenda scting, policy formmulation, pengambilan keputusan,
{decision making), penerapan (implementation), dan evaluasi (evaluation).

Secara wmum dan kini bazz};ak digunakan oleh para ilmuwas, tahapan-
tahapan pembuatan kebijakan itu melalui beberapa tahap berikut: Pertama,
agenda sefting, Tahapan ini adalah tahep pengenalan atau pemilihan isu.
Pengenalan masalah itu bisa karena tuntutan masyarakat atau pemerintah sendini
yang membuat masalsh, Magalah-masalah it kemudien dirinci dan diidentifikasi
sehingga akan tampak “int! masalahnya”,

Kedua, formulasi kebijakan dan pembuatan keputusan. Setelah ada masalah
yang jelas, maka usulan atau tuntufan it ditransformnasikan ke dalam prgram
pemerintah. Dalam tahap formulasi dan adopsi kebijaken, masalsh harus
didefinisikan secarn objektif, sehingpa jelas apa yang hendak dicapai oleh suatu
kebijakan dan slternatif apa yang bisa dipertimbangkan? Dalam formulasi
terdapat sintesa alternatif-alternatif pemecaban masalah, Hal ini merupakan
aktivitas konseptual dan teorils. Dalam konteks ini, pertanysen pokokny
berkaitan dengan sifat masalah dan tidak pada pemilihan arah findakan yang
dapat memberi sumbangan pada pemecahan masalah. Hal yang harus

dipertimbangkan adalah: dapatkan kita mengidentifikasi tujuan secara benar dan

spakah kita memecahkan masalah yang dirumuskan secara salah?.

Ketiga, penerapan kei:;ijakan. Pencrapan berati pelaksanaan kebijakan
dalam memecahkan masalzh yang dibadapi. Pada tahap ini, selain pelaksanaan,
juga harus ada pengendalian arsh tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil
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kebijakan. Penerapan pada dasamya merupakan aktivitas praktis, yang berbeda
dari formulasi kebijakan yang bersifat teoritis. Hal-hal yang harus diperhatican
adalah (a) spesifikasi program secara detil, menyangkut siapa pelaksanannya dan
bapaimanan menginferpretasikan program tersebut, {(b) alokast sumberdaya,
meliputi bagaimana mendistribusikan biaya dan siapa yang melaksanakan
program, dan {e} organsasi atau unit mana yang mendapat perintzh untuk
melaksanakan program ifu, '

Keempat, evaluasi dan terminasi, Penentvan kebijaken diandaikan dapat
memberi masukan {erhadap pemecahan masalah. Bvaluasi merupakan salah satu
cara untek menilai keberhasilan atau dampak dari susta kebijakan, Misalnya,
apakah kebijakan itu tepat sasaran atau masalah bara apa yang timbul kemudian,

Pada dasamya, siklus kebijakan berarli proses yang terus menerus skan
berlangsung tanpa ujung. Suatu kebijjakan ditempuh akan menimbulkan masalah
baru, Jika masalah baru itu &:pccabkam maka akan timbul masalah baru lagi.
Begitu seferusnya.

2.3. Implemeniasi Kebijakan .

Salah satu tahap dalam kebijaken adalah implementasi kebijakan (policy
Implementation) yang merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telsh
diputuskan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi  tertentu  dengan

memaksimalkan segala sumber daya yang ada. Dalem implementast kebijakan

agktor, organisasi, prosedur dag teknik dipaked secara bersama dan simultan untuk
menjalankan kebijakan agar dampak dan tujuan keblakan dapat éipemleh.v Suatu
kebijakan harus diimplementasikan agar mempunysi dampak atay fujuan yang
diinginkan.

Implementasi kebijakan, menurut ‘Lestez'. and Stewart (2000:104-105)},
dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan
segera setelsh penetapan peraturan stan perundang-undangan. Implementasi
dipandang secara lmas mempunyal makna pelaksansan undang-undang dimana
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berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk
menjalanian. kebijakan dalam upaya meraih tujusn kebijzkan atau program.
Implementasi pada sisi’ yang lain merupskan fenomena yang kompleks yang
mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu kelvaran {ouiput) mavpun
sebagal suaul darapak {outcome).

Suatu pmgr&m kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika
program fersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program
kebijakan yang telah diambil sebagai altematif pemecshan masalah harus
ditmplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi yang
mcmnﬁiiisasi surnbérdaya manusia den finansial,

Implementasi berkensan dengan kegiatan yang disrabkan untuk realisasi
kebijakan, dalam hal ini administator mengatur cara untuk mengorganisir,
intepretasi, dan menerapkan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupaken tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Hal ini karena suate program perlu difmplementasikan uatuk
mengetahui dampak dan tujuan yang diinginkan.

Edwards 111 {1980:1) menjelaskan implementasi kebijakan adalah tahap
pembuatan  kebljaken anlara pembentuken kebijaken dan  konsekuensi-

konsekuensi. kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suvatu
kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan
sasaran kebijakan, kebijakan itu mungkin skan mengalami kegagalan walaupun
kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sebaliknya, sustu kebifakan
yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut
kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar scbuah kebijakan
dapat inencapai tujuannya. Menunt Dwidjowijoto (2003:158) bahwa untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada,
vaitu jangsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau
-elalui formulasi kebijakan derivat atan turunan dar kebijakan tersebut,
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Implementasi kebijakan (policy implementation) pada dasarnya merupakan
kegiatan prakiis, vang dibedakan dari formulasi kebijakan, yang pada dasamya
bersifat teoritis. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengen{iaiiaﬁ
arsh tindakan kebijakan sampai fercapainya hasil kebijakan itu sendiri
(Dunn,2003:80). Dengan kata lsin, implementasi kebijakan merupakan tatanan
praktis dari sebuah kebijakan. Setidaknya terdapat lima bagian yang dapat
diajukan untuk dinilai atau dievaluasi dalam kaitannys dengan pelaksanaan suatu
kebijakan publik, yaitu oufput kebijakan atau keputusan dari badan pelaksans,
dampak nyata keputusan dari badan pelaksana, dan evaluasi kebijakan atau
peraturan perundang-undangan yang biasanya bersifat politis, baitk wntuk
perbaikan ataupun penyempumaan pelaksanaan kebijakan (Weahab,1990:80).

Van Mater dan van Hom (1975:447) menguraiken batasan implementast
sebagai berikuts .

“Policy implementation encompasses those actions by public and private
individuals (groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in
prior policy decisions. This include both one time ¢fforts to transform decision
into operat;;orzal ferms, as well as continuing efforts fo achieve the large and

sindll chonges maudaied by policy decisions”

Lebih sederbananya bahwa implementasi kebijakan mienekankan pada suatu
tindakan, baik yang dilakukan olch pihak pemerintah maupun manpun individu
vang dititikberatkan untuk mencapal tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam

-suatu keputusan ka%;ijakaﬁ sebelumya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini,
berugsaba  mentransformasikan kﬁpufusamkepumsm menjadi _ pola-pola
operasional serta melanjutkan usaha-usaba tersebut untuk mencapai perubahan,
baik besar maupun kecil yang telah diamanatkan oleh keputusan—kcputﬁsan
kebijakan torsebut. |
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Sedangkan Meazmanian dan Sabatier (1983:4) menjelaskan  makna
implementasi dengan mengatakan bahwa:
"To understand what actually happens after a program is enacted or formulated
is the subject of policy implementation. Those events and activities that vccur
after the issuing of authoritative public policy directives, which include both the
effort 1o administer and the substantive impacts on people and events™

Halkdkat utama implementasi kebijakan adalah memabami apa yang
seharusnya terjadi sesudab svatu program dinyataken atau  dirumuskan,

Pemshaman tadi mencakup usaha-usahauntuk mepgadministrasikannya dan untuk -

menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat dan kejadian-kejadian.
Dengan bertumpu pada peadapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
implerentasi adalah suvatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang
termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisastonal yang dilakukan oleh
pemerintali maupun swasta. Proses tersebut dilakokan untuk mencapai mjuazi
yang ftelah ditetapkan sebelurmnya oleh pembuat kebijakan. Sementaza itu,
pelaksanaan kebijakan merupaken svatu proses usaha untuk mewujudkan suatu
kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Pelaksansan
‘kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (outputs), dampak
(impacts), yang dapat dintkmati oleh i(e}ompok sasaran. -
Akiivitas unpimemzsz kebijakan yang dapat diterapkan secara praksis menurut
Jones dalam Gaffar (1997) dapat dibagi menjadi tiga mavam yaitw
L. Qrganisaiion; The establishment or rearrangement of resotrees, units, and
methods for putting a pg!icy into effect. \
2. Interpretation; sze translation of language (aﬁer} containad in a statule) into
acceptable and feasible plans and directives .
3. Application; The routine provision of service, payments, or other agree upon
ohjectives or instruments.
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2.4. Model Implementasi Kebijakan Publik

Studi implementasi Kebijakan adalah salah satu tahap kebijeken publik,
antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuvensi kebijakan bagi
masyarakat yang dipengarubinya. Jika suatu kebijakan tidak dapat snengurangi
masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan mungkia ekan
mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat
baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik,
mungkin juga akean mensmukan kegagalan jika kebijakan tersebut kurang
diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

[mplementasi kebijakan yazig efektif dipengaruhi oleh empat faktor yaug
bekerja secara simultan dan berinteraksi safu sama lain untuk mendukung atau

menghambat implementasi kebijakan (Edmzds 1ML, 1980:9 -10). dimana keempat
faktor tersebut tidak dapat dipisabken satu sama lain, karena zizm;}akm sebuah
kesatudn vang utuh. Keempat faktor itu adalah : :

24,1,  Komunikasi

Hal terpenting bagi efektifitas implementasi kebijakan adalah bahwa
pelaksana kebijakan mengetahui apa yang hams dilakukan. Sebelum
dilaksanzkan, keputusan-keputusan kebifakan dan perintab-perinteh hares
diteruskan kepada personel yang tepat, Oleh karema itu, komunikesi yang
digunaken harus akurat dan harus ciimeagerﬁ dengan cermat oleh para pelaksana.

Perlu adanya f;ctunjuk pelaksanaan yang jelas apgar suat kebijakan dapat -

dipahami schingga untuk selanjutnya kebijakan itu dapat diimplementasikan
sebagaimana mestinya. D1 samping itu, para pelaksana skan leluasa menerapkan
pandangan-pandangan mereka sendiri  pada implementast kebijakan walaupun
pandangan itu mungkio berbeda dengan pandangan lain yang menjadi acuan
{Bdward III, 1980)
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Ada tiga faktor yang mempengaruhi proses komunikasi kebijakan, yaitu:

a. Penyaluran komunikasi

Sebelum suatu keputusan diimplementasikan, harus disadari i:ahwa
keputusan telah dibuat, juge telah dikeluarkan perintah untuk melaksanaken
keputusan itu. Akan tetapi, sering terjadi bahwa keputusén itu tidak
diindahkan atau ada kesalabpahaman terhadap kepultisan yang felah
dikeluarkan. Kegagalan implementasi kebiiakan dapat disebabkan karena
adanys penyimipangen-penyvimpangan {ransmisi atau penyaluran dalam
mengkomunikasikan keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan,
Semakin cenmat keputusan dan perintah pelaksansan itu diterusken kapada
para pelaksang, semakin tinggi kemungkinan keputusan dan perintah
pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan,

Winanmo (2008:176) mengungkapknn Ada beberapa hambatan sering
terjadi dalam mentransmisikan  perintah-perintah implementast katena
setidakiiya ada tiga “hal. Pertersa, adanya ‘perentangan pendapat antara
pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Jika
para pelaksana menyetajui suatu kebijakan, mereka cenderung meneruskan
komz;;ﬁkasi tentang kebijakan dengan cermatl, Jika sabai;‘}mya, mereka
cenderung menggunakan keleluassan mereka uptuk mengabaikan atag
menghambat keputusan dan perintab pelaksaan kebijakan. Kedua, perintah
'yang diberikan melalui hirarki birokmasi yang berlapis-lapis. Semakin banyak
lapisan birokrasi yaog barus dilewati oleh para pelaksans, semakin besar
kemungkinan perintah fersebut disbaikan dan dihambat atan mengalami
sebuah distorsi yang berujung kepada perbedsan tafsir terhadap sebuk
perintah. Ketiga, adanya persepsi- yang selektif dan keterbatasan pa:it
pelaksana dalam menerima perintah atan memshami persyaratan suaty
kebijakan.
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b. Kejelasan
Suatu kebijakan dapat diimplerentasikan sesuai dengan yang diharapkan, B}
apabila petunjuk pelaksansan telah diterima oleh para pelaksana kebijaken
dan harus dikemunikasiksn dengan jelas. Jika pesan komunikasi dalam rangka
implementasi kebijakan tidak disaopaikan dengan jelas, akan berakibatkan
kesalahan interpretasi babkan mungkin bertentangan denpan maksud pesan
awal. Hal ini jelas merugikan tujuan uwmum suate kebijakan, Sebab, -
ketidakjelasan atau kekaburan dapat mengakibatkan perubshan kebijakap
vang tidak diharapkan karena kefidakjelasan it dieksploitesi untuk
kepentingan-kepentingan pihak tertentu, baik sektor publik maupun swasta,
Untuk mengantisipasi salah interpretasi pesan komunikasi,baik keputusan dan
perintah pelaksanean kebijakan harus dilengkapi dengan persyaratan-
persyaratan yang jelas univk mendapatkan keuntungan, menghﬂaﬁgkan
piiihaﬁ-pilim _mcrcncanﬁmn prosedur denpan hati-bati, dan’ laporan S
tindakan secara rinci. '
Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijekan yang ditransmisikan
kepada pelaksana, target grup, dan pihak fsin yang berkepentingan lanpsung
maupun tidk langsung terbadap kebijakan dapat diterima dengan jelas
sehingga di antara mereka mengetaini apa yang menjadi maksud, tujuan, dan
susaran serta subtansi dari kebijakun tersebut (Widodo, 2008:97).
Terdapat enam fakior yang dapat mempengaruhi ketidakjelasan
komumikasi kebijakan, yaitu, kompleksitas kebijakan publik, keinginan untulk
tidak menganggn kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus
mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masaleh-masalsh dalam memulai suatu
kebijakzin bar, ménghiadari pertanggungjewaban  kebijakan, da; sifat
pebuatan kebijakan pengadilan (Bdward, 1980:26). V
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¢. Konsistensi

Efektifitas  implementagi  kebijakan juga wmemerlukan perintah
pelaksanaan yang Kkonsisten dan jelas. Jika tidak, skan mendorong para
pelaksana mengaznbil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan
mengimplementasikan kebijakan. Akibatnya, kebijakan diimplementasikan
tidak efektif karena tindakan-tindakan yang sangat longgar kemungkinan
besar tidak dapat digunakan untuk mencapai tajuan-tujuan kebijakan.

Edward mengemukakan (1980:46) Konsistensi kebijakan public juga
dipengarubi oleh kompleksitas kebijakan dan tujuan yang sering kali
bertentangan  antara  satu  kebijakan dengan  kebijskan  lainnya
Ketidakkonsistenan kebijakan public ini biasa dipepgarchi oleh dorongan-
dorongan pihak yang ingin diunfungkan oleh implementasi kebijakan public
tersebut. Karenanya semakin besar kemungkinan pembust kebijakan
dipenganuhi oleh kepentingan-kepentingan lain, semakin besar kemungkinan
kebijakan tersebut menjadi tidak konsisten.

24.2. Sumber Paya
Bila perintah-perintah implementasi telah diramuskan secara cermat, jelas
dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang
diperlukan untuk melaksanukan kebijakan-kebijakan, maks implementast inipun
cenderung tidak efektif. Dengan demikian efektifitas implementasi kebijakan juga
ditentukan oleh sumber-sumber atau resouwrces. Tanpa sumber daya, kebijakan-
kebijakan vang telah dirtmuskan reungkin hanya akan menjadi rencana saja dan
tidak pernah direalisasikan, Sumber days penfing yang mempengaruhi
implementasi yaag efektif antara lain;
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya tnanusia handal yang memiliki kompetensi yang baik,
sangat penting bagl implementasi kebijskan. Kualitas personel ini lebih
berdampak positif bagi efektifitas implementasi kebijakan daripada
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kuantitasnya. Kelambanan dan tidak efesiennya pelayanan publik banyak
disebabkan oleh kurangnys kualitas sumber daya manusia (SDM) dan
rendahnya motivasi personel, bukan oleh kurangnya kuantites SDM.

. Sumber Days Informasi dan Kewenangan .
Berkenaan dengan implementasi kebijakan, informasi terdiri dari dua
fenis, Perfoma, informasi mengenal pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu
petunjuk pelaksanaan kebijakan. Para pelaksans harus mengetabui apa yang
dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Petunjuk ini harus
dikomunikasikan sesuai demgan faktor-faktor komumikasi agar kebijakan
dapat diimplementasikan secara efektif. Keduq, informasi yang mempa.itaﬁ
data {entang ketaatan personel lain terhadap pcmnnﬁnwperammn pemeriatah.
Pelaksana-pelaksana harus mengetahui ketaatan orang lain yang terlibat dalam
implementasi kebijekan terhadap peraturan perundang-uodangan(Winamo,
2008:183-184). - | :
. Sumber lain yang penting dalem pelaksanasn adalah wewenang.
Wewenang ini kan berbeda-beda dari satu program ke propram lain serta
mempunyai baziyak bentuk yang berbeda,
Lindblom (Winamno, 2008:187) menyatakan babwa  cisi-oiri

keWenangézz, yaitu, (1} kewenangan selalu bersifat kbusus; (Z2) kewenangan, -

baik sukarela manpun paksaan, merupaken konsesi dard mereka yang bersedia
tunduk; (3) kewenanpan itu rapuh: dan {(4) kewenangan diakui karena
berbagai sebab. Antara satu program dengan program lainnya, antara satu
institusi dengan institusi lainnya memiliki wewenang yang berbeda.
Penggunaan wewenang sccara efekiif sangat penting dalam implementasi
kebijakan. '
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¢. Sumber Daya Anggaran

Dalam implementasi kebijakan, posisi anggaran merupakan gafah satu
sumber daya yang mempengatuhi  kualitas  kebijakan  dalam
pengimplementasiannya. Bahkan datam banyak kasus, sebuah kebijakan tidak
dapat diimplementasikan dengan baik karena anggaran yang tersedia tidak
sesuai dengsn kebutuhan, Edwand I {(1980:82) mengungkapkan bahwa
“budgetary limitations, and citizens opposifion limit the acquisition of
adeguate facilities. This is turn Iimit the quality of the services that

implementors can be provide to the public®.

4. Sumber Daya Peralatan
Fasilitas bisa pula merupakan sumbersumber penting dalam
implementasi, Fasilitas-fasilitas diperluken untuk menejernahkan usul-usul di
atas kertas ke dalam pelaksanaan kebijakan publik dalam rangka pelayanan
publik, Sumber daye peralatan merupakan ssrapa yang digunakan untok
operasionalisasi implementasi suatu kebijekan yang meliputi saranas yang

-seymuanya  akan  memudshkan dalam  memberikan pelayanan dalam

implementasi kebiiakan (Edward 11, 1980:11).

2.4.3. Sikap Pelaksana Kebijakan

Faktor ketiga ini mempunyai konsckuensi penting bagi efektifitas
implementasi kebijakan. Ada kebijakan yang diiaksanakan secara efektif karens
didukung oleh pelaksana-pelaksana kebijakan. Sebaliknya, ada fuga kebijakan
yang tidak mendapat é&Mgﬂn dari para pelaksans is:gzena mereks tidak
menyehijui kebijakan itu. Ketidaksetujnan itv mungkin disebabkan oleh adanya
peitentangan antara kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan pandsngen-
pandangan pelaksana kebijaken atau kepentingan-kepentingan pribadi atsu
organisasi para pelsksans. Dampaknya, para pelaksana akan menghambat
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implementasi dengan menggunakan kelelvasaan atav menggunakan cara-cara
halus.

Jike dibandingkan dengan pelaksana kebijekan di sektor swasta atau non
perperintah, Bdward menjelaskan (Winamo 2008:195-196) bahwa pelaksana
kebijakan dari kalangan pejabat dalam birokrasi pemerintah dapat dengan mudah
mengetahni kecenderungan-kecendernngan atau tingkah faku }:eiaksana terhadap
implementasi kebijakan, Hal disebabkan antara lain oleh:

a. Personel pada birokrasi pemerintah lebih bersifat homogen, Tingkah laku ini

mernpakan akibat dari model relomimen staf baru. Pernerintah lebih suka

memilib personel yang mempunyai pikiran yang sama schingga mercka akan
mendukung  kebijakan, Atau, orang yang terfarik untuk beka:fa pada
pemeriniah adalzh merekd yang mungkin mendukuong kebijakan pemerintah.

b, 'Berkembéagnya pandangan parokial (paodanpgen yang sempit) & badan
pemerintah. Parokialisme di baden pemerintab ini didukung antara lain oleh
faktor-faktor: (1) mobilitas tinggi dari para pejabat keputusan tingkat tinggi
dan (2) adanya pengaruh-pengaruh dari luar. : ‘

c. Adanya insentif dan sanksi yang ada gkan memberikan masukan zersendiﬁ
untuk perilaku yang terencana.

244, S-tmktur Rirokrasi

Faktor lain yang juga mempengaruhi dalam implementasi kebijakan adalah
struktur birokrasi, Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu
kebijakan cukup dan para peleksana (implemenfors) mengetahui apa dan
bagaimans cara melakukannye, seria  mempunyai  keingivan unfuk
melskukannya, Namun, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif
karena adanya kefidak efesien struktur birokrasi.

Struktor birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti strukiur organisasi,
pembagian kewenangan, hubingan antara unit-usit organisasi dengan yang ada
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dalam organisasi yang bersanghutan, dan hubungan- organisasi dengan dengan
organisasi luar (Widodo, 2008:106).

Edward I (1980:120) memaparkan bahwa indikator yang mempengarubi
implementasi kebijakan berdasarken pada strultwr birckrasi edalah SOP
(Standard Operating Procedure) dan fragmentasi struktur birokresi.

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan hal yang penting untuk
pelaksana kebijakan, dan dibuat sebagai respon internal terhadap waktu yang
terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk
keseragaman dalam iaekmjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar
luas

Sedangkan fragmentasi  struktur  birokrasi, dapat mempengaruhi
implementasi kebijakan karena fragmentasi birckmasi dapat akan membatasi
kemampuan para pejabat punecak untuk roengkoordinasikan semuza sumber daya
vang relevan dalam suatu yurisdiksi tertenty, akibat lebih lanjut adalah te;jéxdinya
ketidakefesienan, pemborosan sumber daya, membingungkan pejabat yang di
level bawah hingga timbul tindakan vang dilvar rencana kebijjakan (Winamo,
2008:203). '

Tabel 2.1. Faktor-faktor penentu: keberhasilan Kebijakan versi Edward TH

KOMUNIKASI
[ 3
T g
IMPLEMENTASI
o SUMBER DAYA ..___....m__]
k 3 * T
STRUKTUR | —
BIROKRASI
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Setiap kebijakan sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hopwood dan
Gunn {1986} telah merbagi pengertian kegagalan kebijakan (policy faithure) int
dalam 2 {dua) kategori, yaitu non implementation (tidak terimplementasikan) dan
unsuccessful implememation (implementasi yang tidak bechasil), Tidak
terimplementasikan mengandung arti babwa suatu kebijakan tidak dilaksahakan
sesual dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak vyang terlibat didalam
pelaksanzannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja scoara tidak
efisien, bekera setengah hati, afau karena mereka tidak segcnuhnya menguasai
permasalahan, atau i{sxz{aﬁgldnan permasalahan vang digarap di juar jangkavan
kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang
ada fidek sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi vang efeksf
sukar untuk dipsnuld,

Ada beberapa faktor vang paling pcntmg yang dapat mem;:engamhl
pembuatan keputusan seperti vang telah dikemukakan oleh Nigro (1980:217-225)
diantaranya adalah adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh
kebiasaan lama (konservatisme), adanya pengarch sifat-sifat pribadi, adanya
pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu.

2.5. Evaluasi Kebijalean
Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu bagian dalam proses
kebijekan publik untuk mengetahni dan menilai implementasi kebijakan guna
memecahkan suatu masalah publik,
Dalam formulast kebijakan, Dwidjowijote (2006:153) mengutip pendapat
James E. Andersen, David W, Brandy, dan Chazles Bullock III, menpgambarkan
proses kebijakan yﬁmg‘mmal sebagai berikut: ‘

Evaluasi Implementasi...

, Ade Sukron, FISIP Ul, 2009

Stage L4 . Hlage2: Stape 3: Btage 42 Sage s
Agenda Formutast Trerivasi Kebljakan Ipiementast Evatuasi Kebijakan
Kebijakan Kebijukan Pembangunan untde Kebtjakan Usaha pemerintah
Maslah-masalah Pernbangun yang mendulung usulan- Imigmeniasi kcbl;aimn untuk menentihan
yang dapat berknitan dengan vsulan yang khysas oleh pogawal apakah kebijakan
menasik perbation ugnlan yang dopat sehingga kebijakan administrasi tersehul efektif atau
publik dilerima dan dapat dilegitimasi ol¢h / pererinishan Lidak
disetnjul oizh publik publik
33 Unlversitas Indonesla



Dari proses terse‘put, kita melihat bahwa selalu ada sisi evaluasi dari setiap
kebijakan dari setiap publik. Hal ini menunjukan bahwa evaluasi merupakan suate
proses yang penting dilakukan,

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan fungsional, vaity, kegiatan yang
tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, tetapi dilakukan dalam seluruh
proses kebijakan. Ini berarti bahwa evaluasi kebijakan bise meliputi perumusan
masgalah-masalah  kebijakan, program-program  yang diusulken untuk
menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. l

Secara- nmum istilah eveluasi dspat disamakan dengan penaksiran
(apﬁisal}, pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang
menyatakan ussha untuk menganalisis hasi] kebijakan dalam arti sstuan nilainya,
(Dunn, 2003: 63}

Winarne (2008:226) mengunghkapkan evaluasi kebijakan dikatakan
sebagai kegiatan yang ﬁwnywigkut estimasi atan penilaian kebijakan yang
mencakup substansi, implementast dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan
dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan fidak
hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam selurah proses
kebijakan. Dengan demildan, evaluasi kebijakan bisa melipui tabap perumusan
masalah-masalah  kebijekan, program-program  yang  diusulkan  untuk
menyelesaikan masalah kebijakan, impiementasi, maupun tahap dampak
kebjjukan. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Cochran dan Malone
(1995:96) bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap keberhasilan
penerapan kebijakan dalam mencapal tujuan kebijakan fersebut,

Samodra Wibawa (1993:10-11) menjelaskan bahiwa evaluasi kebijakan
publik memiliki empat fungsi, yaitu:

34 Universitas Indonesia

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP Ul, 2009



1. Eksplanasi, Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan
dapat dibuat suastu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagau
dimensi realitas yang diamatinya. Dard evalvasi ini evaluator dapat
mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan
atau kegagalan kebi}akaxz, _ .

2. Kepatuhan, Metalui evalussi dupat diketahui apakah tindakan yang
dilakukan para pelaku, baik birokrasi maopun pelaky lainnya, sesuai dengan
standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit. Melalui evaluasiapakah output benar-bepar sampai ke fangan
kelorapok sasaran kebijakan, atau justeru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Alunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari
kebijakan tersebut.

Sedangkan Duon  (2003:6069-611) memaparkah bahwa cvaluasi
memainkan sejumiab fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertema, evalussi
memberikan informasi yang valid dan dapat diperceya mengenal kinerja
kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, milai dan kesempatan telah depat
dicapal melalui tindakan publik. Keduy, evaluasi memberi sumbangan pada
klarifikasi dan kritik terhadap nilai-pilai yang mendasari pemiliban tujuan dan
target. Nilai dipegjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan
target. Nilsi juga dikritik dengan mt:xza:z}'akan secara sistematis kepantasan
tujuan dan target dalam hubupgan dengan masalsh yvang dituju. Dan. Ketiga,
evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan
lainnys, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidek

memadainya kinerja kebijakan dapat mxemberi sumbangan pada pemmusazi ulang

masaleh kebijaken. -

Dalaru tabap evaluasi, harus ada pendekatan proses, masalah-masalah
sosial dalam masyarakat yang menjadi  sumber informasi, dan kemudian
kebijakan publik dirumusken entuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya,
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setelah masalah-masalah tersebut masuk ke dalam agendsa kebijakan. Setelah
suatu kebijakan ditetapkan untuk menyelesaikan masalah tersébut, maka
kebijakan yang telah dipotuskan, dilmplementasikan oleh pegawai-pegawal atau
agen-agen pemerinizh (birokrasi). Setelah {ahap implementasi dijalankan, maka
éahap berikutnya  adalah  evalussi  terhadap kebijaken vang telah
diimplernentasikan. Jika kebijakan terscbutf dinitai gagal dalam memecahkan
masalah-masalah sosial masyarakat atan gagal meraih dampak yang diinginkan,
maka kebijakan tersebut akan dihentikan atau diperbaharui (Winawmo, 2008:5).
Menuryt David Nachordus dalam Howlef! and  Ramesh (1995:169),
evaluasi kebijakan merupakan fujuan yang sistematis, yang mengandung
pengujisn empiris terhadap dampak kebijakan yang sedang berjalan dan upaya-
upaya yang dilakukan uptuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Akaa tefapi,
melakukan evaluasi itu tidak pdah kavena sering kali kebijaken tidak memiliki
tujuan yang ingin dicapai yang dinyatakan dengan jelag dan tidak memiliki
standar pencapaian tujuan tersebut. Qleh karenanya, kejelasan dalam menetapkan
tujvan dan standar kﬁbe:hasilan pencapaian fujuan kebijakan merupakan sesuats
yang penting bagi p&iaksanm evaluasi kebijakan.
Evaluasi membent informasi yang valid dan dapst dipercaya mengenal
kinerjs kebijakan, yaite seberapa guh kebutuban, nilai, dan kesempatan telah
- dapat dicapal melglui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan kepada
Klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan
target;' dan evaluasi memberikan sumbangan pada aflikasi metode-metode
analisis kebijakan lainnys, tenmasuk pemmusan masatah dan rekomendasi.
Menurut waktu pelaksapaan, evaluasi implementasi kebijakan dibagi
tiga, yaitu, sebelum dilaksangkan, pada waktu dilsksenskan, setelsh
dilaksanakan. Evaluasi sebelum dilaksanakan disebut Wayne Parson (2{36?:517}
sebagal evaluasi summatif Evaluasi pada wakta pelaksanaan binsanya disebut
eval}xasi proses. Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi
konsekuensi kebijakan dan/atau evaluasi pengaruh kebijakan.

- 35 Univarsitas in_dauesia

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP Ul, 2009



‘Evaluasi kebijakan publik idak hanya untuk melihat hasil {oufcome) atan
dampak (impact), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses
pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula
digunakan untuk melibat apakah proses pelaksanaan sudtu kebijakan telah
dilaksanaken sesusi debgan petunjuk yang telah ditentukan. Oleh karens ity,
evaluasi kebijakan publik dibedakan ‘daiam dua tipe, yakni evaluasi hasil
{outcomes of Public Policy Implementation) merupakan riset yang mendssarkan
diri pata tujuan kebilakan Ukuran keberhasilan pelaksansan kebijakan adalab
s¢javh mana apa yang menjadi tujuen program dapat tercapai. Kedua, tipe
evaluasi proses {(process of public policy implementation), yakoi riset evaluasi
yang didasari atas petunjuk pelaksanaan kebijakan. Ukuwran keberhasilan
pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses jmplementasi suatu
kebijakan dengan petunjuk yang telah ditetapkan (Widodo, 2008:112-113).
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C. Kajian Terkait

Beberapa kajian yang terkait dengan implementasi kebijakan, yakni:

Tabel 2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

No | Peneliti Judui Penelitian Tahun | Metode Penelitian | Temuan Penting
1. | Helis Setiani | Analisis 2001 | Jenis Penelitian Beberapa faktor pendukung dan
Implementasi digunakan adalah | penghambat dapat diidentifikasi
Kebijakan penelitian kualitatif | sebagai berikut:
Manajernen fenomenologis. Faktor pendukung implementasi
Peningkatan Mutu ‘Dikatakan demikian | kebijakan MPMBS diantaranya:
Berbasis Sekolah karena jenis (1) Adanya lingkungan sekolah
(MPMBS) Di penelitian ini vang kondusif bagi
Gugus 03 mempunyai ciri-ciri | pengembangan konsep MBS,
Kecamatan antara lain setfing | FPAKEM dan Peran Serta
Mbojosari yang aktual, peneliti | Masyarakaf; (2) Adanya
Kabupaten adalal instrument | transparansi pengelolaan sekolaly
Mojokerto kunci, data bergifat | (3) Dipunakannya PAKEM
' deskriptif, sebagal strategt pembelajaran di
menekankan kepada | sebagian besar sekolah; (4}
proses, analisis Adsnya partisipasi magyarakat
datanya bersifat yang meningkat; (5) Adanya dana
induktif, dan bantuan langsung “block grant™,
pemaknaan tiap {6} Adanys hubungan kerja yang
aven adalah kondusif dan harmonis. '
merupakan 2. Faktor penghambat
perhatian yang implementasi kebijakan MPMBS
esensial dalam antara lain adalale (1) Kurangoya
penelitian kualitatif | kestapan dari sumberdaya dan
{Bogdan dan adanya keterpaksaan dari
Biklen, pelaksana kebijakan; (2}
1598:4-7}. | Sosialisasi kebijakan MPMBS
Dikatakan yang hanya dilakukan secara
fenomenologis, temporer, sehingga konsep dan
karena sesual tajuan kebijakan MPMBS kurang
dengan tujuan tersosialisasikan ke target group
penelitian yaitu dan stakcholders, serta
mendeskripsikan menycbabkan adanya persepsi
peristiwa social dan pemahaman yvang berbeda
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(Dimyati, 1997:73), | dari para pelaku kebijakan
selain itu karena terhadap konsep dan tujuan
dapat kebijakan MPMBS tersebut; (3)
mengungkapkan Adanya kesalahan dalam praktek
peristiwa-peristiwa | PAKEM; (4) Belum dimilikinya
riil dilapangan, juga | kewenangan, kemandirian dan
dapat ) kebebasan kepala sekolah dan
mengungkapkan guru dalam mengelola sekolah
nilai-nilai yang dan melaksanakan kebijakan
tersembunyi, lebih | MPMBS; (5) Rendahnya tingkat
peka terhadap pendidikan masyarakat; (6)
informasi informasi | Adanya stkap dari para pendidik
yang bersifat yvang telah terkondist bersikap
deskriptif dan pasif dan tidak kreatif (menmunggu
berusaha juklak dan juknisy; dan (7}
memperishankan | Banyaknya kegiatan administrasi
keutuhan obyek tambahan yang barus ditangani
yang diteliti kepala sekolzh dan guru,
{Strauss dan
: Corbin, 1987:193.
Dredek Diana | Evaluasi 2003 | Penelitian int Keésesualan sumber daya dengan
Sita Implementasi menggunakan program dinilai sangat rendah.
Kebijakan penelitian kualitatif | Ketersedisan sarana dan
Penanggulangan dengan pendekaian | prasarana kurang menunjang
Gelandangan dan deskriptif. Namun | untuk kesuksesan program.
Pengemis melalui dalam Sedangkan pengalokasian
Program memperdalam anggaran yang dianggap
Rehabilitasi di permasalahan yang | memadai, namun dalam
Kota Yopyakarta ada tethadap pengalokasian dan masih belum
: responden, mempertimbangkan prioritas
digunakan studi pengguniasn secara tepat,
: kasus, : -
Asep Brwin | Evaluast 2003 | Kajaian difokuskan | Swnber daya manusia dan sarana
Djuanda Tmplementasi pada evaluasi “dalam implementasi kebijakan
Pelaporan Proyek pelaksanaan sudah baik. Hanys saja
Dekonsentrasi pada kebijakan yang pemabaman unit atau instansi
Propinst DX diarshkan pada sisi | terkait belum maksimal dengan
Jakarta pelaksanaan. " | system pelaporan yang
Penclitian jenis terdekonsentrasikan pada Biro
deskriptif ini dalam | Keuangan DKI Jakanta, Dengan
pengumpulan - | demikian diperiokan
datanya pembentukan tim koordinasi
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menggunakan
survey sebagai
instrumen utama

pelaksana proyek. Hal ini untuk
menjembatani antar unit dan dan
sebagai wadah lintas sektoral

dan studi antara Badan Perencana Daerah,
kepustakaan Biro Keuangan, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal anggaran
Departemen Keuangan.
Diah Ayu Evaluasi 2005 | Pendekatan Implementasi terhambat akibat
Noorsinta Implementasi Kuantitatif dengan | sumber daya manusia yang tidak
Hidayati Kebijakan penjelasan sesuai dengan kondisi keragaman
Pencegahan dan nomotetik. Disebut | modus peredaran narkoba dan
Pemberantasan demikian karena yang berakibat pada
Penyalahgunaan penelitian ini mempengaruhi sikap birokrasi
dan Peredaran berangkat dari dalam mengimplementasikan
Gelap Narkoba di kerangka kerangka | kebijakan pencegahan di rutan
Rumah Tahanan teori tertentu yang | tersebut
Negara Klas I ditetapkan
Jakarta Pusat sebelumnya untuk
diuji di lapangan.
Yoyon Evaluasi 2009 [ Penelitian ini Belum ada peningkatan kinerja di
Suryono Implementasi berupa evaluasi- sekolah baik akademik maupun
Kebijakan Tentang diagnostik terhadap | non akademik karena dalam
Pengelolaan implementasi penganggaran tidak melibatkan
Anggaran kebijakan yang partisipasi masyarakat yang
Pendidikan Di dilaksanakan di berakibat pada ketergantungan
Sekolah (Studi empat SMA yang sekolah dengan pemerintah masih
Kasus Di ditetapkan secara sangat kuat. Di sisi lain, juga ada
Kabupaten purposif di perbedaan kepentingan pelaku
Majalengka Dan Kabupaten (para jabatan dan financial) dan
Bantul) Majalengka dan perbedaan mutu pelaku (pada
Bantul dengan manajerial, pengalaman) yang
pendekatan berimbas pada kurang
kualitatif berhasilnya sekolah dalam
berparadigma mengimplementasikan kebijakan.
rasionalistik. '
40 * Universitas Indonesla

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP Ul, 2009




BABIIX

METODE PENELITIAN

3.1, Pendekatan Penclitian
Penclitian berawal dari minat seseorang untuk mengetshui fenomena
tertenty  dan  selanjutnya  berkembeng  menjadi  gagasan,  teori,
konseptualisasi, di mana hasil akhiroya melshirkan gagasan dan teori iyam
{Singarimbun dan Effendi, 198%:12]. _
" Penelitian ini mengunakan dug peﬁdekatan, Yuantitatif dan kualitatif,
Teknik penelitian’ yang digun‘akan adalah survéy dan wawancara yang
dilakukan sccara sistematis dan memenuhi standar penelitian ilmih.
Metode survey digunakan dengan harapan dopat mengetahul gejala sosial
dan beberapa hal yang berhubungan dengannya (Arikunto, 1996:91).
Sementara dengan metode wawancara diarapkan dapat diketahui dengan
lebih meadatam penyebab terjadinya gojala sosial yang terjadi tersebut.

32, .Ienis Penelitian -

Tipe pengiltian yang d;gzzmkan dalam penelitian ini adalah deskeiptif.
Penelitian deskriptif. Yakni jenis penclitian yang menggambarkan shuasi
setting sosial atau kegiatan dalam sebuah kegiatan yang merupakan
penerapan dari kebijakan. ‘

3.3. Lokasi Penefitian
Eokasi penelitian ini Kota Bekasi. Ada beberapa hal yang menjadi-

pertimbangan pencliti dalam mengdmbil tema penelitian tersebut di Kota
Bekasi: |
§. Kota Bekasi secara letak geografis menjadi pcrzyanggé. wilayah
ibukota Negara. Posisi ini secara langsung maupun tidak sangat
berdampak pada meningkatiya aktifitas masyarakat dalam berbagei
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sektor seiring dengan meningkatnya jumiah penduduk dan aktifitas
di Kota Jakarta , -

2. Fakta fapangan menunjukan fetjadinya kompleksitas persoalan

- yang dihadapi oleh Kota Bekasi baik pada sektor ekonomi,
pendidikan, kesehatan, sosial maupun keamanan, Kdmpieksizas
persoalan tersebut tentu saja memeriukan respon i%ebijakan yang
{iiimpiezzwntaéikm dalam programeprogram nyata yang tepat dsp
efektif untuk kesejohteraan masyarakat Bekasi. Di sinilah letak
refevansi penelitian ini ' 3

3. Dalam logika otonomi daerah, Kota Bekasi seperli juga kota dan

kabupatet lainnya, memiliki kewenangan yang cukup luas untuk

mengelola  beberapa: sektor pembanguman  secars  mandiri.
Implementasi otonomi daerah  sejatinys  dapat mendorong
pengelolaan daerah yang partisipatif yang dicerminksn dengan
kebijakan yang berorientasi publik. Sehingga sesuat dengan tujuan
utamanya—yaifu kesejahteraan rakyat——atonomi dapat dimaknai
sebagai upaya pércepatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat,

3.4. Populasi dan Sempel

Popelasi adalah keseluruban subjek penelitian. Populasi yang menjadi
subvek penelitian ini adalal unit satuan peleksana Program Pendanean dan
- Kompetigi Indeks Pembangunan Manusia {PPK IPM) di Kotz Bekasi
periode 2007 dengan pertacian:

1. 40 orang pelaksana bidang pendidikan,
2. 30 orang pelaksana bidang keschatan.
3. 20 orang pelaksana bidang peningkatan daya beli masyarakat.

Dari seluruh populasi yang ada, kemudian ditentukan jumial sampel
untuk dijadikan responden pemiitian. Dalem penelitian kalt ini, karena
terdapat tiga kelompok sub-populasi yang dijadikan subjek penelitian,
maka teknik pengambilan sampel yang dipergunakan aéa%aéz Stratified
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Random Sompling, yakni suaty teknik pengambilan sampel yang dengan
cara ini sub kelompok ateu strata memiliki jumlah sampel yang cukup
mewakili sesual besaran populasi (Vockell, 1983, dalam Sevilla et al.,
1993), Jumlah sampe| penelitian ini sendirl ditentukan dengan mengacu.
pada pada tabel Krejoie & Morgan (lihat lampiran 1) mengenai besaran
sampel untuk populasi yang telah diketahui jumishnya. Dengan jumlah
populasi sebanyak 90 orang, maka besaran sampel yang dipergunalan
dalam penelitian ini adalah sebesar 72 orang.

Secara teknis penghitungan fumizh sampel unfuk masing-masing
strata adalah sebagai berikut; pertama adalah membagi jumlsh masing-.
masing kelompok dengan jumlah populasi keseluruban untuk dijadikan .
persen. Kemudian kalikan hasil pembagian tersebut dengan jumlsh sampel
yang telah ditetapkan yaitu 72 orang. Hasil perkalian inilah yang menjadi
jumlsh sampel dari maging-masing strata (Sevilla et sl 1993). Rincian
anggota samps| penstitian inl disajikan pada tabel berikut:

Tabel L. 1
Responden Penelitian
i Jumizh Teknik Pengambilan Jumiah
Populesi Sampel Sampet
1. Bidang Pendidikan 40 orang 33 responden
2. Bidang Kesshatan 30 orang Seratified 21 responden
Rondom Sampling
3. Bidang Peningkatan | 20 orang 12 responden
Daya Beli
Total +0 72 Respozzdeﬁ
: Qrang
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3.5, Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini ménggunakan doa pendekatan penelitian, maks
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pun
sebagal berikut

1. Data primer diperoich mciaiui-pcnyabaran kuesioner dan wawancam
yang mengacu kepada pedoman wawancarg,

2. Data sekunder, diperoleh melalui studi dokumentasi yany didapatkan
dari informasi fertulis berupa buky, peraturan, perundang-undangan,
dan petunjuk pelaksanaan t;:zzmng pelaksanaan Program Pendanasn
Kompetisi fndeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) di Kota Bekasi

3.6, Pengujian Valldxt&s dan Reliabilitas
Penpujian persyaratan analisis dimaksodkan wnfuk meagetaﬁaz data
yang diperoleh memenuhi persyaratan untuk anglisis dengan mengpunakas
teknik yang direncanakan, Penclitian ini menggunakan bantuan kuesioner,
| sehingga perlu dilakukan pengujian validitas dan relisbilitas terlebih
dahule untuk mengetabni kemampuan kuesioner dan keterandaiazmya
dalam mengukur variable-variabel yang akan diuiji,

Suaty kuesioner dikatakan valid jika pertanyean pada suatu kuesioner

mampu mengungkaphkan sesuaty yang skan diukur oleh kuesioner tersehut,

- Sedangkan sustu kuesioner dikatakan relisble jika instrumen tersebut
konsisten ata stabil dari waktu ke wektu, Jika kuesioner telal valid dan
reliabel, maka kuesioner dapat disebarkan kepada responden.

Untuk menentukan besamya veliditas jfern-item yang telah divji
cobakan, digunakan perhitungan dengan koefisien korelasi Product-
Moment Pearson dengan r koreksi. :

Dengan camus ;-
NEXY)-(EXEY)
= iR - ey -y
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Iy = Angka indeks korelssi ‘r* product moment
N = Jumlah subjek

YXRY = Jumlab hasil antara X dan Y

¥ X = Jumish selurah skor X

YY = Jumia}; seluruh skor Y

Adapun unfuk mengetahui reliabilitas dari skalz kemempuan
interpersonal iai dilskukan dengan mengguneken rumus Alpha Crenbach.

Dengan rummus :
pe mZ[i“S; ‘;Sn]
x
(v = Koefisien reliabilitas

Smdamn Sy = Varians skor belahan 1 dan 2
8 = Varians skor skala

3.7, Teknik Analisis dafa
Anatisis data menurut Jrawan (2006:178) mencakup kegiafan
pengolahan data mentah, mengintepretasi data, dan menarik kesimpulan,

Data prier dalam penslitian ini berupa kuesioner yang diberikan
kepada tit pelaksans propram yeng menjadi sampel dalam penifian ini
seria wawancara kepada beberapa responden ferpilih yang mewakilt setiep
bidang program. Selain data primer tersebut, ditelaah pule data skunder
terupe bui:u,=per§wz'an, perundang-undangan, dan petunjuk pelaksanaan
tentang pelaksanaan Program Pendanaan Kompetist Indeks Pembangunan
Manusia (PPK IPM} di Kota Bekasi, untuk kemudian dikomparasikan
dengan data yang didapat dari penyebaran kuesioner dan wawancara,
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Data-data tersebut diolah dan dianalisa untuk mengetshui scberapa

efektif implementasi kebijakan di tingkat pelaksana, serta faktor-faktor apa
yang mendukung dan menghambat dalam kesuksesan Implementasi
Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusiz (PPK IPM)
tahun 2007 di Kota Bekasi,

Teknik yang digunskan dalam analisa data  peselitfan  ind
menggunakan mencakup teknik analisis data hasil penyebaran kuesioner,
teknik analisis datz hasil wawancara, serta teknik analisis data skunder
berupa bukm-buku, petunjuk pelakesanaan program, serta perundang-
undangan vang ada. :

Untuk datz yang didapat melalui kuesioner, teknik statistik yang

dipergunakan adalah teknik gtatistik deskriptif untuk mencari frekuensi
jawaban, responc}czi. Dalam aplikasinys, penggunazn analiss korelas
mengginakan prbgram SPSS (Stasistic and Product Service Solutioh)
Versi 16,

Sementara untuk dats dari hasi! wawancara dan sumber-sumber dats
skunder, proses analisis data yang dilakukan mencakup redoksl data,
penyaiian data, dan penartkan kesimpulan, Dats yang didapat dari hasil
wawancara inf untuk mendukung data yang didapat dari hasil penyebaran
kuesioner, sementara data yang didapat dari sumber-sember sekuaider
dipergunakan untuk mugkoﬁapmsi data-data primer yang sda, untuk
kernudian dilakukan penariken kesimpulan, :
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3.8. Kerangks Operasionn] Penelitian

Variabel Definisi Konsep Indikator Pemyataan
Komunikasi | Kesepahaman antara | 1. Adanya Frekuenst
implementor dengan kesepshaman yaug | pertemuan
masyarakat terbangun oleh Kualitag
semua, lini pertemuan
pelaksana Kejelagan
2. kejelasan informasi |  informasi
yang diberikan Program
uatuk program Penyampaian
dilaksangkan program
Tingkat
perhatian
masyarakaf
Keterlibatan
aktif
masyarakat
Sumber kefersediess sumber- | 1. Kecukupan jurniah Jumlah petugas
Daya sumber pendukung pegawai yang Sebaran |
keberhasilan terlibat datam Petugas
program yang program Keterampilan
emeliputi terdapatnya | 2. tingkat petugas
implementor, pengetahuan Koordinasi
anggaran, dan pelaksana ferhadap | antar petugas
fasilitas tugss yang Ketersediaan
diemban anggearan
3. keterampilan Ketersediaan
dalam sarana
melaksanakan
tugas yang menjadi
fanggung jawabnya
4, Pembiayaan
program yang
sesual dengan
kebutuhan
.1 5. kesesvain sarang
) : yang diperlukan
Sikap Dukungan dan 1. Kesamaan sikap Kesamaan
Peisksana | kepedulian pelaksana antars pimpinan sikap terbadap
“terhadap dan unit teknig program
keberhasilan pelaksans Mekanisnie
implementasi kebijakan perekrutan tim
kebijakan 2. profesionalitas palaksana
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dalam perekruten |« Kecukupsan
tim insentif bagt
3. Adanya insentif implementor
bagi pelaksana
kebijakan
Birokrast | Kejelasan prosedur | 1. Adanya petunjuk |~ Kejelasan
kerja dan pembagian pelaksanaan Standart
fugas - implementasi QOperating
kebijakan Procedure
2. Penyebaran {SOF}
tangpung jawab ~ Kemudahan
dan Kewenangan melaksanakan
yang jelas antar sop _
unit pelaksana - Pembagian
program tugas unfuk
unit pelaksana
program
~ Pemberian
kewenangan
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BAB IV
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1, Gambaras Wilayah

Pesainya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya kecamatan
Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri awalnya atas 4 kecamatan
berdasarkan Persturan Pemerintah Nomor 48 Tzhun 1981, yaitu kecamatan Bekasi
Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara, yang selurshnya mefiputi 13

Kelurahan dan 8 desa. Peresmian Kota Administrati§ Bekasi difakukan oleh Menteri |

Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan walikot pe:mma dijabat olch Bapak
H. Soedjono. Tahun 1988 Waliketa Bekasi dijabat ofeh Bapak Drs. Andi Sukardi
hingga tahun 1991, kemudian digantikan cleh Bapak Drs. H Khailani AR hingga tahan
1997, dan sekarung dijabat oleh Muhtar Muhammad.

Pada perkembangannys Eota ﬁémmmt‘aﬁf Bekasi terus bergerak dengan cepat,

Hal ini ditandai dengan pertumbuhan pendudsk yang cukup tinggi dan soda

perekonomian yang semakin bergairah. Sehingpa status Kofif Bekasi pun kembali

ditingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang “Kota™) melalui Undang-undang Nomor 9
Tahun 1996.

4,1.1. Kondisi Geografi

Bekasi moripakan mitra terdepan fbu kota DKI Jakerta, memiliki fetak yang

stralegis seakan memberikan dunia barg menuju kawasan metropolitan. Kota Bekasi
metniliki luas wilayah sekitar 210,49 KM®, yang secara geografis tesletak pada 106° 48'

bujur fimur dan 6°7" - 6"15" lintang Selatan, dengan batas wilayah kota Bekasi adalah;

Sebeldh Utars; Kabupaten Bekasi,
Sebelab Utara : Kabupaten Bekasi
Sebelah Selatan: Kab. Bogor.
Sebelah Barat: Kota Jakarta Timur,
Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi. _
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Kota Bekasi terdir da;‘i 12 kecamatan dan kelurahan, Penduduknya terdivi dari
penduduk asli Kota Bekasi maupun migz'an vang datang untuk bekerje di Kota Bekasi
dan DKI Jakarta. Secara umum penduduk migran lebik banyak jumlahuya dibandingkan
dengan penduduk asli Kota Bekasi, Jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2003
schosar 1,843,005 jiwa dengan {aju perlumbuban penduduk (LPP) schesar 1.97% dan
pada tahun 2007 tercatat 2,143,804 jiwz dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP)
sebesar 3.49%,

Akan tetapi, lonjakan LPP yang terjadi di Kota Bekasi hanya 30% saja yang
disebabkan oleh LPP alaminya, sedanghkan 70% sisanya berasal dari migrasi (SP 2000).
Hal il menunjukan indikasi Kota Bekasi sebagﬁli galah satu pusat pertumbuban
ekonomi yzmé tinggi sehingga menarik miinat pendatang uniuk mencari pekerjaan dan
berusaha di Kota Bekasi

4.1.2. Kependmiﬁkazz 3 :

Perdudukan Kota Bekasi menurut BPS tahun 2007 scbanyak 2,143.804 jiw
terdici dari penduduk laki-laki sebanyak 1.067.641 dan perempuan’ 1.067.163. jumlah
peaduduk Bekasi ind tersebar pada 12 kecamatan, penyebaran tertingei pada kecamatan
Bekasi Barat sebanyak 13.43% {287,989 jiwa) Bekasi Timor 12.89% (276.496 jiwa),
Bekasi Utara 12.76% (273,312 jiwa), dan terendah di icecamatan Jati Sampurna sebesar
3.44% (73.744 jiwa), '

Tabel4.1
Jumish Penduduk menurat Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bekasi |

Kecamatau Lakh-lakd - Percmpuay Juwntah
Pondok Gede 112,638 112038 334,176
Jall Sampums 35894 36.850 73.744
Pondok Melati €230 58705 118935
Tai Asih _ #1500 gL618 165,500
Tatar Gebang 39.600 T 38654 TEEA
Mustika Jays ' T YY) 45,630 3932
Bekasi Timur 140,976 135,520 376.496
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Rawa Lungbi 90,320 23.350 184.380
Bekasi Selatan 102.934 104,818 207044
Bekasi Barst 144,840 143.149 287985
Medan Sstzia 80919 79,233 166,152
Bekasi Hipra 137.028 136.484 £73.512
Jomlal 1,876,163 1.067.641 2.143.804

*Driolah dari Data Dadan Pusat SIRsIK (BPa) Kota Hekast imhun 2007

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur digambarken dafam
data yang tertera di bawsh ini menunjukan behwa usia produlaif (vakni 26 ~ 40 tahun)
sangat dominan. Usia dominan ini di satu sisi menjadi modal yang sangat berharga
dalam membangun kondisi Kota Bekasi, dengan demikian keberadsan usia produktif
dapat menjadi salah satu indikator untuk melakukan pembangunan, Tapi di sis lain,
kondisi ini bisa menjadi mengkhawatirkan bila pemerintah kota Bekasi tidak mampu

memberikan peluang kerja dan usaha pada masa produktif tersebut.

Tabel 4.2,

Jumlah Peanduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Umur Lald-iakl Perempuan . Jumlak
a4 E7AH] F7.989 155,110
53 107.496 94,108 261502
T 157,281 08172 315453
515 110.3%2 111,579 1731
3%-23 35 080 61.037 159957
7539 91921 82,444 175665
36—34 71851 #5.976 161.827
555 854 99,385 188,751
FRIY; Fi264 #8999 166.254
3549 70681 2517 162.098
{54 68.503 51353 150.256
550 35,554 31668 71593
80— 84 34332 21768 46,098
&5+ 15,930 11815 27.943
Famiak 1.676.163 1.067.641 1143804

*THolat dar] DDete Badan Pasat Slalistik (PS) Rata Bekns: tasan 3007

3t
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4,1.3. Ketenagakerjaan .
Tenaga kerja adalah masalah kependudokan yang perlu mendapat perhatmn
Seiring dengan mezzingkamyxa jumlah penduduk jumlsh tenagakeria pun turut
meningkat, Berdasarkan catatan dinas tensga kerja dan transmigrasi Kots Bekasi,
jumlah pencari kerja yang terdafier pada tahun 2006 ada 43,472 orang ada 41,786
arang, Sebagian besar pencari kegja tersebut adalah mereka vang berpendidikan SLTA
yaitu 31.198 orang dan Akademik/Universitas sekitar £.330 orang, Namun jumlah
mereka yang diterima hanyd selitar 933 orang. 893 orang diantaranya yang

berpendidikan tamat SLTA dan secbanyak 9 orang yang berpendidikan

akademikiuniversitas, _

Angkatan kerja adalah peaduduk usia ketja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau
punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja (penganggur). Pengangpur adalah
mereka yang sedang mencarl pekerjasn, yang mempersiapkan usaba, yang tidak
mencari pekerjaan karena merada tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. '

Tabel 4.3
Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Penompatannya
menuraé Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan yang Ditamatkan | Pencari Kerja Terdaftar | Penempatan Xerja
Tidak Lulus SD - .
D 28 0
SMTP Umum T1.466 \ 13
SMTP Kejuruan s 5.466 ; 3
SMTA Umum 13.625 488
SMTA Kejuman | 17573 410
AkademiD Tl 2864 K
Perguruan Tinggi/Universitas 5.466 ' 3
Jumiah 41,786 933

*Diiniak dar Dats Dinas Tenaga Kera dan Transmigres: Kote Bekas] taliun 2007
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4.1.4, Pendidikan

Perkembangan pendidikan Kota Bekasi tidak hanya dilakuksn melalui
pengadaan sarana dan prasarana sekolah melainkan juga menyelenggarakan program
untuk meningkatkan kualitas gury terutama pada tingkat dasar dan menengah.

Jumiah sckolah dan guru bertambah di tisp tahunnya, Berdasarkan data terakhir
_ tercatat pendidikan dasar terdapat 763 buah SD/AVI dengan jumlah gury sehanyek 5.798
gura dan 250.066 murid, Sedanpkan untuk tingkat SLTP/MTs terdapat 260 buak
sekolah dengan jumiah 6.630 guru dan 107.8(7 murid. Sedangkan untuk tingkat
pendidikan SMU/MA terdapat 94 buah sekoleh dengan jumish guru 2962 guru.

Sementara untuk SMK ada sekiutar 60 buah sekolah denpan jumlah 1.539 guru dan

jumlah murid kessiurohan 56.851 murid.
| Tabel 4.4.
Jumiah Sekolah dan Gury SD, SMP, SMA mennrut Kecamatan

SI/MI SMP/MTs SMAMA " SMK

Kecamatan :
Sckolah Gury Sekolnh Gurn Sekolah (aru Sekelsh | Gu
Pondok Gode | 62715 TN | 18714 | 4561276 6/8 | 3221157 5 183
Jutf Sampurma 2576 265/85 53 136758 4/~ T8 3 65
Pondok Melati | 2377 | 36u75 | @ 5455 1 63/ 2 55
Tati Asih sya1 | adomzzs | o20nm0 | 4s9h229 32 | 2597143 4 94
Bantargebang | 215 11 | 8n 149751 s | i 4 | 49
MustikaJayn | 275 | 1638 | 1497106 2/1 2519 2 16
Bekesi Timur | 933 | moms | 36 | wansT | we | ewa | @ 174
RawsLumbu | 625 | €96/58 | 1555 -| 424/161 si1 244742 4 102
Bekasl Selatan | 6812 | 80U126 | W7 | 460125 &1 4379 5 117
BekesiBarst | 7116 | 1327142 | 14/7 | 398120 43t 353 8 254
Medan Satria | 46714 | S7S1S6 | 186 667490 8- 140/- 6 154
BekesiUtera | 8119 | 776/238 | 23710 | esvaze | wis | 212187 $ 176
amish | o358 | TEY | mem | Soe | owee | PO | e | s
#Diciah dari Dete Badun Pusat Statistil {BPS) Kuta Bekas! tabun 2007
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4.1.5. Kesehatan

Kota Bekasi memiliki 31 rumah sakit, 31 puskesmas dan 25 puskesmas
pembantu. Tetapi hanya 5 puskesmas yang sudab dilengkapi dengan fasititas rawat inap,
meskipoa jmﬁla.tmya sangat terbatas seperti di Puskesmas Pondok Gede, Pejuang,
Karang Kitri, Bojong Rawa Lumbu dan Bantar Gebang,

Dinas Keschatan dan RSUD Kota Bekasi pada tahun 2007 tercatat 742 tenaga
keschatan : 97 Dokter Umum, 10 Dokter spesialis, 63 dokter- gigi. 158 perawat
keschatan, 157 bidan dan 150 tenaga medis lainnya.

Takel 415

Jumiah Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskeswias Pembantu menerut Kecamatan
[Kecamatan Rumah Sakii | Paskesmsas @ Puskesmas Pembantu
Pondok Gede 2 3 1
Jati Sampurmna 2 i K
Pondok Melati 1 2 0
Jati Asih 8 2 1
Bantar Gebang 1 1 p
Mustika Jaya i 1 3
Bekasi Timur 8 4 2
Rawa Lumbu 3 3 i
Hokasi Selatan 7 3 3
Bekesi Barat i 5 3
Medan Satria 3 i 4
Bekasi Utars 2 4 2
Jumish 3 31 35

*Hioiah darl Data Dinae Kesehatan Kot Bekasi
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4.2, Visi dan Misi Kota Bekasi
Seiring dengsn vist Koia Bekasi (Bekasi Cerdas, Sehat dan thsan), semekin
terarah pengembangan kota dalam meningkatkan kapasitas dan kualitasnys baik

secara fisik maupun non~fisik. Visi dan mist Kota Bekasi meropakan refleksi dari

argh pembangunan Kota Bekasi yang diprioritaskan kepada masyarzkat Bekasi
sehagai subyek pembangunan sekaligus sebagsi modal sosial (saci:i! eapital} yang
kreatif, inovatif dalam mengolah sumberdaya menuju pada kesejahteragn
masyarakat.

Secara filosofis, arah -perubshan Kota Bekasi diformulasikan sebagai
parsdigma  pembangunan berkelanjutan, yakni upays - upays menuju pada

peningkatan kualitas generasi vang akan datang. Implementast visi tersebut tidek

teriepas dari arah perubahan Kota Bekast yang dilakukan melalui beberapa proses
penting, yaitu pemberdayaan {empewering), pertumbuhan {growth),
pemerataan, berkeadilan, efisiensi, kompetifit -

Tabel 4.6, Proses Arab Perababan Kota ke_l.casi

4.3. Kiprah Kota Bekasi Dalam Mensejabtorakan Masyarakat Melalui PPK-IPM
Keberhasilan pembangusan manusia suaty daersh ditentoken oleh kualitas
tingkst pendidikan, derajat keschatan, dan pertumbuhan ekonomi, Pembangunan
manusia adalah modal penting dslam membangun suafu bangsa atau daemh, sehingga
m&a&omng pemerinish termasuk pemerintah dacrsh menaruh perhatian pada belanja
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untuk membiayai program dan kegiatan yang berfujuan meningkatkan pembangunan
manusia. b
Keikutsertaan Kota Bekasi dalam Program Pendanaan Komnpetensi Indeks
Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Jaws Barat adalah salah satu upays dari pemerintah-
Kota Bekasi dalam meningkatkan pembangunan manusia dengan mengambil toma
“Sincrgi Berbagal Potensi Untuk Mewujudksn Kemandidian dan Daya Saing
Wirausgha", pemerintah Kota Bekasl menyusun program dan kegiatan yang
menonjukan tahapan penanganan permasalahan sesual jenis dan tingkatan masalah serta
kelompok sasaran penerima juga peran stakeholders, vang diharapkan menghasilkan
manfaat dalam peningkatan IPM, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengmggm di
Kota Bekasi, y _ '
Peayelenggaraan program pendanaan kompetisi indeks pombangunan manvsia
_ (PPK. IPM) Kota Bekasi yang sudah berjalan sejak tahun 2007 dimaksudkan untuk
mensinergikan sumber daya baik dana, tenaga, pemikiran, alat dan lainnya sntars
pemerintah, sektor swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya guna memperokeh
- peningkatan kualitas hidup masyarakaf,
Program yang didesain untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Bekasi difokuskan pada 3 bidang, vakni bidang kesehatan, bidang pendid ikaﬁ, dan
bidang daya beli. Ketiga bidang tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk kegiatane
kegiatan yang mendukung untuk pencapaian peninglkatan IPM di Kota Bekasi, Secara
rincl Skenaric program dan kegiatzn pada tahun 2007 meliput:
1. Bidang Pendidikan meliputi program Sigap Cerdas Usahs (dengan kepiaten
_kesetaraan paket 2,b.¢ plus, dan Kejar lestari) ‘ '
a. Kesetoraan Paket A, B, C Plus
Pendidikan oleh banyak kalangan diyakini sebagai salah satw kunci
kcberhasiign dalam kompetisi masa depan. Dalam menyongsong masa depan
denpan keunggulan sum‘bcr daya reanysia suatu negara atau daersh akan mampn
menggapal keberhasilan dalam cra globalisasi yang di dalamnya sangat sarat
dengan perssingan. Oleh karena itu pembangunan sckior pendidikan sudah
selayaknya mendapat perhatian serius di samping sektor lain, Salah satu
program yang menjadi prioritas adalah pemerataan kesempatan memperoieh
| 56 Univorsitas Indonesia
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pendidikan bagi scluruh masyarakat. Rendahnya pendapatan dan pemahaman
akan pentingnva pendidikan menjadikan banysk anak yang tidak dapat
melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebib tinggi. kondisi ini menuntut

adanya simergi dan peran serta selurub rasyarakat anak dari kalangan.

masyarakat yang kurang beruotung tingkat ekonominya dapat menikmati
pendidikan yang disesuatkan dengar kondisi yang ada pada mereka,

Melalui pendidikan kesetarsan Paket A, B dan C Plus diharapkan dapat
memberikan penguatan pendidikan bagi masyarekat baik pengetahuzn maopun
keterampilannya sehingga semakin terbukanya peluang pengembangan dird
peserta belajar agar marpu berperan optimal dalam pembangunan, v

b. Kelompok Belajer Lestari (Kejar Lestari)
Partisipasi yang berlaku di masyarakat Kita masih belum diartikan menurut
persepst universal diartikan sebagai keria sama yang erat antara perencanan dan

masyarakat  dalam  merencanakan, elaksanakan, melestarikan  dan

mengembéngm hasil pembangunan yang teiah dicapai. Kerangka kerja dalam
merekonstruksi partisipasi mengandung 3 (tiga) &in;tensi yakni: konteks, tujuan
dan lingkungan. Bertitik tolak dati pernikiran ini, maka pertisipasi masyarakat
dalam konteks mewnjudkan pendidiken yang berkualitas adalah kesadaran dan
\kcpeduiiazx masyarakat melakukan aktifiias furut serta mengambil keputusan,

melaksanakan dan mengevaluasi kepuiusan dalam suatu program pendidikan

separa proporsional dilandast kesepakatan.

Datam kaitan hal tersebut diatas, kegistan pembelajuran keaksaraan "

fungsional yang selama int dilakssnakan bars terbates pade kegiatan
pembelafaran konfensional tanpa tambahan kegiatan spapun yang diikuti oleh
penduduk usia 10 — 44 tahun yang masih buta huruf, kondidi tersebut membuat
peserta kejar KF yeng mayoritas pesertanya berasal dari keluarps miskin
menjadi cepat bosan / jenub sehingga proses pembelaiaran fidak sampai tuntas,
Kondisi ini diperparah dengan perilaku peserta ity sendiri, yaitu peserfa lebih
mengutamakan mencari nafkah dari pada menyisihkan wakiu untuk belajar
membaca / menulis. I(eg’iaté.n kejar lestari dimaksudkan untek memberi nilai
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tambah pada kegiatan KF yang sedang bétja‘ian, tambsahan tersebut berupa

pemberian tambahan penpetahuan / pelatihan keterampilan berusaha, sehingga
diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat memotivasi peserta untuk terus
belajar dan menambah ;;enghasii kehuargn melalui kelompok usaha. Sehinggs
keaksaraan fungsional bisa lestari, masyarskat KF terus terpacu untuk baia,,;ar
dan tidak mandeg yang mengarah kepada bute aksara kembali, -

2. Bidang Keschatan mslalui program Sehat Prima (meliputi kegiatan Komunitas
sehat, Unit pelayanan pritas dan Forum ibu schat) |
a. Komaunitas Sehat

Akar masajzh yang -mendasari penetapan kegiatan Komunitas Sehat

(KOMET ) dalam Program Sigap Schat Prima terkait dengan Pencapaian

nitai Indeks Kesehatan { IK ) Kota Bekesi yang dirasakan masih rendak ,

yaitu sebesar 74,63 pada tabun 2005. Kendisi ini masih di bawah target Javgﬁ

Barat pada tahun yang sama sebesar 75.3. Capalan IK ini ditentuken dan

dipengaruhi secara langsung oleh Angka Harapan Hidup ( AHH ) Kota

Bekast pada tahun 2505 yang bara mencapal 69.78 tzhon. Masth rendahaya

AHH Kota Bekasi ini antars lain dipengaruhi ofeh kondisi lingkungan yang

tidak sehat. Aspek lingkungan memiliki pengarul: terbesar terhadap derajat
kesehatan masyarakat. i

Komunitas Sehat merupakan salah satu kegiatan dalam program Sigsp

Schat Prima yang berinjuan untuk meningkatkan kesehatan masysrakat

yamg difokuskan pada upaya penurunari jumlah kesakitan atau kemation

penduduk akibat linpkungan yang tidak sehat seris meningkatkan usia
harapan hithsp dan perilaloa kidup.

b. Unit Pelayanan Prima
' Penetapan kegiatan Unit Layauan Prima (ULAMA} dalam Progmm
Sigap Sehat dan Prima terkait dengan minimnya aksesibilites masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan terdepan, kondist ini menyebabkan rendabnya
pencapsian nilai Indeks Kesehatan (1K) Kota Bekasi, yaifu sebesar 74,63
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pada tahun 2005, Kondisi ini masih dibawah target Jawa Barat pada tahun |
yang sarmna sebesar 75,3,

Unit Layanan Prima merupakan salah sety ﬁegia&n dalam program
Sigap Sehat Prima yang bortujuan untuk meningkatkan kualitas keschatan
pada kelompok—kefémpok di masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kader
dengan meningkatkan pendapatan kelompok melalui kcgiatﬁn ekonomi
efeidif.

¢. Forum Ibu Sehat

RW Siaga ( RAGA } merupakan salah satu kegiatan dalam program
Sigap Sehat Prima yang berfujuan ustuk meningkatkan keschatan
masyarakat yang difokuskan pada upaya penurunan jumlah kematizn ibu dan
bayi, yang akan berdampak pada peningkatan usia harapan hidup melalui
pemberdayaan magyarskat dan  stakeholder kesthatan sera  wntuk
meningkatkan kuelitas kesehatan pada kelompok ibu dan bayi di masyarakét.
Kegiatan RAGA yéizg berotientasi pada MNH selanjutnya perlu dibuatkan
forum agar kelompok - kelompok jfang telah terbentuk memiliks wadah
yvang dapat dijadikan fasBitator, mediator stan motivator bagi kelompok
dalam menjalankan perannya di masyarakat,

Eorum Kelurahan Siaga yang dimaksud berfokus pada kesehatan ibu dan
bayi dengan melibatken langsung sasaren — sasaran yaity ibu hemil dan
bidan yang berpraktek dekat dengan kelompok ibu hamil sasaran. Kelompok
tbu hamil selanjutnya discbut sehagal Self Help Group dan kelompok bidan
praktek disebut Self Suppors Group, s

3. Bidaﬁig Daya beli melalui program Sigap Cipta (meliputi kegiatan Pengembangian
usaha boneka, Pengembangan iken hias, Paag&mbangm plasma sampah plastic)
a. Pengembangan Usaha Boneka
Pemerintsh Kota Bekasi memberikan perhatian yang cukup bosar
terhadap masalah pemultsan tensga kerja kelompok masyarakat yang
memiliki keframpilan optimal dan telah berpengelaman memproduksi
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barang -~ barang ( komoditi ) yang berorientasi pasar ekspor . Khususnya
untuk kelompok masyarakat mantan pekerja perusahaan boneka ya:ig di.
PHK ditetapkan sebagal kelompok yang skan mendapat pemberdayaan
untok kembali memprodukst produk boneke, untek memenuhi berbagai
tusiutan pasa:_ yang bersifat ‘captive’ melalui PPK-IPM.

kegitaan ini bertujuan menimbulian dampak multipliers efek yang cukup
besar kepada vendor-vendor pemasok bahan baku, penghasil bcrbagéi
kerajinan, pembukaan pasar-pasar yang akan menjajakan boneka termasok
para pedagang menengah dan kecil. Pada gilirannya kemudian dapat
meningkatkan pendapatan yang akan berdampak langsung pada penifigkatan
indeks daya beli. Mengurangi pengangguran yang discbabken oleh adanya
PHK pabrik-pabrik boneka yang bangkrut, dengan kembali mompekerjakan
mereka dalam mekanisme indusiri perumshan melalui usahs kerajinan
boneka yang dikembangkan dengart didukung oleh PPK-IPM Jawa Barat di
Kota Bekasi. ‘ i

. Pengembangan Ikas Hias ‘

Perkembangan produk ikan hias di Kota Bekassi sangat potensial
terutama untuk orientasi pasar ckspor dengan value added yang bersifat
optimal. Hubungan dan jaringan antara pemelihara ikan hias dengan
eksportic telah terbina sccara simbiosis mutualistis dalam ikaten sinergi
yang saling menguntungkan,

Terpilihnys kegiatan pengembangan ussha ikan hias dalam program
PPK-IPM Koia Bekssi, dipertimbangkan terhadap aspek-sspek sebapai
berikut: :

s Prospek pengembangan ikan hias cukup optimal unfuk

- dikembangkan menjadi bentuk usaha didacrah perkotaan.
¢ Pominat yang terjun dalam usaha ikan hias jumlahnys cukup besar di
Kota Bekasi. “
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« Sustainabiliti usaha cukup optimal karena tuntutan pasar vang terus
berkembang utamanya pasar ekspor (Singapura, Jepang, Hongkong,
Eropa dan belahan dunia lainnyal.

« Iklim yang sesuai bagi pengembangan budi daya ikan hias.

. Pakan, obat-chatan dan dukungan peralatan (teknologi) cukup
tersedia di pasaran. ‘ ‘

* Produk jkan hias Kota Bekasi, sudah sejak lama dikenal oleh pasar
dunia dan kualitasnya telah diakut oleh pasar dunia melalui jaringan
pasar Singapurs,

. chiaiaa'fni bertujuan untuk peningkatan pendapatan para petand
ikan hias dan pendapatan para Pembina petani fkan hias yang pada
gilirannya dapet meningkatken indeks daya beli.

o Perluasan pasar ikan-hias dengan orientasi ekspor dan dengan
peringkatan profit margin para ﬁetani’ dan para Pembina petant
utnuk selanj;itn}fa mampu mengembangkan kapasitas usaha.

o Pengenalan dan penerapan teknologi pengembangan Tkan hiss secara
optintal dalam kerangks prospek pengrubangan ikan hiss kemssa
depan yang sustainable,

¢. Pengembangan Plasma Sampah Plastik
Kebersaan sampah plastik di Kota Bekasi merupakan baglan dari sampah
yang perfu mendapat penanganan veng bersifat serius sesuai dengan '
karakteristik akemulesi jumlahnya dan sampah plastik it sugah busuk
(berbeda dengan sampak organik).

Sampah plastik it terus meningkat seiting dengan pertambahan pandudﬁk
dan pertambahan konsumsi dan produk yang ditopang oleh kehadiran
bentuk-bentuk sampak: plastik sbb: . "

» Meningkatnya jumlsh sampah plastik kresek dari berbagsi ukuran,

s Sampah plastik berupa botol-botol minuman,

61 ] Univorsiias indonesita

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP Ul, 2009



e Sampah plastik berupa packing makanan, ;zakaian, sepatu,
pembungkus buku, dan lain-lain.

» Sampah plastik bekas ember, bekas perabotan rumah tangga.

Sampéh plastik yaﬁg Jumlahnya kurang lebih 15% dari volume sampah
secara keseluruhan banyek sekali mengganggu lingkungan kebersihan kota
dan mengganggu saluran-saluran drainasi perkotaan, menyumbat di musim
penghujan,

Dengan demikisn keberadaan sampsh plastik di Kota Bekasi memiliki
makna  schagai masalgh vang harus dipecahkan karana menganggo
kebersihan dan keschatan Kota Bekasidan jugs sampah plastik tertentu
telah berubah menjadi bahan dasar plastik bernilai ekonomi dan telah
memberikan potensi keberhasilan baik untuk pemulung maupun untuk
bandar-bandar {pémulung),

Secara tidak langsung {efah membantu kKebersihan kota Bekast dari
tekanan sampah plastik. Oleh karena itu ditetapkan kelompok pémtxhz:zg
sampal dab bandar-bandamya perlu di bina melalui PPR-IPM, Karena
berdampak positif terhadap pambangunan Kota Bekasi ke dEpaz;a.

Sebagai dampak ¥angsmignya adalzh peningkatan pendapatan kepada
para pemulung yang jumbahnya telah ditetapkan (270 orang) dan kepada
bandar-bandar yang pada gilirannyva kemudian dapat meningkatkan daya
belinya, ‘

Tujuan yang iogin di capai dari pelaksanagan program Sigep Cipta’
kegiatan pembentukan plasme ussha pengolahan sampah plastik adalah

- menciptakan lapangan Kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal dari para
pengangguran dan keluarga miskin ditokasi kegiatan berada,

Berdasarkan data laporan badan Perencanaan dasrah (Bappeda) Kota Bekasi
bahwa sepanjeng tahun 2003 hingga tahun 2007, IPM Kota Bekesi mengalami
- pentngkatan yang cukup signifikan yaitn antara 7349 « 75.81 yang berarii tingkat
kesejahteraan mﬁsyaraizat Kota Bekasi secara umum tergolong menengsh ko vatas
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{berdasarkan klasifikasi IPM, UNDP, angka IPM 65-80 tergolong kedalam
kesejahteraan menengah ke atas),

Tingginya nilai IPM Kotz Bekasi ini tidak terlepas dari pengamth salah saty
Kompenén utama pembentuk IPM yaitu komponen berpengetahuan (knowledgeable)
yang direpresentasikan oleh Indeks Pendidikan (90.11) seperti angka mielek huruf
{AMH) dan rata-rala lama sckolah (RLS) yang memberlkan kontribusi besar bagi
pencapaian IPM Kota Bekasi yang diharapkan. Hal ini berbanding terbalik dengan
kemampuan daya beli masyarakatoya yang masih sangat rendah (62.34), belum terlihat
adanya kenaikan Indeks Daye Beli. Di lain pihak perguliran Dana PPK IPM baru
meluncur ehir tahun 2007, kalupun berdampak pada indeks Daya Beli belum ferlihat
daya ungkitnya.

S b i

Tabet 4.7, Indeks Pembangunen Manpuslz Kots Bekasi
dan Komponen Pembentuknya 2063 - 20607

Pembangunan masyarakat yang secara teknis divkur dengan IPM, memang tidak

semudah membalikan tangan, karena ferkait dengan faktor yang melekat dengan

karakter manusia yang sangat beragam. Oleh karenanya disamping memeriukan daaa
sarana dan prasarana jupa yang paling penting adalah konsistensi menjalankan program.
Hal inilah yang menjadlkan pentingnya pencrapan program yang berfufaun untuk

meningkatkan kescjablersan manusia melalui program Pendanaan Kompetisi Indeks

Pembangunan Manusta (PPK-IPM),

63 . Linlversitas indonesla

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP Ul, 2009

——



4.4, Hasil Data Penelitian

Hastl penelitian vang kuat dihasilkan dari serangkeian proses penelitian yang
harus memenuhi keidah penelitian yeng baku, Proses utama dalam penarikan
kesimpulan hasil analisls data yang umum terdapat dalam penelitian terbagi menjadi
figa tahapan; tahap pertema adalah uji validitas item dan reliabilitas instrument
penelitian, tzhap kedua adalah analisis data penelitian, dan yang ketiga adalah penarikan
kesimpulan. Dua tahap pertema disajiken dalam bab ini, sementara satu tahsp terskhir
disaiikan dalam bab lima,

Tahap pertama sebelum dilakukan dilakukan analisis data tentang Bvaluasi
Implementasi Program PPK IPM adalab melakukan uji veliditas item dan relizbilitas
tnstrumen, Kedua uil ini dimaksedkan unfuk melihat seberapa valid item pertanysan
yang mencerminkan variabel penelitian. Sernentara uji reliabilitas dilakukan entuk
mengetahui keterandalan instrumen pengumpul data. - Hasil uji validitas terangkum’

dalam tabel berikut

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
No Uji Validifas :
Trem Aspek Item R R | Keterangan
hitung | tabel
Adanye Penyampaian . _
informasi secara berkala oleh \
1 stasan tentang metode 2712 1 0,235 Valid
pelaksanaan progeam PPK ' :
PM
Pola . }?impia?zz menjelaskan
Komunikasi pelaksanail YEhg Rluil
2 , dengan pekerjaan-pekerjasn A0 | 0,235 Valid
program dengan baik dan “
jelas '
Cunz kesusksesan
3 penyelanggaraan program, 5231 | 0,235 Valid
diperlukan adanyan Surat :
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Keputusan sebagat legalitas
bekerja

Substanst dan peraturan
tentang kewenangan bekerja
telah membanta dalam
implementasi program

3361

0,235

Valid

Keberhasilan program juga
karena melibatkan pariispast
masyarakat '

2509

0,235

. Valid

Program yang telah
ditaksanakan memberikan
ruang besar bagi keterlibatan

masgyarakat

42171

0,235

Valid

10

i1

12

13

Sumber

- Daya

Pentingnya koordinasi antar
petugas dalam implementasi
program di lapangen

5243

0,235

Yalid

Koordinasi antar pelugas
pelaksana program PPK IPM
antara kegiatan di bidang
pendidikan, kesehatan dan
daya beli berjalan sesuai
dengan semestinys.

3603

8,235

Valid

Dalam pendistribusian,
anggaran pelaksanaan
program tersedia sesuai
jadwal yvang telah ditentukan

4725

0,235

Valid

Pencairan anggarag telah
sesuai dengan alokasi yang
telah diteatukan :

2363

0,235

Valid

Pelaksana mendapatian honor
yang mencukupi dalam
melaksanakan kegistan

2898

0,235

Valid

Penyediaan peraiatan
penuniang pelaksanaas telah
terpenuhi untuk mendukung
kesuksesan program

3269

0,235

VYalid

Penyediaan peralutan sesuai
dengan tenggat wakiu yang
diberikan sehingga tidak
mienggangen kelancaran

0679

0,235

. Valid

635
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pelaksanaan program

Dalam implernentasinya,
kesuksesan program PPK :
14 [PM didukung juga oleh 3275 | 0,238 Valid
kesepahaman semua urit
pelaksana

Tim pelaksana sesuai dengan
15 bidang vang dibutehkan 3749 10,233 Valid
dalam keberhasilan program

Sikap Perekrutan dilakukan hanya
Pelaksana | denpan mengacu untuk
mengisi kekosongan kegiatan
di dinas terkaif

16 2376 | 0235 | Valid

Tim pelaksana bekerja penuh
17 untuk program yang 4398 | 0,235 Valid
dilaksanakan ‘

Honor yang diberikan sesuai ‘
i8 dengan kinerja dan tanggung | 6647 | 0,235 Valid
jawab yang dilakukan

Keberhiasilan program
didukung oleh kemudahan '

19 pelaksana dalam mendapatkan | 6968 | 0,235 Valid
pelayanan dari instansi 2

Birokrasi | kepemerintahan :

Dalam pelaksanaannys, setiap
orang telab memilild tugas
dan wewenang seoara jelas
dan tegas

20 3869 | 0,235 Valid

Dari hasil uji validitas instrumen seperti disajikan pada tabel df atas terlibat
bahwa dari 43 item yang dinjikan terdapat 20 item valid. Hal ini teriihat dari nilal r
hitung dari masing—masing iten valid tersebut > 7 fubel, Adapun nilai r tabel didapat
dariN - 2= 72 —2 = 70 dengan tingkat signifikansi 5 % adalah sebesar 0,235, Ttem-item
yang tidak valid tersebut tidak disertakan dalam analisis basil penelitian,

Hasil uji reliabilitas instrumen menunjukkan bahwa instrumen penelitian ini
memiliki keandalan vang tinggi, terlihat dari nilai alpha cronbach 6,8%09. Berdasar
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hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut, maks instrumen untuk mengukur Evaluasai
PPK IPM ini dinyatakan valid dan andal. '

44.1. Gambaran Umum Irhp_lementasi Progyam PPK IFM

Program Pendansan Kompetisi dan Akselerasi Menuju Peningkatan Indeks
Pembangunan Manusiz (PPK IPM) Tahun 2007 di Kotz Bekast meliputi 3 (tiga) bidang,
Ketiga bidang tersebut adalah bidang pendidikan, bidang keschatan, dan bidang
pengingkatan daya bell masyarskal. Dari sefiap bidang diambil sejumiah sampel vang
dijadikan responden dalara penelitizn jni. Gembaran umum responden dari setiap
bidang disajikan dalam Tabel IV.2 berikut,

Tabel 4.9
Gambaran Umum Responden
‘ Jenis Kelamin ‘
Taki-laki Perempoan! Tolal
!Bidang Bidang Count ' 21 12 ‘33
Kegiatan Pendidikan Ly :
-+ Y% within Bidang 63.6% 36.4%| 100.0%|
Kegiatan
Bidang Count 14 -7 21
Kesehatan O wasielalie Y3l ;
gﬁ;‘fﬁg Bidang §67%  333%| 100.0%
Bideng Daya  Count 13 5 18
Belt % within Bidan :
g
| ' Kegistan 12.2% 27.8%| 100.0%
Total ' Count e 48 24 72
% within Bidang o 5 o
Kegiatan 66.7% 33.3% Iaﬁ.afal

Berdasarkan tabel di atas diketabui bahwa jumlah responden keseluruhan
berjumlah 72 orang terdiri dm 48 orang responden faki-laki dan 24 orang responden
perempuan. Sementara berdasarkan bidang kegiatan terdapat 33 orang responden
menangani bidang pendidikan, 21 orang responden menangani bidang kesehatan, dan 18
orang responden menzngani bidang peningkatan daya beli masyarakat.
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Aspek-aspek program yang dievaluasi dalam penelitian ini mencaku;i empat hal,
yaitu aspek pola komunikasi, aspek sumber daya program, aspek sikap pelaksana, dan
aspek birokrasi, Analisis data didasarkan pada data yang berhasil diperoleh dengan cara
menyebar kuesioner kepada setiep pelaksana Program Pendanaan Kotnpetisi dan
Akselerasi Menuju Peningkatmi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) Tahun 2007
di Kota Bekast terkait keempat aspek tersebut.

Selain itu, analisis data juga dilengkapi dengan berbagai jawaban yang berhasil
dihimpun melalul wawancara dengan beberapa pelaksana dari masing-masing bidang

program.

A. Pola Komunikasi

Hal terpenting bagi keberhasilan implementasi kebijakan adalsh baliwa
pelaksana kebliakan mcngctahzzi aps yang barus dilakukan, Sebelum dilaksanakan,
keputysan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus ditsruskan kepada personel
vang tepat. Oleh karena itu, komunikesi vang digunakan harus akurat dan harus

dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang - J

jolas agar suaty kebijakan dapat dipahami schingga untuk selanjutnys kebijskan itu
dapal dimplementasiken sebagaimena mc;;;finya‘ Selain itu frekuensi pérﬁcmuan nntuk
sostalisasi dan evaluasal program juga tidak kalah penting untuk diperbatikan.

~ Berikut inl disaffkan hasfl jewaban-jawaban responden mengensi pola
komunikesi yang dibangun Pemerintah Kota Bekasi terkait Program Pendanaan
Kompetisi dan Akselerasi Menu;iu Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK
IPM) Tahun 2007
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Tabel 4.16.
Frekuoensi Pelaksanaan Rapat étazz Penywluban
Mengenai Petunjuk Pelaksanaan Program PPK IPM

1 Frequency | Percent
Lkalidalamsatubulan| 34| 472
2 kali dalam sate bulan t47 194
Tidak tentn } i3 18.1
Tidak Jawab 11 i5.3
Total 72| 1600

Berdasar data di aias dapat dijelaskan bahwa frekuensi pertemuan untuk
pelaksanaan rapat atay penyuluhan mengenai petunjuk pelaksansan Program PPK IPM
diakui banvak responden (47.2%), vang kesemuénjfa pelaksena lapangss, hanya
dilakukan sebanyak satu kali dalam satu bulan.

Adanya perbedaan dalam merjawab karens proses pertemuan yang membahas
tentang program dilaksanakan berdasarkan masing-masing bidang. Dengan demikian,
proses rapat yang dilaksanakan di bidang pendidikan memiliki intensitas pertemuan
yang berbeda dengan bidang kesehatan dan bidang duys beli.

Tabel 4.11.
Peayampaian Materi dalam Pertemuan

Frequency | Percent
Pembuat kebijokan langsung | 261 361
Sclalu diwakilikan 207 218
Pejabat siapa pun 11 153
Lainnya 4 5.6
Tidak Jawab 10} 153
Total B P T

Berkaitan dengan mater! pelaksanaan program yang harus dijalankan oleh
pelaksana lapangan, sebagian besar responden (36.1%) berpendapst behwa materi
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disampaikan secara langsung oleh pembuat kehijakan, Dari data ini, maka kcmungkinan
terjadinya kesalahpahaman mengenai pelaksanaan Program PPK IPM sanga kecil
sekali, sebab miateri disampaikan langsung ofeh pembuat kebijakan program,
Pelaksanaan program vang juge dimonitori oleh pemerintah propinst menjadi
alasan bagl pembust kebijakan, untuk dapat tezjun langsung menjelaskan implementasi
program. Hal ini karena program PPK IPM didanai oleh pemerintah propinsi dengan
bantuan tambahan dana dari pemerintah daerah, Dengan demikisn, pembuat kebijakan
merasa perlu untuk turan langsusg menyampaikan program tersebut agar prbses
implementasi sesuai dengan target yang diharapakan,

Toabel 4,12,
Materi Pertemuoan Disampailan Secara

Frequency Percent
Umum 231 319
Rinci 37| 514
Tidak Jawab 12 16.7
Total 721 16008

Selain lamanya wakin pertemvan yang cukup panjang, materi progmm yang
disarapaikan jugs mengindikasikan hasil yang balk bagi pemahaman setiap petugas
pelaksana fapangan. Berdasackaa data pada tabel di atss, diskui oleh mayoritas (51.4%%)
responden bahwa materi pertermuan mengenai petunjuk peiaksanaan program PPK IPM

disampaikan secara rinci oleh pembuat kebijakan pada setiap kali pertemuan. -

Sedangkan hanya 31 % (23 responden) yang menyatakan bahwa materi disampaikan

SECArs WnunL.
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Tabei 4,13,
Freluensi Pejabat Tingkat Atas Turun Ke Lapangan -

frequency | Percent
1 kati dalam satu bulan 2217 306
2 kali delam satu bulan | 12 16.7
Tidak tentn 23 31.9
Lainnya i 1.4
Tidak Jawah : 14 15.4
Total 721 1006

Sementara itu, berkaitan denpen partisipasi pejabat tiigkat atas dalam

melakeanakan pemantavan di lapangan, sebagian besar responden menyatakan bahwa -

para pejabat fersbut fidak tentu (31.9%) melakukan kunjungan ke lapangan bahkan tidak
sedikit juga yang menyatakan hanya satu keli dalam safu bulan {30.6%). Hal inf bisa
berekibat pada kurang larcarnya komunikasi antara pelaksana fapangan dengan
pengambil keputusan yang bekepentingan dmg&a program PPK IPM ini. Dan yang
dirugikan pantinya bukan éaja Pemerintab Kota Bekasi, namun yang utama adalah
masyarakat sasaran program fersebut, :

Selain tidak tentu dan jarangya pejabat tingkat atas terkait program PPK IPM
untek tirun ke iapaagan,'hal ini juga didukung dengan minimnys frekuensi untuk
melakukan evaluasi kegiatan dan pelaksanaan lapangan. Sebagian besar (34.7%)
responden menyatakan balwa evaluasi program dilakukan hanya situ kali dalem saty
bulan. ‘ ‘

Tabel 4,14,
: Menpenai program PPK IPM ini, warga masyarakat

: \ Freguency | Percent
Masih banyak yeng belum mengetaid i% 25.0
Rebagion besar sudeh mengstahui progeasm it ‘ 7 27
Hanys mavyarakat yang terfibat delem progrsn yang mangetehui 36 306
Fidak Javeab | 1] 154
Toal _ _ 72{ 1000
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Dalacn implementasi program yang ditwjukan ukepada masyarskst, maka
pengetahuan masyarakat tenteng program ini menjadi hal yang penting. Dari prespektif
pelaksana, dapat digambarkan sebagian besar responden menyatakaix bahwa hanya
masyarakat yang menjadi sasaran program ini saja yang mengetahui program PPK IPM
{50%) sementara banyak juga yang menyatakan bahwa masih banyek masyarakat yang
belum mengetabui program ini (25%). ‘

Tingkat masyarakat yang hanya terlibat saje dalam program karena memang
dalam desain yang dilakukan program ini ielah direncanakes hanva menjangkau
masyarakat yang menjadi sasaran program. Dengan harapan masyarakat yang menjadi
saasaran program depat menjadi media untuk menyampaikan kepada masyarakat yang
dianggap perlu dilibatican dalam program ini.

Tabsl 4.15.
Pelaksanaan Pragram Moelibatkaa Partisipasi Masyarakat
: _ . Fregquency | Percent
Valid | keterlibatan akiif mulai peramusan, implementasi hinggn 14 194
- | evaluasi ; i

masyarakat hanya dilibatkan ke:tka merumuskan program 3 472
masyarakat hanya dilibatian ketilea implementasi program 42 58.3

Tidak fawab i3 18.1

Total _ 721 1860

Dalam hal apakaly, kemudian mas}rarakat dilibatkan dalam menyuksseskaﬂ
program PPK IPM ini? Sebagian besar (58.3%) responden mm;awab bahwa f{:aﬁyazakat :
dilibatkan hanva sebatas pade saat zmpicmentas{ program. Hanyn sebagian kecil yang
| menyatakan melibatkan masyarakat mulai dari perumosam, implementasi, hingga
avaluasi. y :
Proses pariisipasi mas&a_rakat merupakan ¢ite-cita penciptagan good governance
di Indonesia, Dengan adanya partispasi masyarakat, maka proses pembustan kebijakan
memang ;:iidesain untuk terciptanya kesejahteraan masyarskat. Dengan demikian proses
Pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat fidak secars pragmatis
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diserahkan kepads para perencana dan decision makers, juga tidak secara ideologis
ditentukan oleh suatu sistem ide-ide ciptaan sementara orang, melainkan dipertanggung
jawabkan pada nilai-nilal dasar masyarakat ysng bersangkutan, Dalam arti baik
tikisknya sustu aliematif terpantung dari sesuai tidaiux};a dengan nilai-nilel dasar
masyarakat yang bersanghutan. Milstnilai itu hams dikemukakan dengan terbuka,
Fakia iiaﬁwa suaty pembangundn sesuai dengan nilai-nilai masyarakat ifu akan kelihatan
dalam ftingkat persetujuan masyarakat terhadapnya (Suseno, 2001:69). Dengan
demikian, dari. prespektif di atas, maka pola partispasi masyaraket vang hanys
dilibatican dalam proses kmplementasi saja, belum sesuai dengan asas-asas partipasi.

B. Sumber Daya _

Selain pola komunikasi, aspek lain yang jupa sangat penting dalam Kesuksesan
sebuah program adalah sudiber daye, baik berupa dane maupun sarana penunjang. -
Berikut ini disajikan tabel-fabel hasil penghitungan data isian responden mengenai
sumber daya yang tersedia dalam program PPK IPM di Kota Bekasi tehun 2007,

Tabel 4.16.
Tahapan Pengucuran Dana Pelaksanaan Kegiatan

Frequency | Percent

Satu tahap 5 6.9

Dus tahap 36 500

Tobik dari 7 tahap B 125

Tidak tentu | 7 8.7
Tidak Jawab ' 157 208
Total - 721 1068

© Menurut scbaglan besar responden {50%), dana yang dibuiubkan untuk
pelaksanaan program PPK IFM ini dikucurkan oleh pemerintah kota dalam dua tahapan
dan hanya sebagian kectl yang menyebuﬁcan bahwa dana kegiatan. dikucurkan dalam
labih dari tahap (12.2%) dan dalem sshs taﬁap (6.9%). Namun responden tidak
menyebutkan rentang waktu pencairan dana dari satu tahap ke tahap yang [ain.
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Tabel 4,17,
Anggaran Dapa Yang Dialokasikan Unfuk Kepiatan

Frequency | Percent
Mencukupi 22 306
Kﬁrang'mencakupi- - 37 514
Tidak Yawab i3 8.1
Total 721 10090

Jawaban mengejutkan diberikan olsh responden ketika ditanya mengenai
kecukupan dana pelaksanaan program, Mayoritas petugas pelaksana lapangan (5'1 A%}

menyatakan bahwa dana yang dislokasikan kurang mencukupl demi suksesnya program

PPK IPM ini.
Tabel 4.18.
Honor Bagi Pelaksana Lapangan

Frequency | Percent
Memuaskan . 28 38.9
Sangat memuaskan 3 4.2
Kurang memuaskan 29 40,3
Tidak Jawab 2| 167
Total : 72| 1009

Meski mereka menyatakan bahwa dane yang disnggarkan furang mencukugi,

sehaglan besar responden menyaiakan bahwa honor vang mereks ferime lebih dari |
cukup. 38.9% responden menyatakan honor yang mereka memuaskan, bahkan ada yang

menyatakan sangat memuaskan {(4.2%). Namun tidak sedikit pula yang menyatakan
bahwa honor yang mereka terima kurang memuaskan (40.3%). '
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Tabel 4,19,
Saranu Yang Dibutubkan Dalam Pelaksanaan Program

Frequency j Percent
Sesual Dengan Standar Yang Dibutuhkan 41 569
tidak sesuai dengan standar 19 264
Tidak Jawsb 121 . 167
Total 727 1600

Kemudian bagsimana dengan sar;ﬁna yang disediakan Pemerintah Kota Bekast
untuk menunjang kinerja petugas pelaksana demi suksesnya program PPK IPM ini?
Mayoritas petugas pelaksana lapangan (5__6.'9%)“' menyatakan bahwa perafatan yang
disedinkan sudah memenuhi standar untuk membuat program ini berlangsung dengan

sukses.
e M it
' Tabel 4.26,
N Standar Kualifikasi Dan Kualitas Peralatan Pelaksanaan Program
Frequency Percent
Memenuhi syarat 42| S83
Kurang memenuhi syiwat 6] 222
Tidak Jawab 4| 194
Total 100.4

72

Jawaban responden berkenaan denpan kualifikasi dan kualitas sarana yang
disedinkan Pemerintah Kota Bekasi sejalan dengan perfanyaan mengenal sarana yang
disediakan, Mayoritas responden (58.3%) menyataken bahwa kualifikasi dan kualitas
sarana yang disediakan sangat memenuhi syarat untuk kesuksesan propram PPK IPM
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Tabel 4.21-
Ketika Sarana Pendukung Program Mengalami Gangguan Atau Kerusakan,
‘ Penggantian Peratatan Dilnkukan

Freguency | Percent
Cepat 18] 139
Lambat . 42 383
Patungan biaya petugas pelaksana s 6.9
Tidak Jawab 151 208]
Total 72 1800

Meski kualitas dan kualifikasi sarana yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi
untuk pelaksanaan program ini terbileng memvuaskan, namun mayoritas responden
(58.3%) juga mengelulikan mengenai lambatnya penggantian sarana yang mengalmi -
gangguan atau kerasakag,

. Tabel 4.22, .
Materi Pelatiban yang i}iberik:m Kezpada Pefugas Lapangan
Freguency | Percent
Sesuai dengan tugas kerja . 48 556
Kurang sesuai dengan tugas kerja 16 222
Tidak Jawab P 16 222
Total ' . T2 1600

Pada bagian penjelasan mengenai pols komunikasi sudah dijabarkan mengenai
frekuensi serta lamanya pertemuan sosialigasi program PPK. IPM. Pada tabel di atas
dijabarkan hasil jawaban responden mengenai kesesuaian materi yang diberikan pada
saat pelatihan dengan tugas -kerja vang dilaksanakannya di lapangan. Hasilnya,
mayoritas responden (55.6%) menyatakan bahwa apa yang mereka terima selame masa
pelatihan dan sosialisast sesuai dengan tugas kerja mereka di lapangan, ”
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Tabel 4.23, :
Waktu dan Frekuensi Pelafiban Materi untuk Petugas Lapangan

Frequenoy | Percent
Mencukupi ' . 321 444
Kurang mencukupi 28 389
Tidak Yawab T 6T
Total 721 1000

Meski mayoritas responden menjawab sesuai antars apa yang mercka terima
pada saat mereka mengikuti pelatihan ciézzgan tugas kerja mercka, namun jawaban
mereka atas pertanyaan waktu yang dibutuhkan untuk pendalaman materi saat pelatiban
hampir berimbang. 44.4% responden menyatakan bahwa waktu daa frekuensi pelatihan
materi sebelum tefjun ke lapangan dirasa sudah mencukupl namun 38.9% responden
juga menganggap bahwa wakty dan freluenst pelatihan km_‘ang memadal,

€. Sikap Pelaksana

Dalam menunjang kesuksesan sebuah-program kerja pemerintahan, sikep para
pelaksana program juga mcz*gaéz aspek yang tak kalah penting. Sikap profesionalisme
para petugas pelaksana tentu memberikan hasil-kinerja vang jauh lebih baik. Namun
sikap profeisionalisme ini juga harus didukung dengan imbalan-imbalan vang sesuai
dengan hasil kerja mereka. Hal-hal yang terkait dengan sikap peleksana ini pencliti
tanyakan kepada responden, yang semuanya méméakau petugas peleksana lapangan.
Jawaban mercka disajikan dalam tabel-tabel berikut ini.

| Tabel 4.24, .
Perckeatan Potugas Lapaogan Dan Laionya Sesuai Devgan _

; Freguency | Percent

Kemampuan dan keahlian & bidangnye 45 62.5

Kedekatan dengan pejabat atau pegawai pemerintahan 13 18.1

Hanya untuk mengisi kekosongan Zowcngaﬁ pekeriaan 3 42

Tidak Jawab ' 13 15.3

Total 721 1000
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Manurut mayoritas responden (62.5%), perelautan petugas ‘peiaksana lapangan
dalam program PPK IPM ini memang didasarkan atas kemampuan dan keahlan mereka
pada bidang kerja mereka masing-masing. Hal ini menihilkan anggapan yang selama ini
beredar bshwa petugas vang berkaitan dengan program pemerintah selalu hanya
melibatkan orang dekat pejabat dan pegawai pemerintahan tanpa melihat Icamamzmém

dan keahlian mercka. Ha! ini telihat dari sedikitnys responden (18.1%) yang -

menyatakan bahwa dengan pejabat atau pegawai pemerinishan yang bisa membuat
mereka menjadi petugas pelaksana lapangan,

Tabel 4.25
Petugas Pelaksana Lapangan Menerima Insentif

_ Frequency | Percent
Hanya gaii vang sesnai dengan tugas keria & bidang keghlian C29 40.3
Diberikan bonus tambahan sesual dengan ketekunan kinetja
: ; 21 29.2
mereka .
Hanya diberikan setiap perkegistan program 9 12.5
Tidak Jawab ' 131 184
Total ' . 721 100.0

Dengan tanggung fawab yang begitu besar serta sebagian besar petugas vang
bekeria penvh wakiy pada program ini, berepa besar imbalan yang mercka terima
daégm menjodi petugas pelaksana lapangan pada program ini? Secbagian besar

responden (40.3%) menyatakan bahwa mercka diberi gaji vang sesusi dengan tuges _

kerja dan bidang keahlisn mereka, Namun tidak: sedikit (29.2%) juga yang menyatakan
buhwa mereka mendapat bonus tambahan sesuai dengan kinetja mereka,
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© Fabet 4.26

Honor/gaji yang Diberikan

) Frequency | Percent
telah sesuai dengan kualitas pekerjadn FAR B Y
Yidak sesuai dengan fingkat Kesulitan program 561 364
kecil, tapi diberi keleluasaan untuk mencari sumber lain 5 69
Tidak Jawab ” 147 194
Total . 721 1000

Jawaban yang diberikan responden seperti dijelaskan pada penjelasan di atas
sesuai dengan jawsaban yang mereks beriken mengenal seberaps sesuai gajishonor yang
mereka terima. Sebagian besar responden (37.5%) menyatakaa gaji yang mereka terima
sesuat dengan kuslitas pekerjaan yang mereka lakukan, Sementara tidak sedikit pals
{36.1%) yang meuy\atakan bahwa gaji yang mercka dapat dari melaksanakan kegja
sebagai petugas pelaksana lapangan pads program ini tidak sesusi dengan tngkat

kesulitan dan tanggung jawab yang mercke emban. '

Tabel 4.27.
Pelanggaran Kinerja Yang ]}ilakukag Oléh Petugas Pelaksang Lapangan

, Frequency | Porcent

[ Tidak ditindak sebagaimana mestinya . 18] 208

Difindak sesua) dengan tinghat pelengparan yang ditakukan 351486

Fiukurman yang diberikan sama uniuk semva fingkat pelanggaran EY Y

Tidek Jawab : \ ‘ 9] 264
Total | | S 2| 1000

Sifat profesionalisme juga ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Bekasi selaku

pemilik program PPK IPM ini. Menurut éebagian besar responden (48.6%) mﬁr\eka_

mendapat hukuman yang setimpal jika melakukan pelanggaran kinesja dan hukuman
vang dijatubkan setimpal dengan pelangsarsn ‘yang mercka fakukan. Hal ini jogs
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menihilkan anggapan balwa pekerja yang melaksanakan program kerja pemerintahan
dapat bekerja semaunya tanps adanya hukuman jika melakukan pelanggaran.

D. Birokrasi '

Aspek terpcniiug lain dari kesuksesan program PPK IPM di Kota Bekasi adalah
. birokrasi. Dari aspek ini penulis ingin méiihat apakah sistem birokrasi terkait program
PPK IPM ini diberiakukan kepada para petugas lapangan sama dengan sistem birokrasi
pada umumaya. Berikat ini adalah respon fawaban dari para petugas pelaksana lapangan
mengenai hal terebut. ’

Tabel 4.28,
Pelayanan Birokrasi Petupgas Pelaksana Lapangan
Terkait Program PPK IPM

) _ Froguency | Percent
Diperlakukan sama dengan warga lain 28 389
Sulit mendspatkan pelayanan yang eepat : 6] 222
Mendapatkan pelayanan yang berbeda untuk mempermudah 1 153
jalannnya program : )
Tidak Jawab ' 177 236
Total , 721 1000

Menurut sehagian besar (38.9%) petugas pelaksana lapangan program PPK IPM,
mereka- diperlakukan sama pada sast berurusan dengan birokrasi unfuk keperluan
pelaksanaan program PPK, IPM jnl. Hanya sehagian keol! (15.3%) yang menyatakan

. bahwa mercka meézcta’pat pclayanan yang berbeda demi mempermudah ja?w
Dari jawaban responden di atas bisa dimengerti, mengapa mereka selalu

mengalami keferlambatan penyediaan peralatan sarana penunjang pada saat peralatan |

‘yang ada rusak atau mengalami gangguan. (lihat peniclosan Tabel IV.18)
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Tabel 4.29.
Dalam Urusan yaug Terkait Dengan Administrast Pemerintahan

Frequency | Percent
Para pejabat tingkat atas memberikan jaminan kemudahan 31 43.1
Tidak memperdulikan urusan birokrasi 9 12.5
Menyerahkan semua urusan birokrasi ke bawahannys 121 167
Tidak Jawab 207 2738
Total - . 72¢ 10001

Jawaban yang berbeda diberikan responden untuk birokrasi yang ferkait dengan
administrasi pemerintahan. Sebagian besar resporuden {43.1%) berpendapat bahwa para

pejabat tingkat atas memberikan jaminan kernudahan ferkait dengan administeasi

;:cmerintﬁhaﬁ.
Tabel 4.30,
Petunjuk Pelakasanaan (Juklak) Program PPK IPM

\ '- Frequency { Percent
Telah mengatur tugas dan program ketja masing-masing bagian 26 |
dengan jelas :
Kurang jelas tugas dan program kerja masing-masing bagian 1 154
dengan Jefas : ’
Persturan jelas, hanva sulit ditmplementasikan 15 20.8
Tidak Jawab 20] 2781
Total ' ' i _ et - - 721 1300

Bagizn terakhir birokrasi ini, sepertt *tiisajikm pada tabel di atas, sejalan dengan

apa, yang pernah pada Tabel 4.13 yang menjelaskan mengenai rincian penyampaien
materi, Pada bagian ini responden juga menyataksn bahwa Petunjuk Pelakasanan
(Juklak) yang menjelasakan tugas kerja setiap petugas serta program kegiatan PPK IPM

sebagian besar responden (36.1%) menyatakan bahwa Juklak telah mengatur tugas dan.

program Kerja masing-masing bagian dengan jelas dan mudah untuk diimplementasikan,
Sementara sebagian kecil responden {I5.3%) menganggap Juklak yang ada kurang
memadai dalem menjelaskan tugas dan program kerja masing-masing bagian. Selain ity,
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ada sehagian responden (20.8%) yang mmyatékan bahwa meski sudah sangat jelss
mengatur tugas dan program kerja program PPK IPM ini, namun apa yang dijelaskan
dalam Juklak sangat sulit untuk diimplementasikan.

44.2. Aunalisis Implementasi Program Pendanaan Kompetisi dan Akselerasi
Menuju Peningkatan Indeks Pembangonan Manusia (PPK IPM) pada’

Tingkﬁt Pelaksana

Pada bagian int disajikan analisis mengenai aspek-aspek vang telah diukur dan
dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya. Analisis ini disajikan dengan membandingkan
data survei yvang didapat dari kuesioner dengan hasil pengukuran menggunaken Skela
Likert dan wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa orang responden, Jumlah
responden yang mengist instrumen berbentuk Likert ini berjumlah sama dengan mereka -
yang mengisi kuesioner, sementara mereka vang dipilih untuk wawancara ini adaleh
sebesar 9 orang. Mereka terdici dari;

Tabel 4.3L

Jduminh Sampel Wawaneara \
. Jumlak | Jumiak Sampel Jumiah Sampel
Bidang Papulasi | Dalam Penelifian | Dalam Wawanears

Bidang Pendidikan 40 orang 33 responden 4 responden
Bidang Kesehatan 30 orang 21 responden 3 responden
g::f“g Peningkatan Day8 | 50 orang | 18 responden 3 respondén

Jumtah 90 orang | 72 ressponden - 9 responden
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Al Pela Koounikasi _ ,

Berikut ini disajikan analisis sikap responden terhadap pola komunikasi yang
dikembangkan Pemerintah Kotz Bekasi terkait Program PPK IPM yang diadakan pada
tahun 2007,

Tabel 432,
Penyampaian informasi secara berkala oleh atasan tentang pelaksanasp program

Freauency | Percent | Valid Percent
Sangat Setuly 22 30.6 6.6
Setuiu 47 65.3 63.3
Tidak Setujy | . 3 4,2 42
Total 72| 100.0 160D
]
A6
m«
By
§ o
R WW Betuk: Tidek Sébiu
Panysrpalin Wformast Sadars Barkals

Berdasarkan hasil penghitungan yang disajikan. pada tabel di atas diketahui
bahwa mayoritas responden {65.3%) menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah
menyampaikeiﬁ informasi secara berkala mengenai metode pelaksanaan Program PPK
IPM. 30.6% juga menyatakan sangat setuju mengenai hel ini.
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Tabel 4.33.
Pimpinan menjelaskan pelaksanaan yang berkaitan dengan pekerinan-pekerjann
program dengan baik dan jelas

Frequency { Percent | Valid Pergent | Cumulative Perceat
Sangat Setuju i8 250 235 258
Sefujy 4% 68.1 68.1 93.1
Ragu-ragu 2 2.8 28 938
Tidak Scnju 3 4.2 4.2 100.0
Total 72| 1000 100.0

Sementara terkait dengan kefelasan informast yang disarmpaikan terkait dengan
pmgram' dan tupas kerja masing-masing petugas pelaksana diketshui bahwa mayoritas
responden menyetakan bahwa apa yang dxsampmkan pada saat sostalisasi program dan

pelatihan sangat mudah moreka pahami. Sehanyak 68.1% responden menyatakan setuju .

dan 25% menyatakan sangat setuju bahwa mercks mudsh memshami aps vang
disampaikan oleh pejabat pembuat program.

_ Tabel 4.34,
Guna kesasksesan penyelanggaraan prograny, diperinkan adanyan Surat
Kepufnsan sebagai legalitas bekerja

Frequency | Percent | Valid Percent | Cumalative Percent
 Sangat Sefuju 14 19.4 194 194
Setuju 41 569 569 704
Ragu-ragu 7 9.7 9.7 861
Tidak Setuju 10 139 iy al 30 166.2
Total 721 1000 100.0

Has#i penghitungan vang disaiikan pada tebel di atas diketahui bahwa mayoritas
responden (56.5%) menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah menjamin
légsﬁizas bagi petuges pelai:saaa lapangan Program PPK 1PM dengan mengeluarkan 8K
penunjukken. o
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Tabel 4.35,

Substansi dan peraturan fenfang kewenangan bekerja telah membantu datam

implemeniasi program

) Frequengy | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setuju 3 6.8 6.9 6.9
Setuiu 52 722 722 792
Ragu-ragu 3 114 1113 90.3
Tidek Setujy 7 9.7 9.7 - 1040
Total 211000 160.0

£33

Froauency

Sangal Saivie S

Roxgei-rigst Tidid: Galfu

Helelasan Substanst dan Peraturan Tentang Kewerangan Keda

Selain legalitas yang dituangkan melalui SK, substansi dan peraturan mengenai

g&w&nangan Kinerja para petugas di lapangan menjadi indikator penting bagt
kesuksesan terlaksananya program PPK IPM tahun 2007 inl. 722% responden
menyatakan kesefujuannya bahwa hal ini Jjuga memberikan kejelusan bagi merka dalam
wmenjalankan pekefjaan mercka di _iapang,mi, :

Tabel 4.36. ;
Keberhasilan program juga karcas melibatkan partispasi masyarakat
?m:;tzemy Pervent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setuju|] . 19 26.4 26.4 264
Setuju 53 73.6 73.6 100.5
Total 72 1000 100.0
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Fremuancy

Sargut Hutoke

Kebedasiian Program iys Ketena Maibatlan Parllspasl Masyseakal

Terkait dengen  keterlibatan wasyargkat semua responden  mcnyatakan
kcsefajamny& 73.6% responden menyatekan setifu dan 264% menyatakan sangat

sefutu, Dengan demikian, bahwa persepsi péiaksana sangat merespon partipasi

masyarakat, Apalagi partispast masyarakat dalam sekarang mendapatkan porsi dalam

proses peningkafan kescjahtorasn masyarakat, Dengan adanya pola pastispasi

masyarskat, maka diharapkan segala program sesuai dengen vang dibutuhkan

fnasyarakat.
. Tabel 4.37, ; :
Program yang telak dilaksanakan memberikan ruarig besar bagi keterlibatan
. magyarakat

Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setuju 151 208 20.8 208
Sefuju 31 43.1 431.1 63.9
Ragu-ragu 7 9.7 9.7 736
Tidak Setuju 19{ 264 26.4 1800

Total 72| 1600 100.0 |
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40

154

Fraqueney

Prograrm ﬁimﬁ fuang Besar Bag! Kelemibatan Masyarakat

Hasil yang disajikan pada tabel di atas mengenai ruang yang luas yang diberikan
kepada masyarakat untuk tetlibat aktif dalam program PPK [PM ini juga disetujui oleh
sebagian besar responden {43.1%) dalam membeorikan kontribusi bagi suksssays
pelaksanaan program PPK IPM ini,

B. Sumber I.’layé

Berjalannya sebush program tak skan sekses tanpa adanys surmber daya yang
memiadai. Skap para petugas pelaksana akan hal ind tergambarkan dari hasil analisis data
vang disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4.38.
Pentingnya koordinasi antar petugas dalam implementasi program di Iapangan
Frequeney | Percent | Valid Percent | Cumnulative Percent
Sangat Setuin i3 20.8 20.8 20.8
Setujn 53 736 73.6 G4.4
Tidak Setuju 4 36 3.6 1000
Total 721 1000 100.0
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Hasil peaghitungan seperti disajikan pada tabel di atas diketahui bahwa schagian
besar petugas yang dijadikan -sampel penelitian (73.6%) setsju bahwa selams
melaksanakan tugas kerja pada program ini koordinasi antar petugas terlaksana dengan
baik,

‘ . Tabel 4.39.
Koordinasi apfar petugas pelaksana program PPK YPM antars kegiatan di bidang

pendidikan, kesehatan dan daya beli berialan sesuai dengan semestinya

. Freguenocy § Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setuju | 4i 586 5.6 . 56
Setuju 38 32.8 52.8 $831
Ragu-ragu 10 13,9 13.8 722
Tidak Setuju 20 27.8 27.8 100.0
Total Tl 1000 160.0

Masih terkait dengan koordinasi, sikap yang sama juga ditunjukkan ferkait

dengan koordinasi antar bidang kegiatan, Sebagian besar responden (52.8%)
menyatakan kesetujuan mereka bahwa koordinasi antar bidang kegiatan vang dijalankan
dalam program: PPK IPM ini berjalan dengan baik

Tabel 4,40,
Dalam pendistribusian, &aggama pelaksanaan program fersedia sesval jadwal
‘ : vang telah diteatukan

Freguency 1 Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Seluijn ’ G 12.5 W] 58.9
Ragu-ragu ¥ 23.5 23.6 80.6
| Tidak Setuju 32 4.4 444 444
Sangat Tidak Setuju 14 19.4 19.4 100

Total 72 100 100

Kemudian bagaimana angparan vang disediakan tersedia pada saat dibutubkan?
Sebagian besar responden {44.4%) menystakan bahwa anggaran yang disedigkan

82

Universiiag Indonosia

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP Ul, 2009




Pemerintah Kota Bekasi turun tidak sesvai dengan jadwal yang ditetapkan, Bahkan 14
responden (19 %) menyikapi dengan sangat tidak setuju bahwa dana yang diturunkan

sesusi dengan jadwal,

_ Tabel 4.41.
Pencalran anggaran telah sesuai dengan zalokast yang telah ditentakan
Frequency | Percent | Valid Percent | Curnulative Percent )

Sangat Setuju 3 6.9 6.9 6.9
Setuju : 471 653 65.3 1272
Ragu-ragu 10 13.9 139 86.1
Tidak Setuju 10 13.9 13.9 100.0
Total 721 1000 100.¢

Lalu spakah anggaran kegiatan telah sesuat dengan alokasi kebutuban? Sehagian
besar responden (85.3%) memiliki sikap setuju bahwa angparan kegiatan sesuai dengan
alokasi kebutuhan,

| Tabel 4.42. p
Pelaksana mendapatkan honor yang mencukupl dalam melaksanakan keglatan
; Frequency | Pereent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Sefuju { 1.4 - 141 14
Setuju ) 32 444 44.4 458 -
Ragu-ragn 5; 208 20.8 66.7
Tidak Setuju 21 29.2 28.2 95.8 1 -
Sangat Tidak Setuju 3F 42 4.2 1000
Total - 721 1000 100.0

Yika anggaran yang dialokasikan mencukupi untuk kegiatan, apakah kemudian
honor yang diterima pelaksana juga mencukupi dan sesual dengan tugas kerja yang
mereka Iakukan? Sebagian besar responden {44.4%) juga menyatakan setuju bahwa
mereka mendapatkan honor vang layak,
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Tabel 4.43.
Penyediaan peralatan perunjang pelaksanaan telah terpenuhi untuk mendukung
kesuksesan program

Frequency | Percont | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setuiu 2 2.8 2.8 2.8
Setuin 42 38.3 58.3 61.1
Ragu-ragu % 11.1 1l 722
Tidak Setsju - 18 250 25.0 97.2
Sangat Tidak Setuju 2 2.8 2.8 1000
Total 721 10040 100.0 :

Anggaran yang mencukupi disticapi baik pule oleh responden i:erkené&m dengan
penyediaan peralatan. Banyak responden (58.3%) yang menyatakan kesetjuan mereka
bahwa peralatan yang disediakan untuk menunjang kegiatan sangat mencukupi.

Tabel 4,44 ,
Penyediaan perzlatan sesuni dengan fenggat wakiu yang diberikan seingga tidak
mengganggs kelancaran pelaksanasn program

Freguency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setuju - 4 3.6 5.6 38
Setaju 22 306 3.6 36,1
Ragu-ragu 12 16.7 16.7 _ 52.8
Tidak Setuju 31 43,1 43.1 95.8
Sangat Tidak Setuju 3 4.2 4.2 : 100,0
Total : 721 1000 100.0

Meski peralatan kegiatan felah mencukupi untuk menunjang kegiatan, naun hal
ini tidak seiring dsngan ketepatan penyedizan peralaten pada wakiunya. Sebagian besar
responden (43.1%) menyatakan bshwa wakiu penyediaan peralatan sering mengalami -
ketidaklancaran.

C. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana jugs menjadi bagian penting terkait suksesnya pelaksanaan
suatuy kebijakan pemerintah. Berikuf analisis data hasil pengumpulan data mengenai
aspek Sikap Pelaksana dalam Program PPX 1PM tahuan 2007,
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Tabel 4.45.

Dalam implementasinya, kesuksesan pregram PPK IPM didukung juga oleh

kesepabaman seniua vaif pelaksana

Freguency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setuju 14 104 19.4 194
Setuiu 541 750 75.0 94.4
Ragu-ragu 4 3.6 5.6 100.0
‘Total 721 100.0 100.0

Komunikasi yang jelas dan kontinyy yang dilakukan olsh pembuat kebijakan
ternyata juga berimbas pada kesepahaman pada semua unit pelaksana. Sebagian besar
responden (75%) menyatakan bahwa mereka setuju balvwa antar unit pelaksana tefah
memahami masing tugas dan kinerja mereka,

Tabel 4.46

T pelaksana sesuai dengan bidang yang dibutohkan dalam keberhasilan
prograt

Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setujy 3 111 i1.1 i1.1
Setuju 46! 639 63.9 750
Ragu-ragy g 12,5 12.5 £7.5
Tidak Setuiu 9 12,5 12.5 1660

1 Total ' 72 1060 100.0

Profesionalitas juga menjadi perhatian peating, Sebagion besar responden
(63.9%) menyatjui bahwa pefugas pelaksana vang bekerja pada program Pemerintah
Bekasi ini memiliki keahlian sesuai dengan bidang kerja mereka masing-masing.
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‘Tabel 447,
Houor yaug diberikan sesuai deugan kinerja dan tanggung jawab yang dilakukan

Frequenoy | Percent | Valid Percent | Cummlative Percent

| Sanpat Setuju 10 1389 13.9 13.9

Setuwiu 301 417 41.7 ‘ 55.6

Ragu-ragu 2 2.8 2.8 38.3

Tidak Setuin 2% 4031 40.3 98.6

Sangat Tidak Retuly 1 t.4 {4 1000
Total 21 1080 180.0

Seiring dengan profesionalitas Kinerja mercka, honor yang mereka °332;:3
memenpuhi kriteria vang lavak. Hal ini teriihat dari sikep sebagian besar responden
{413%}} dan { 13.'35%} yang menyatakan kesetujuan dan sangat setuju bahwa honor yang
mereka te:;:ima sesuai dengan tugss dan kinerja mereka,

) X Birokrasi
Selain ketiga aspek i atas, yang tak kalah penting juga adalah aspek birokrasi
demni kelancaran jalannya program. Berikut ini Hisajikan hasil apalisis terhadép
'tanggapan responden terhadap kebijakan birokrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Bekasi terkait Program PPK IPM tahun 2007,

Tabel 4.48.
Keberhasilan program didukung olek kemudahan pelaksana dalam mendapatkan
pelayanan dari instansi kepemerintahan

| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setuju 117 153 15.3 153
Setuju 41 4712 472 625
Ragu-ragu 4 5.6 3.6 68.1
Tidak Setuiu 331 319 31.9 100.0
Total 72| 1060 100.0

Berdasarkan hasil penghzmng;m di atas diketahui bahwa pars petugss di
iapaz‘igan mendapatkan kemudghan pelayanan birokrasi dari Pemerinteh Kota Bekasi
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dalam melakganakan program kegiatan ini. Sebagian besar responden (47.2%)
menyatakan kesetujuannya bahwa mercka mendapat kemudahan dari Pemerintah Kota
Bekasi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan birokasi terkait program PPK
IPM ini.

Tahel 4,49,

Petugas telah memiliki tugas dan wewenang secara jelas dan fegas

Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent
Sangat Setuju 6§ 8.3 8.3 8.3
Setuiu 43 59.7 59.7 - 68.1
Ragu-ragu 10 13.9 1 13.9 81.9
Tidak Setuju 13 8.1 i8.1 100.0
Total 72! 1000 100.G

Seme:ntam berkaitan dengan kejelasan mga;s dan wewenang masing-masing
petugas pelaksana lapangan, schagian besar responden (59.7%) menyataken babwa
mmereka memiliki tugas kerfa yang}&ias dan dapat mereka jalankan tanpa tumpang tindit
dengan tugas kerja petugas Eaihgzya.

4.4.3. Analisis Perband ingan Dafa

Pada bagian ini sken dianalisis dengan membandingkan data yang didapat
melalui kuesioner, skala sikap, hasil wawancara, dan peraturan perundang-undangan
dan buky petunjuk pelzksanaan program PPK TPM.

A.  Pola Komusikasi

Komunikasi sebagai salah satu faktor dalam  pencapaian  Keberhasilan _
implementast program melihat bagaimana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang
seharusnya mereka lakukan dengan in_fonnasi maupun kewenangan yang mereka emban
(Bdward, 1984 : 17). Oleh karena i, arah kebijeken iidak hanya memperhatikan
bagaimana suatu kebijakan ity diterima tetapi bagaimana arsh kebijakan ity diterima
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dengan jelas agar tidak timbul susts kebingungan di masing-masing tingkatan struktor
implementator. '

Dalam kerangka opearasional penelitian, indikator pada aspek komunikasi
meliputi:

1. Kesamaan pemahaman oleh semua pelaksana

2. Kejelasan informast yang diberikan kepada pelaksana

Untsk mentiptkan kesepahoman di tingkat pelaksana, maska langkah yang
dilakukan adalah dengan melaksanakan pertemuan yang secara berkala. Dari tabel yang
menjelaskan fentang frekuensi pertemuan tergambackan bahiwa penvuluban - tentang
program responden memberikan jawaban 1 kali dalam setiap bulan. Hal tersebut juga
terungkap dalem sikap pelaksana yang menyatakan adanya pertemuan berkala. Tentu
saja adanya pertemuan tersehut menjadi indikator untuk meneiptakan kesamaan
pemahaman oich unit pelaksana, Bahkan untuk penyampaian materi dalam pertemuan
tersebut, seringkali pembuat kebijakan langsung momberikan informasi terkait progran
PPE IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa pemabaman pelaksana sangat dibutuhkan

untuk pelaksanaan program, ;
' Adanya kesamaan pemahaman semua unit pelaksana juga didasari atas kejelsen
informasi yang didapatkan, Pertemvan yang dilakukan secara berksla dra juga
seringnya membuat kebilakan memberikan arahan tentang efektifitas keberhasilan
program reembuat informasi yang diberikan kepada pelaksana sangatiah akurat. Dan
tentu sangat membantu keberhastlan program. '

Dalam wawancara dengan salah satu responden menyatakan bahwa program #ni
bukan seperti program yang biasa kami lakukan. Karena sifatnya yang kompetitif, maka
sebelum implementast saja sering mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut untuk
meramuskan program spa sgia yang akan diajuken fgang kemudian dijadikan proposal
yang dilombakan di pemprov. Jawa Barat. Dengan demikian, tingkat pemahaman semug
unit pelaksana sudah memehami dari awal karcna terlibat juga dalam merumuskan
program tersebul, {wawancarz dengan Robet TP. Siagian, S.STP, M.Si Anggota
Sekretarint program § juni 2f3£§§}
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Dorongan kwat yang melandasi pentingnya komunikasi untuk keberhasilan
programt karena salah saty alasannya program ini sering dikunjungi dan dipantau oleh
pemerintah propinsi. Hal fersebut untuk membuktikan keseriusan pemerintah Kota
Bekssi dalam menggunaken dana kompetisi vang telah digulirkan oleh pemeriniah
propinsi Jawa Barat.

Jikz mengaca pada indikator pola komunikasi yang disusun dalam kerangka
operasiohal penelitian ini terlihat bahwa kedva indikator aspek ini, yang mencakup
kesepahaman yang terbangun di semua lini dan kejelasan informasi yang disampeaikan
telzh dipenubi oleh Pemerintah Kota Pekasi, Hal ini dapat dilihat dari respon yang
dikemukaken oleh pars §atugas pelaksana lapangan. Frekuensi dan kualitas sosialisasi
yang konsisten dan penyampaian informesi yang langsung dilakukan oleh pembuat
kebijakan, kesemuanya membentuk kesepshaman yang beik akan program PPK IPM
apakah antar petuges pelaksana dan antara petugas pelaksana lapangan dengan
Pemerintah Kota Bekasi selaku perribuat kelbijakan,

B. Sumber Daya v

Implementasi suetu kebijakan bila tidak memiliki sumber daya yang cukup,
makz implementasi tersebut tidak akan menjadi efektif (ineffective). Dalam wupaya
melaksanakan prdgmn PPK IPM di Kota Bekasi tentunys dari sumber daya yang
dimiliki memiliki peran yang signifikan. Sumber daya yang dimaksud di dalam
implementasi program disini yakni, staff pelaksang atau sumber daya manusia, ssrana
dan prasarana {fasilitas), serta anggaran, '

Adapun indikator yang digunakan dalam variabe! ini adalah

1. Kesesuaian kemampuan ﬁpétat terhadap pencapian kebethasilan program yang
dilihat dari ;

n,  Kesesuaian jumiah aparat yang dibutuhkan

b. Tingkat pengetahuan dan kemampuan aparat terhadap tugas yang diemban,
2. Kesesusian sarana dan prasarana yang diperlukan dengan yang dapat disediakan

Kesesuaian penyediaan anggaran dengan vang dibutubkan, |

95 Univargitas Indonesta

Evaluasi Implementasi..., Ade Sukron, FISIP Ul, 2009 .



Dialam melaksanzakan program, sumber daya manusiz menjadi hal yang penting
diwujudkan. Mengutip pemikiran Stephen R.Covey dalam The Seven Habits of Highly
Effective People (1997:43-47) btahwa Manusia merupskan salah satu aset yang
diperlukan untuk mencapai keseimbangan dalam. organisasi yang efektif, karena
manusialah yang mengendalikan aset fisik dan keuvangan dalam organisasi. Adapun
Sumber Daya manusiz ini dilihat dari dua aspek yakni kustitas dan kuantitasnya _

Sumber Daya Manusia yang menjalankan organisasi yang disebut sebagai aparat
pelaksapa  merupakan bagian' yang sangat penting dalam mensukseskan upaya
rehabifitasi gelandangan dan pengemis. Maka dari itu, setelah program didesain dan
siap dilaksanskan kemudian dilanjutkan dengan menempatkzsn orang-Orang vang
diangeap mampu uniuk keberhasilan program. Pemerintah Kota Bekasi telah membuat
satuan pelaksana yang langsung di bawah ianggung walikota untuk mendesain
kebijakan dan menialankan program, sedangkan di tingkat pelaksanan teknis masing-
masing bidang telah merckomendasikan individu uniuk ferlibat dalam implementasi
program. - ' i
Karena program yang dari deszin awalnya telsh menentukan objek sasaran dan
berasal dari pemstaan masslsh, Maka penunjukan individe vang dilibatkan dalam
implementasi program sangat disesusilcan untuk keberhasilan program. :

. Program ini pierupadan sinergi dengan program-program di dinas :er!rai‘f,
temiunya dalam melokukan perekrutan pelaksana disevahkan ke masing-masing dinas
ferkait (Dinas perdidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrign, perdagangan dan
Koperasi), Hal ini dilakukan kavena dinas ferkail telah memitild data base para
individu yamg dicnggap m&mpzz untulc melaksanakan program tersebuf’ (wawancara’
dengan Sckretaris Satiak, 3 Mei 2009). '

Untuk meningkatkan pemahaman pelaksana, tentunya pelatihen dan sosialisasi
. ferkait program perlu dilaksanakan. Dengan demikion, tingkat pemahamen pelaksanan
menjadi vkuran atas pengetabuan dan kemampuan delam implementasi program. Hal
tersebut tergambarkan, dalam Tentang materi pelatihan yang diberikan petugas. Dengan
jelas dalemn fabel fergebut égbanyak 55.6 % responden yang menjadi pelaksang
mendapatkan mater! yang sesuai dengan kebutuhan implementasi program. Bahkan
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untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan berdasarkan SK. Walikota Bekasi nomor :
AGO/KEP. SATLAK PPKX TPM/VIIL2007 telsh menerbitkan petunjuk pelksana i
lapangan yang dijadikan pedoman dalam implementasi program yang secara jelas
dipaparkan petunjuk teknis pelaksanaan di masing-masing bidang,

Selain suraber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasana merpakan salah
satu faktor penting dalam implementasi suatu program atan kebijakan (Edward, 19'38}(
Hal tersebut makin menjadi penting ketika tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan
pelayanan birokrasi yang lebih baik makin meningkat. Penyelengparaan pelayanan
publik maupun suatu pencapaian efekiifitas program yang baik dapat difihat melalut
aspek fisik yang tersedia dan atan yang dapat diberikan, seperti fasilitas ruangan yang
represeniatif, fasilitas pelavenan mawpun pembinaan seria perlengkapan yang
berkualitas, serta berbagat {asilitas Iainnyva yang dibutuhkan,

Dalam pelaksanaan prokrarn PPK IPM di Kota bekasi, sarang. yang mmjadl
penujang tidak menpalami kedala. Hal ini karend keberadaan program merupakan
bagian dari kegiatan di dinas masing-masing. Dalam penyediaan sarana di bidang
kesehatan, maka 31 puskesmas yang ada merupaken sarapa yang cukup representatif
untuk keberhasilan program. Sedangkan unfuk bidang pendidikan di unit-unit pelaksana
telah memiliki Unit Kegiatan Belajar Mengaiar (UKBM) yang meniadi séran untuk
melaksnakan program di bidsng pendidikan. Untuk bidang days beli, memiliki keadaan
vang berbeda. Pengembanpan di bidang daya beli merupakan program peningkatan
usaha yang ditujukan satuk meningkatkan kemampuan ¢konomi masyarakat dan fuga
membuka lapangan usaha, perlu perhatian besar dalam pengadaaa sarana tersebut.

Kﬂ‘lﬁl‘ﬁ&dlm sarsna tersebai tecgambarkan dari pendapat responden ymg
menyatakan bahwa 56,9% (41 responden) sarana yang dibutuhkan sesvai dengan
standar yang diioginkan. Dan hal i juga disikapli positif dalam skala likert vang
diberikan kepada responden yang ményatakan bahwa 61% responden setuju bahwa
penyedisan peralatan penunjang pelsksanaan telah terpeswhi untuk mendukung
kesuskesan program.
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Ketersediaan anggaran program dalam proses implementast merupaken hal yang
dapat mempengaruhi pencapaian keberhasilan program. Program PPK IPM scbagai
salah satu darl serangkalan program yang dilakukan dalam upaya peningkatan
kesejahteraan manusiz dalam penyedizan anggarannye pun harus dapat menunjang
setiap keglatan yang ditetapkan dalam program,

Program ini merupakan program kompetisi yang dilakukan oleh Pemerintah
Propinsi Jawa Barat yang bertajuan untuk memberikan stimulus dana kcpadé dacrah
yang mengajukan proposal dan dianggap layak untuk melaksanakan program PPK IPM
di daerabnya. Berdaserkan putusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep,743-
Dalprog/2008 tentang Penetapan & Kabupaézﬁ{iiota yang berhak menerime dana
Program Pendanaan Kompelisi Aksclerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
(PPK-TPM) Jawa Birat Tahun Anggaran 2007-2008, maka Kota Bekasi mendapet dana
dari pernemrintah Propinsi Jawa barst sebesar Rp. 25 miliar.

Dana yang dikelola langsung oleh satuan pcléksana di tingkat Kotz Bekgsi, ;
dalam implementasinya disesuatkan dengan alokasi anpparan yang tlah ditentukan.
Hanya saia, bita melihat gakupan program yang begitu besar, maka dang tersebut relatif
minim untuk kesuksesan implementasi proksam. Hal tersebut tergambarkan seperti
dalam tabel 5.0 yaug menyatakan anggaran danz yang diatokasikan untul keptasan
51% responden menyaizkan kurang mencukupi, |

Keterbatasan dana dalam program ini tenfu saja sanget merugikan bagi
keberhasitan program. Hal tersebut ditegaskan olch Cardiman, SP, MP yang
mengatakan “.. Jeterbatasan dana sangat dirasakan dalam implementasi program, Hal
ini kerena program besar sedang dema yang diberikan kecil. Mokerya peloksoma,
sering mengajukan ke pak walikota wnivk mengajukan dana tanbahan dari APBD
Kota. Sebagai penanggung jowsh dalam pelaksana df bidong dayo beli saya sangt |
merasakan kererbatasan dana mengganggu program, Sebagal contoh pengembangan
ikan hias menjadi kendala dalam pengadaannya ketika dana yang dialokasikan ynivk

| pembelticn bibit iicén, ternyata ketika dona calr alokast tersebut sudah tidak rasievan.._;”.
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(wawancara 3 Juni 2009). Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa ketersedizan
anggaran yang minim sangat menjadi kendals dalam keberhssilun program.

Selain kendala dalam pengadaan dana yang -minim, dalam pencairannya juga
mengalami kendala yang sangat berarti. Keterlambatan pendsnaun ternyata berdampsk
luas kepada jadwal dan tahapan pelaksanaan, babkan hingge kepada tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana,

Program yang mendapat bantuan pendanaan dari pemeriatah propinsi dalam
pencairannya tidak berbentuk grast (hibah), tapi discsvaikan dengan tahapan
pelaksanaan, hanyva sajz, kendala birokrasi dalam pendansan sanpat ‘mempengamhi
pencairan tersebut. pelaksanan program di Pemerintah Kotz Bekasi setizp membutihken
anggaran mengajukan permohonan pencafran dana ke propinsi untuk disetujui
pencairannya. Tentu saja ketika proses permohonsn pencairan dane, perlu dilakukan
penyesuaian dan pemberian pemabaman kepada pihak propinsi, Weaktu yang begitu
lama ditambah jarak wilayah yang jauh membuat proses pencairan tidak sesuai dengan
harapan pelaksana,

Dengan seringnya keterlambatan dana, mengakibatkan program PPK IPM yang
semestinya ketika penelitian ini dilakukan telah selesai, temvyata mengikuti jadwal yang
telah ditctapkan, Hal ini tergambar dari responden pada tabel tentang kefersesuain
jadwal vang mczzyazékaa bahwe 44.4% responden menyikapl tidsk setwju depgan
anggaran program terdistribusi dengan baik dan tepat waktu,

Dampak dari keterlambatan pencairan dana dari hasil wawancars ditemtikan
bahwa tingkat kepercayaan masyarakst menjedi menurnn dengan pelaksanaan program.
hal tersebut diungkapkan ofeh Shinta Si%as{mti, 5.Kp, MS¢, ketua pelaksana program
Unit Pelayenan Prima di bidang keschatan yang mengatakan “....kami jadi bingung
ketike sudah mensosielisastkan di tingkat muasyarakat ckan dilaksaraken pada bular
| Jebruari karena sudah sesuai dengam jadwol. Nvatanya ketika bulan tersebia dana
belum cair, hal ini menimbulkan ketidak percayaan amsyarakat terhedap pelaksana,
Apalagi di era sckavang, masyarakat mudah sekali menghakimi kami dengan
mengaitkan keterlambatan karena pelaksana yang coba mencari kewniungan dart
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program. Akhirnya muncul ketidokpercayaan mesyarakat karena masalah bukan di
kami, tapi di pencoivam yang membuivhkan wakin loma, proses yong panjong”
{wawancara, 4 Juni 2009},

. Sikap pelaksana

Faktor penting lainnya untuk keberhasilan program yakni sikap pelaksana. Yang
dimaksud dengan sikap pelaksana pada kontek ini jaleh dulngan dan kepedulian
pelaksana terbadap keberhasilan program. ’

Merujuk pada poal komunikasi dalam mendukung keberhasilan PPK IPM, tentu
berdampak pada sikap pelaksana di lapangan. Intensitas komunikasi yang dibanguy,
tidak hanys ketika diimplementasikan tapi juga telah dilakuksn kelika mendesain
program mengakibatkan pelaksana memiliki sikap yang sama wntuk keberhasilan
program, Dalam penilaian sikap yang dilakukan, sebanyak 54 responden (75 %)
menyatakan sehiju deagan kesuskesan program karena adénya kesepahaman semua unit
pélaksana di lapangan. :

Terkait dengan perekrutan pelaksana, sisi profesionslitas menjadi acuan dalam
perekrutan pelaksana. Hal ini sangat berguoa untuk keberhasilan program. Dalam
angket yang disebarkan, mengindikasikan behwa perekrutan telah dilakukan sesusi
dengan kemampuan dan keahlian di bidangnya (45%). Ketika hal ini dikomfrmasi
melalui wawancars kepada salah satu pelaksana {Cardiman, SP, MP) mengemukakan:
“..program ini berbeda dengan yang lainnya. Terutama davf desain ﬁm?}m:annya
dan juga model pendangarnya. Karena itu jugo, meka dalom perekrutlonnya memiliki
ciri khas sendiri. Dalwn menentukan kebijakan rekruitmen pelaksana, diserahkon
kepada masing-masing dinas terkait. Dengan demikian, make setiap pe!akxm- telakt
sesuai dengan perwogukan kevignye, Jadi kolau Regiotan daya beli, maka dinas
perindustricn, perdagangon dan koperasi akan menyerahkan noma-vama yang okan
digjukem jadi implementor. Begin juga dengan dinas fain. "(wawancara, 3 Juni 2009},

Kesepahaman dan profesionalitas yang telah ditunjukan olch pama pelaksana
program teatu juga perlu diperhatikan pemberian penghargaan. Penghargaan yang
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diberikan ontuk menjaga konsistensi dan semangat kerja para pelsksana di lapangan.
Penghargaan yang sesuai dengan Kinerja diharapkan dapat memicu kinerja pelaksana
dalam implementasi program. Rasa tanggungjawab pelsksana gkan tercermin dari
jumlah nominal dan tugas yang akan dijalankannya. Di lain pthak profesionalistas pusi
sering diksitkan pelaksana dengan jumlah minimum upah yang didapat.

Dalam data yang tersaji pada tabel 5., .tentang hoaor yang diberikan, tergambar
bahwa responden yang mﬁnfatakm honor telah sesual terungkap dari 30 pelaksana
(41%), hampir sama dengan responden (40 %) yang menyatakan kurang setuju honor
telah gesuai dengan kinerja dan tanggung jawab dilakokan.

b. Struktar Birskrasi

Di dalam administrasi publik sering kita jém;;ai istilah birokrasi, di mana istilah
ini berkaitan erat déugaa organisasi yang meniadi salah satu dimensi dari administresi
publik. Biau dan Meyer (1987} menyebutkan bahwa birokrasi adafah jenis organisasi
yang dirancang untuk menangeni tupas-tugas administratif dalam skala besar seria
mengaordinasikan  pekerjaan  orang banyak secara sistealik. Konsep ini dapat
giiterapkaa dalam ﬁrinsig«prinsip organisasi vang fiuannya sdalah meningkatkan
efisiensi administrasi, Dari definisi i atas, maka program PPK 1PM di Kota Bekasi
meniscayakan adanya birokrasi vang handal agar implementasi dapat berjalsn dengan
baik dan terarsh, o

Di dalam birokrasi terdapat suatw sistern yang discbut dengan level of
bureaucracy yang membagi tuges para pegawainya sesuai dengan keahlian yang
dimilikinya ke dalams tiga tingkatan. Tingkatan teratas adalah Executive Lavel/Policy
Leve! yang memiliki kewenangan dan keahfian untuk membuat suste kebijakan-
kebijakan yang sifatnya makro, Tingkatan selenjutnya adaleh Maragerial ;’evel yang
memiliki kewensngan dan keshlian uotuk mengimplementasikan kebijakan dan
membuat kebijakan mikro vang merapakan turunan dari kebiiakan makro yang dibuat
oleh Executive level. Sedangkan ’ei:zgkétan terakhir adalah Operasional level yang hanya
memiliki kewenangan dan keshlian untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat
pada tingkatan sebelumnya. Adanya Level of bureaucrocy ini dimaksudkan untuk
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mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dengan dukungan manajerial dan
kepemimpinan yang memadai (represamtarif).

Penelitian yang ditekankan pada iévei operasional ini menurat Edward T
(1986:120) memaparkan bashwa indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan
berdasarkan pada struktur birokrasi adalah SOP (Standard Operating Proceduire} dan
frapmentesi struktur birokrasi,

Dalam menjalankan program, tentunya perpahaman vang baik terhadap prosedur
pelaksanaan sangat membantu untuk kesuksesan program, Merujuk pada indikator ini,
maks satuan pelaksana membuat prosedur yang dijadikan acuan dalam implementasi
program. Hal terscbut tergambarkan dalam bahwa mayoritas  pelaksana
menngungkapkan baltwa SQP yang dibuat telah mengatur tugas den program kerja
masing-masing bagtan dengan jelas.

Walaupun sudah jelas, masih ada 15 responden (20.8%) yang menyatakan
bahwa peraturan sudah sangat jelas, banya implerimntasinya sulit dilakssnakan, Seorang
responden, Hi. Samuah Suyoko, pelaksanan paket i—(ésetamu A menyatakan “,, degon
yang dijadikan pedoman a*af&gn kami melaksnakan pendidikon kesetaraan scmgat jelas
dan mudah dipahami, harnya saja kesulitan kami kedang menjalarkarmys. Sebagai
contoh delam perekrutan peseria yang dibctasi jumlalnya karena untuk ofektifiias
pembelajaran. topi hal iu sulit kami lakukar: karena enimo masygroket yang ingin
belafar tidak mungkin kami jolak Hol lain yamg juge sulit dilaksanakan adolah dadam
pembuaian faporan yang kadang kesulilan dzzia;?z meryedianan alat bukti pembayaran”

Standard Opérating Procedwre {SOP) merupakar bal yang penting untuk
pelaksana kebijakan, dan dibuat sebagai respon interoal terhadap wakty yang terbatas
dan sumber-sumber dari para pelaksana serta kelngisan untuk keseragaman dalam

“bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar [vas.

Sedangkan terkait dengan fragmentasi struktur birckrasi, dalam peisksaasan di
lapangan tidak ditemukan indikasi tersebut, Bahkan datem urusan yang terkait dengan
pesgurusan administrasi, para pelaksana di lapangan mendapatkan jarinan kerudahian,
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Kesamaan visi dan sikap para implementor ini karena program ini dilsksenakan dengan
memilih orang-orang yang memang sudah bergerak di bidang masig-masing keglatan,
Hal tersebut tentunya sangat berguna untuk efesiensi dan efektifitas pelaksanaan
program,
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penyajian dan interpretasi data yang dilakukan pada bab
sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai mana berikat:

1. implementasi Program Pendanaan Kormpetisi Indeks Pembangunan
Manusia {PPK IPM) yang meliputi bidang pendidikan, days beli dan
kesehatan tidak mencapai talget yang ditetapkan. Dalam bidang
p&nﬁidim Angka Melek Hurup (AMH)} vang ditargetkan tshun 2007
pada angka 99,88 henya mampu berada di angks 98.87. sedangkan dalam
Eiciang daya beli dari target pencapaian program 72.90, dengan program

~ ini hanya mampu mengangkat Kots Bekasi pada angka 62.34. _

2. Faktor-fuktor yang mendukung keberhasilan implementasi Program
Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM) Ko’sé
'Bakgsi tahan 2007 merujuk pada pola yang dikembangkan George C.
Edward I yakni
A. Pola komunikesi. Pola komunikasi yang dikembangkan dengan model

infensistas perternuan dan kesamaan pengetahuan membuat program
dapat diimplementasikan dengan baik.
B. Penyedim Sumber Daya.

Sumber daya yang mendukung fakior keberhasilan implementasi
program yakni sumber daye manpsis dan sumber ﬁaﬁa Sarens,
Pelaksanzan Program Pendanzan Kompetisi Indeks Pembangunan
Manusia (PPK IPM) didukung oleh profesionalitas sumber daya
manusia yang menjadi pelaksana (implementor) dipilih berdasarkan
kompetensi dengan implementasi program, Begitu juga pengadaan
sarana yang sesuaj dengan kebutuhan program menjadi faktor ;zanexitu
keberhasilan implementasi program, |
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C. Faktor lain yang menjadi pendukung keberhasilan implementasi adalat
sikap pelaksana dan pelayanan birokrasi. Kemudshan pelaksana
program mendapatkan pelsyanan dalam mengurus administrasi,
mengakibatkan program sukses diterapkan.

. Sedangkan kendala yang didapatkan dalam implementasi program

meliputi: _

A. Sumber dava anggaran. Dalam hal penyediaan anggaran, proses yang
rumit mengakibatkan pencairan dana mengalami keterlambatan,
Keterfambatan  dalam  «isi  penganggarsn  sangat mengganggu
kesesuaian program dengan jadwal yang telzh ditentukan,

B. Koordinasi antar unit Kegiatan. koordinasi antar lini kegiatan di bidang
kesehatan, pendidikan dan sember daya menpgalami kendala karena
koordinasi gabungan kefiga bidang jarang dilaksanakan. Hal ini
berdampak pada keselarasan jadwal dalam implementasi kegiatan,

C. Standart Operational Procedure (SOP) mengalami kesulitan dalam
implementasinya. Hal ini karena perkembangan kondisi ketika

- program dilsksankan dan tidak adanya diskresi yang diberlakukan
kepada pelaksana di lapangan
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B. Saran Penelitian
Dengan kesimpulan yang diberikan, maka saran yang dapat diberikan
berkaitan penelitian ini adalah:

1. Melakukan kajian  terkeit implementasi program yang tdak
mencapai target yang direncanakan. Dengan adanya kajian fersebut,
dapat dilakukan tindakan pencegahan ({prevensif} agar pelaksanaan
program sesual target yang ditentukan,

2. Pola Komunikasi dan yang felah dilaksanakan pads program ini
patut menjadi model untuk pelaksanaan program ke depan. Dengan
aéanya komunikasi }éng iebih dini dibangun, yakni mulai
perumusan, hinpga implememniasi  kebijakan, maks tingkat
kesepahaman dan kepedulian pelaksana menjadi febih terikat déﬁgan
pola-pola program yang konvensional.

3. Dalam pengadean sumber days, faktor sumber dayz anggaran
menjadi sumber yang vital, Hanys pada sisi proses pencairan yang
seeing terlambat menjadi kendala yang sangat mengganggu tidak
hanya pada keterlambaten pencairsn, tapi juga pada perencanaan
hingga implementasi program, Hal ini tentu perlu diantisipasi untuk
perbaikan program ke depén dengan cara membuat kebijakan
pezz:airan dana yang dapat disesnaikan dengan waktu penjadwalan

program
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Lampiran 1. Tabel ukuran sampel untuk populasi yang telah diketahui

jumiahnya,
N-n Nw-n Nw-n N n N-n

10- 10 100-80  280- 162 800 - 260 2800 — 338
15-14 110~ 86 290 —185 850 — 265 3000 — 341
20-189 12092 300-168 900 — 269 3500 - 346
25-24 130-97  320~175 o950 ~ 274 4000 - 351
30-28 140103  340~-181 1000278 4500 - 384
35.32 150 - 108 360~ 188 1100285 5000 — 357
40 - 38 180—-113 380 -1 1200 - 291 £000 —~ 361
45 - 40 170118  400~196 1300297 7000 ~ 364
50 - 44 180 123 420201 1400302 8000 — 367
55 - 48 190127 440205 1500306 $000 — 368
60 - 82 200132  4680-210  1600-310  10000-370
65 - 58 210436  480-241  1700~-313 18000~ 375
70 - 59 220-140 500217 800317 20000377
75-63 230 -144  BEO-226 1900320 30000 - 379
80 - 66 240~ 148  600-234 2000322 40000 - 380
85 - 70 250152 650242  2200-~327  50000- 381 -
a0 - 73* 260155  700-248 2400331 75000 382
95-78 270-159 750254 2600335

{Adapted from Krejoie & Margan, 1970, p.808)

* Jurniah sampe! yang digunakan dalan penelitian ind,

100000 - 384

Sumber ;. Hill, R., What Sample Size Is “Enough” in internet Survey Research
- htipffwww emoderators. comfinet-if1958/n3-4MilLhtmi, 28 November, 2008,
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Lampiran 2.

URIVERSITAS INGONESIA
FAKULTAS iLMU SOSIAL DAN (LMU POLITIK
PROGRAM PASCASARIANA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI

Kepada Yth,
_ Bapak/ lbu Pelaksana Program PPK IPM

i

Kota Bekasi

Bersama ini kami mohon bantuan bapak/ibu untuk mengist daftar kuesioner vang penulis
ajukan di bawah ini tentang EVALUAS! BAGE PELAKSANA PROGRAM PENDANAAN KOMPETISH
DAN AKSELERAS! INDEXS PEMBANGUNAN MANUSIA MANUSIA {(PPK IPM) TAHUN 2007 Ol
KOTA BEKASL.

Kerjasama bapak/ibu sangat kami bzi‘za?zkan, karema akan mebantu keberhasilan dar
penelitian ini dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi pasca
_ sarjana di Universitas Indonesia. Ates bantuannya kami ucapkan terfma kasih.

Harmat $ava,

Ade Sukron

1i1 Universitas indonesia
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PETUNIUK PENGISIAN

A, Kuegioner ini sengaja tidak mencantumkan nama responden, dengan harapan bepal/ibu

dapat mengisi seobjektif mungkin, Dengan demikian, kerahasiazn informast responden tidak
akan diketahul oleh slapapun atau plhsk mavapun.

Berikan tands silang "X” pada salah setu koldm yang disediakan untuk menggambarkan
ketersesualan pernyataan dengan kKenyatean yang bapak/ibu dialami daigrm melaksanakan
program di Iapangan. Pemberian tanda “X” pads kelom

$% :Sengat Sergiy

% ;Setuju

R ;Regu-~ragu

TS Tidak Setuju

STS ; Sangat Tidak Setuju

Jenls Kelamin responden g Daki o § 4%H

Jabatan dalam Program ...,

[::] Perempuan

NO |

PERNYATAAN

35

Pola Komunikasi :
untar palaksana dalam lmplementasi program

1

Adanvya Penymipaian informasi secara berkala cieh
atasan tentang metode pelaksanaan program PPK
M

Pirnginan menjelaskan pelaksanaan yang berkaitan
dengan pekerfean-pakerjaan program dengan baik
dan jelas

5sat memberikan  arahan dengan pelasans,
pimpinan senantiasa menggunakan bahasa formal
dars kaku yong cendarung tidek Inforrmatif

informasi yang diberikan atasan membuat program
lebih mudah dilmplementasikan

Komunlkas! antara atasan dan bawaban cenderung
searah dan tidak ada prosss diatog komunikasi dua
araf) sama sekall
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Guna kesusksesan penyelanggaraan  program,
diperlukan adanyan Surat Keputusan sebagai
lepalitas bekerja

substansi dan peraturan tentang kewenangan
bekerja telah membantu dalam Implemerntasi
pragram

Pekerfaan yang berkaitan dengan implementast
program tidak mempunyal arahan/pedoman ringi
daldm menpuraikan tugas pokok beserta uralan
kegiatan yang harus dilakukan

Keberhasilan program juga karena mslibatken
partispasi masyarakat

110

Prograrn yang telah dilsksanakan memberikan
ruang besar bagl keteriibatan masvarakat

i1

Keteriibatan masyarakal menjad! kendala dalam

keberhasiian implementasi program

NO |

. PEANYATAAN

5%

Ketersediazn Sarana dalam implomentss] program

Petugas  telnh  mendapatkan g«&iaﬁéaz} guna
menuniang keterampilan dalom
mengimplementasikan program

Pelstiban vang diberikan uniuk petugas tidek
mencerndnkan untuk kesuksesan implementssi

program

Pertingaya koordinasi antar petugas  dalam
implementasl program dl lapangan

koordinas! antar petugas pelksana program PPE
IPM  antara kegiatan di  bidang pendidikan,
kesehatan dan daya beli berjalan sesual dengan
semestinya

Prograrn tidak dapat berjalan maksial karena
keordinasl antara kegiatan di bidang kesehatan,
pendldikan dan daya beli hanya dilakukan o
masing-masing keglatan

Anggaran vang tersedia telsh mencukupl untuk
keberhasilan implementas program
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PFentanaan program  tidak  memenuhl  untuk
keberhasitan pelaksanasn program

Daglam pendistribuslan, anggaran  pelakssnaan
program  tersedia seswvai Jadwal vang telah
ditentukan

Keberhasiian program terkendsia akibat pencaimn
dong yang tldak tepat wakty

Pencairen anggaran telgh sesust dengan alpkasi
yang telah ditentukan

Pelaksara mendapatken honor yang mencokupi
dalam melaksanakan kegiatan

Kurangnya perhatian darl sisi anggaran kepada
plhak.pglaksana mengakibatkan program tdsk
dapat berjalan secara maksial-

Penyedizan peralatan  penunjang  pelaksanssn
telah terpenchi entuk mendukung kesuksesszz
progrant

13 | Peralaten yang disediakan teish memenubi standar
kualtfikasi yvang mendulung untuk pelaksansen
| program

14 | Penyedifsan peralstan sesus! deagan tenggst

wakty yang diberiken sehingga tidak mengganggu
kelancaran pelaksanaan program
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NO PERNYATAAN 58 s B 8 518

Kepedullan Pelaksana terhadap buplementasi Program

1 fialam implementasinya, kesuksesan program
PPK iPM didukung juga oleh kesepahaman semua
unit velaksana

2 Tim pelaksana sesuai dengan bidang vang
dibututikan dalam keberhasifan program

3 Parekrutarn difakukan hanya dengan mengacu
yrituk mengist kekosongan keglatan di dinas
torkalt

‘14 Tim pefaksana bekerja penub untuk program yvang

dilaksanakan

<3 Keberhasiian program terhambat karena tim
pelaksana memilild kegiaten fain di luar keglatan
program

& Tim pelaksana telah bekeris seears kolektit

7 Adanya honor memberikan dorongan bag
pelakyana untuk bekerja secars maksimai

2 Sankst yang diberikan membebanipelaicans
datam keberhasilan implementas) program

3 Honor yang diberikan sesuat dengan kineda dan
tanggung jawab yang ditakukan
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NO

PERNYATAAN

58

R T3 515

Struktur Birokrast Yang Mendukung
Keberhastas Program

1

Kebarhas#ian prograni didukung oleb kemudshan
pelaksana datam mendapatkan pelayanan dari
instansi kepemerintahan

Pekeriaan-pekeriaan yang berkailan dengan
pelaksanasn program PPK {PM mempunyal
pedoman yang menguraiken tugas pokok beserta
kagiatar vang harus dilakukan

Pedoman pelaksamaan menimbulkan pemshaman
yang berbeda antar pelaksana di [apangan

Pedoman yang diboat tefah memberikaty
kemudahan dalam implementas program

Dalam pelaksanaannya, setiap orang telah
memiliki tugas dan wewenang secara [elas dan
tegas -

Pembagian jugss membuat peiaksana tidak
bekeria secara kolektif, hanyy mementingkan
tugasnys semata

Dalam implementast, antar pelaksans terjadi gver
fapping {duplikasi) antar satu dengan yang lainnya

Kerjasama antar peleksana beriaizn dengan buruk
dan cenderung menjadi unit masing-rmasing
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Pengisian Angket : Berilah tanda { X } yang di jawaban yang menurut anda sesuai atau
mendekati kebenaran

1!

Frekuensi peleksanaan rapat atau peavuluhan mengenal petunjuk pelaksanaan Program
PPK IPM dilakukan sebanyak? '

a. tkalidaiamsatubulan - ¢ Tidaktentu

b. 2 kali dalam satu bulan d. LBINAYE v errecc o (SEERAKENS

Pemberi materi dalam pertemuan disampaikan oleh?

a. Pembuat kebijakan langsung ¢, Pejabat siapa pun

b. Selaly diwakitkan A LBIANYA oo vrrsevnen oo f5€0UTKAN)
Lamanya pertemuan berangsung selama ?

a, 30 menit ) ¢ 1.5 jam

b. 1jam &, LAINDYA.. e svenn e s {S€0UTKEN)
Materi perfemuan disampaikan secara? ’

8. Umnum B. Rino

Pejabat lingkst atas tirun ke lapangan untuk mendengar masukan deri pelugas
lapangan '

a. 1 kol dalamsatu bulan . ¢, Tidak tentu

b. 2 kali dalam satu bulan & 11111577 TR {sebutkan}
Pertemuan evaluasi program dilaksanakan sebanyak?

a. 1 kali sabulan & 3 kali sebuian

b. 2 kali sebulan d. LAIWE. ..o cmcecnsneeneone - (SEDUTRANT

Rapat sosialisasl dan evaluas! kepada petugas pelaksana lapangan dilaksanakan
kepada dan dihadin oleh?

2. Setiap bagian program b. Semua bagian program

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui media?

a. klan ¢. Spanduk _

b. Hapat Urnum I W11 R — (-1

Mengenai program PPK IPM ini, wargs masyarakat
a. Masih banyak yang belum mengetahui ' _
k. Sebagian besar sudah mengetahul program in
¢. Hanya masyarakat yang terlibat dalam program yang mengetahui

10. Pelaksanaan program melibatkan pariisipasi masyarakat melalui

a. keleriibatan akfif nydal perumusean, implementasi hingga evaluasi
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b. masyarakat hanya dilibatkan ketika merurnuskan program
¢. masyarakat hanya dilibatkan ketika implementasi program

Sumber Daya

1.

Dana pelaksanaan k&giazén dikucurkan datam? {berapa {ahap)

2. salu tabap b. dua tahap c. Lebih 2 fehap d. Tidak tenty
Anggaran <ana vang diafokasikaﬁ unhuk kegiatan?

2. Mencukupi b, Kurang mencukupi c. Lebih dari cukup

Honor bagi pelaksana fapangan '

8. Memuaskan b. Sangal memouaskan ¢. Kurang memuaskan
Sarana yang dibulubkan dalam pelaksanaan program?

a. sesuai dengan slandar vang dibuluhkan

b. fidak sesuai dengan starwier

¢. standar melebibi dan kebutihan _

Standar kua[iﬁ&asi dan kualtas peralatan pelaksanaan program

a. Memenuhi syaraf b, Kurang memenuhi syarat ¢. Lebih dar cukup

Kefika sarana pendukung program mengalami gangguan atau kerusakan, penggantian
peralatan difakukan secara '

a. Cepat b. Lambat ¢. Patungan biaya petugas pelaksana
Materi pelatihan yang diberikar kepada petugas !aéangan ,

#. Sesual dengan tugas kerja b. Kurang sesuai dengan tugss kerja

Waktu dan frekuenst pelatihan mater untuk petupas lapangan

& Mencukupi b, Kurang mencukupi

: Sikap Pelaksana
1.

Perekrutan petugas lapangan dan lalnnya sesuat dengan
8. Kemampuoan dan keghlian di bidangnya

b, Kedekalan dengan pejabat atau pegawsal pemerintahan
¢. Hanya untuk mengisi kekosongan lowongan pekerjaan

Para petugas pelaksana lapangan pada program PPKIPM
a. Bekeria penuh pada prograr ini

'b. Memiliki pekerjiaan/kagiatan lain di samping kegiatan pada program PPK IPM

Sikap pejabat tingkat atas penanggung jawab prograr
a. Menyerghkan semua fanggung jawab peketjaan yang sudah ada kepada petugas
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b. Kadangkala turun ke lapangan untuk meninjau keberhasilan di lapangan
¢. Memberikan perhatian yang cukup kepada petugas lapangan
4. Petugas pelaksana lapangan menerima insentif
a. HManya gaji vang sesual dengan tugas kerja dan bidang keahlian masing-masing
b. Diberikan bonus tambahan sesuai dengan kelekunan kinerja mereka
¢. Hanya diberikan setiap perkegiatan program
5. Honorigaji yang diberikan
2. telah mencerminkan pembenan yang sesuai dengan kualitas pekerjaan
b. besaran honor/gaji idak sesuai dengan lingkat kesulitan program
. Honorigaji kecl, tapi diberi keleluasaan untuk mencari sumber pendapatan dari
alokasi anggaran lalnnya.
5. Pelanggaran kineria yang dilakukan oleh petugas pelaksana lapangan
a. Tidsk ditindak sebagaimana mestinya
b. Ditindak sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan
¢. Hukuman yang diberikan sama unfuk semua tizzgi(ai peianggaran

Birokrasi
1. Petugas pelaksana kipangan mendapafkan pelayanan birokrasi terkail program PPK
PM A
a. E:)ipar[akukafs sama dengan warga lain
b. Sulit mendapatkan perayénan yang cepat
¢. Mendapatkan pelayanan yang berbeda untuk mempermudah islannnya program
2. Dalar yrusan vang terkait dengan adminisfrasi pemerintahan
a. Para pejahat tingkat alas memberikan jaminan kemudahan
b. Tidak memperdulikan urusan birckrasi
¢. Menyerahkan semua urusan birokrasi ke bawahannya
3. Dalam melakukan pekerjaannya, petugas pelaksané lapangan bekerja
a. Besuai dengan tugas kerja yang diberikan dan tidak peduli dengan tugas keria baglan
“yang lain )
bh. Saling mendukung antara bagian yang satu dengan yang lain
¢. Terjadi tumpang tindih {over ‘fappfng) tugas kerja
4, Petunjuk Pelakasanaan {Jukiak) Program PPK IPM yang ada
a, Telah mengatur tugas dan program keda masing-masing bagian dengan jelas
b. Kurang jelas tugas dan program kerja masing-masing bagian dengan jelas
. Peraturan jelas, hanya sulit dimplementasikan
' Terima Kpsif
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PEROMAN WAWANCARA

T OEVALUAST BAGI PELAKSANA PROGRAM PENDANAAN KOMPETISI DAN AKSELERASI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA MANUSIA (FPK IPM} TAHUN 2007 DI KOTA BEKASE

Pedoman wawancara Inl berdpa rumusan topik yang berhubungan langsung dengan judul penalitian
untuk dengan maksud mengetahul secara labih komprehensif berbagal informast den pemikirian
yang dikemukakan oleh para informan yang menjadi pelaksanan dalam implementasi program FPK
M g Kote Bekost pada tabon 2067,

Pedoman wawancara ind bersifat fleksibel dan mendalam dalam upaya untuk menghimpun berbagas!
macam data dan informasi yang dibutubkan,

A

Gambaran Umum

1

2

Apa vang anda ketahui tentong progrom PP IPM?

Apa yeng menjadi kelebihan program ini dengan program lalnnya dalam mendukung
kebiakan peningkatan keseishtersan masyvarakat 6 Kota Bekasl?

Sedouh mana keteriibatan anda pada program PPKIPM?

Koruniticast antar palaksans

1!

2.

4(4

Sebagal pelaksana, bagai'mana program tersebut disampaikan kepada anda?

Aprakah ada pertemuar-pertemuan khusus yang membahas tentang program tersebut?
Dan pola seperti apa yang dilaksanakan dalam pertemuan tersebut?

Dalam pelaksanaan periode 2007 — 2008, apakah ada pertemuan rutin untuk mermbahas
Implementasi program? Dan slapa saja yang dilibatkan?

$alab satu yang menjadi ungeulan program ini adalah pelibatan masyarakat, Bagaimana
pola keteritsatan masyarakat dalam program Inl?

Bukungan Sumber Baya dalam Implementas! gm,gram

b

Datem program vong dilaksanakan, menurut saudara apakah jumish petugas yang
menangant sudab sesual jumiahnya denpan kebutuhan kesuksesan program?

Bagalmana menurt anda keteramplian para pelaksana, apakah sudah sesusl dengan
kebutuhan {gualified) untuk menangeni program PPKIPM?

Program Int difaksanakan dengan melibatkan 3 (tiga} dinas yake! Pendidikan, kesehiatan,
serta dinas UKM dan koperasl, Bagsimana koordinast ketiganys dHakuken?
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10,

Dalam koordinasi, apa vang menjadi fakior kendale hinggs menghambat implementasi
program?

Bagalmana system penganggaran vang andz ketahul dalam Implementasi program PPK
Py

Apskah anggaran lelsh sesual dengan kehutuhan peiaksansan program? Bila tidak
kenapa dan apa masalahnya? '

Dalam pencairan anggaran, apakah telah sesuai dengan wakto yang ditentukan? 8ila
ticdak apa kendals yang dihadapi?

Dalam mendukung skuntabilitas, apakah dana yang dicairkan telah sesual dengan
anggaran yang ditefapkan? Bila terdapat perbedsan, ape yang menyebabkan hal
tersebut terjadi?

Bagalmana pengadaan sarana untuk mendukung Implementasi program?

Apakah pengadsan sarana telah sesual dengan yang ditetapken, baik jumiash dan
waktunya? Bils terdapet kendala, menurut snda mengapas bt tersebyt terjadiy
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D. SHap dan Struktur Birokrasi

1. Bagaimanz systeos perekrutan pelaksana program PPK IPMY?Y Faldor apa seja yang
menjadi landasan dalam penentuan orang untuk teriibat dalam pelaksanaan program?

2. Keterdibatan pelaksana mensyaratkan adanys reward yeng diberikan, Meaurig anda,
apaksh penghargasn veng diberiken felabh sesual dengan kinerjs veng  talah
dilaksanakan? Bila tidak menurut anda, bagaimans baiknnya system penghargaan vang
thiberlalcakan agar menjad] motivast untul pelaksans program?

3. Balam melaksanakan program, apakah ada SOP {(Stendard Operotiong! Procedure) yang
menjadi pegangan pelaksana? Dan apakah $OP tersebut mudgh diaplikasikan? Kendala
apa yang dihadapi dalem memahami S0P dan kenapa hal tersebut terjadi?

4. Apakah ada pembagian tugss vang jelas antar pelaksana program? Dan bagaimana
sambagian tersebut mampu mendukung kesusksesan implementast program?
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BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JUIr M. duanda No, 100 Telp/Fax. : (021) 8818154
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Nomor
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